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ABSTRAK

Nama : Putria Perdana
Program Studi : Manajemen Komunikasi
Judul : Suara Perempuan di Media Cetak Sebagai Kikasi

Politik (Penelitian Analisis Framing Suara Politisi
Perempuan dalam Kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati di
Kompas)

Tesis ini membahas suara politisi perempuakanpas dalam pemberitaan kasus
TKI Ruyati. Penelitian ini adalah penelitian kuatift dengan analisis framing dan
menggunakan teoftandpoint. Teknik pengumpulan data melalui teks berita dan
wawancara. TeorS&andpoint berpegangan pada pengalaman perempuan yang
akan membawa mereka untuk memiliki beberapa pemamahiasil penelitian
memaparkan bahwaame suara politisi perempuan sebagai kelas bawah yang
tidak penting dibandingkan dengan kepentingan kdaminan (kapitalis).

Kata kunci:
Politisi Perempuan, TK&tandpoint

ABSTRACT
Name : Putria Perdana
Study Program : Management Communication
Title : Female Voice in Print Media As Political Communioat

(Framing Analysis Research of Voice of Women
Politicians in The Case of ‘Hukum Pancung TKI Ruiiat
Kompas

This thesis discusses about the female politiciaitevin the case of Ruyati
migrant labor news iKompas. This research was a qualitative study with fragin
analysis and us&andpoint theory. Data collection technique by news text and
interviews. Standpoint theory holding on the wonesiperience which will lead
them to have some comprehension. The results pgeskdrat the frame of female
politicians voice as a lower class that is not imgat than the dominant’s
interests (capitalist).

Keywords:
Female Politicians, Migrant Labor, Standpoint
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keterlibatan para perempuan dalam dunia politikdoumerupakan jalan
yang mudah karena kemapanan kultur patriarki yategtalah menjadi ideologi
dalam kehidupan politik yang sukar untuk dilebaiedlogi kultur patriarki yang
mengkotak-kotakkan peran dan arena perempuan dataka memunculkan

unsur ketidakadilan.

Secara umum masalah yang dihadapi perempuan dnésdo adalah
ketidakadilan yang bersumber pada dominasi kekuoadaki-laki terhadap
perempuan. Ketidakadilan ini lalu memunculkan kaken, diskriminasi,

stereotip, dan beban ganda. (Kusumaatmadja, 2007: 8

Menurut Febiana Rima dalam tulisannya “Politik &gdi Tindakan
Komunikasi dan Peran Perempuan”, Kultur patriarklalh mengakibatkan
terjadinya ketidakadilan bukan hanya pada perempoamun juga pada
kemanusiaan. (Nugroho, 2011: 218)

Kehidupan publik adalah dunia bagi semua manusimasuk perempuan,
karena dalam dunia itulah manusia membangun dangen@mangkan

dirinya sambil merawat kehidupan bersama dengarusmarainnya. Itu

berarti keterlibatan perempuan dalam dunia pubakwdilakukan karena
dunia bersama juga membutuhkan perspektif perempear kebaikan

kehidupan bersama dan perkembangan peradaban mayarsy lebih

baik.

Ketidakadilan menjadi kendala besar dalam mencdgmiejahteraan
bersama, karena diakui ataupun tidak, standar &esepan akan tergoncang
dengan adanya ketidakadilan yang terjadi. Begitugermgan ketidakadilan yang
dirasakan perempuan dalam ruang politik.

1
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Banyak studi yang telah menunjukkan bahwa ketedibgperempuan
dalam kehidupan politik akan mempunyai banyak kewgén bagi masyarakat.
Jumlah perempuan yang cukup dalam institusi pengamlixeputusan, akan
membuat pergeseran pada cara pandang dalam mexkatesnasalah-masalah

politik dengan mengutamakan perdamaian dan caeaacdr kekerasan.

Selain itu, akan dihasilkan pula perubahan kebiakin peraturan
perundang-undangan yang dapat memasukkan kebutkifiasus perempuan
misalnya kesehatan reproduksi, isu kesejahteradoark@, isu kepedulian
terhadap anak, kelompok lanjut usia dan tuna da#laa, isu-isu kekerasan
seksual. Keikutsertaan perempuan sebagai pembpatusan politik juga dapat
mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuwarg selama ini terjadi
dalam masyarakat seperti diskriminasi di tempajakdan di hadapan hukum
(Soetjipto, 2005: 98).

Diskriminasi terhadap perempuan tersebut melahirkstandpoint
perempuan. Standpoint dimana perempuan berkedudukan lebih rendah dan
terpinggirkan dari kelompok dominan yaitu kaum jaeki yang berorientasi pada
kepentingan elit dan kapitalis. Perbedaan kelasraesosial antara perempuan dan
laki-laki inilah ~yang kemudian memberikan dampakrhaéelap segala

kecenderungan diskriminasi yang terjadi.

Padahal, kesempatan perempuan Indonesia untuk pegkda keadilan
berpartisipasi dalam politik mulai terbuka lebilasusejak diberikannya kuota 30
persen di parlemen bagi perempuan Indonesia méldluPemilu No. 12 tahun
2003 pasal 65 sehingga mampu terselenggaranyaakametgender dan keadilan
gender. UU No. 12 tahun 2003 pasal 65 (1) terselguyatakan:

“Setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat merigamucalon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota urgakiap Daerah
Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perampsekurang-
kurangnya 30%,”
(http://www.tempo.co.id/hg/peraturan/2004/03/16/p06040316-
04,id.htm)
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Melalui UU Pemilu No. 12 tahun 2003 Pasal 65, getmartai politik
diharuskan menampung 30% keterwakilan perempuamardi artinya pintu bagi
perempuan untuk berpolitik dan membawa permasatafaake wadah yang lebih

tinggi semakin terbuka.

Dengan hadirnya wakil-wakil perempuan dalam jumigdng pantas
(proporsional) dalam kepengurusan partai politikupumn di lembaga
legislatif akan memberi peluang kepada perempuankukut membuat
kebijakan-kebijakan yang adil. Atas dasar itu, ma&aya dengan jumlah
kursi mereka yang signifikan dalam lembaga polifdemal, kaum

perempuan dapat menciptakan perubahan yang bérusumaatmadia,
2007: 67)

Tentu saja keberhasilan politisi-politisi perempuarsebut mendapatkan
kursi di parlemen maupun kursi pemerintahan da@atht diapresiasi sebagai
usaha keras dalam mensejajarkan posisinya dengataka meskipun dalam
keadaan yang lebih berat karena peran ganda peasmpang tidak dapat
dilepaskan, yaitu sebagai wanita karir dan juga rimnah tangga yang harus
berkonsentrasi mengurus segala keperluan rumalgdatan bertanggung jawab

atas anak-anaknya.

Kedudukan perempuan secara politik mampu dipegimgkan dengan
rasional melalui kinerja dan program-program keygalyang nyata dan adanya
kepercayaan dari konstituen yang memilih. Poliilak lagi menjadi permainan
dan kepunyaan kaum laki-laki semata. Setelah masenan kuota 30% bagi
perempuan, politik tidak lagi menjadi barang yargnya dapat dilihat dan

didengar oleh perempuan seperti masa sebelumnya.

Kesempatan untuk mendapatkan keadilan dalam raoétik persebut
ternyata tidak memberikan peningkattandpointpada perempuanSuara-suara
politisi perempuan tetap tidak terdengar keras gaya di antara suara vokal
politisi laki-laki yang mendominasi. Loina Lalolo. Rerangin-Angin melakukan
penelitian analisis isi pemberitaan perempuan padsa kampanye 2009 di tiga
media cetak yaitu Suara Pembaruan, Republika danpids. Menurut Loina,

perempuan kurang mendapat akses ke dunia publik.
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Representasi perempuan di media lebih kecil, hanggiengahnya,
daripada representasi laki-laki yang dijadikan gebanarasumber oleh
media cetak nasional. (Ul, 2004)

Padahal, suara politisi perempuan akan mewakiljuprgan mereka
terhadap pencapaian solusi bagi permasalahan peaenggcara umum. Masalah
perkawinan, buruh perempuan, pemerkosaan, penyiksemaga kerja,
perdagangan perempuan, narkoba yang melibatkampaes, prostitusi, HIV/
Aids, kekerasan rumah tangga dan masalah lainnyg Yeerputar di sekitar
perempuan tanpa mendapat porsi perhatian yang leleihndapat kesempatan
untuk dibawa ke muka pemangku keputusan untuk aedjeari solusinya dan
dibuat Undang-undang serta aturan yang tegas yatigdungi perempuan secara
kuat.

Keberadaan perempuan di parlemen tidak boleh hammjadi hiasan,
sebagai pemanis parlemen yang didominasi oleh lpkrdaki. Tidak juga hanya
untuk memenuhi syarat kuota 30% semata. Jumlaligpgderempuan ternyata
tidak menjadi masalah utama, melainkan juga diperngekualitas dari politisi
perempuan itu sendiri. Bustanul Arif menyoroti ktas politik perempuan, dalam
bukunya ‘Partisipasi Politik Perempuan Dalam ProBesnbuatan Kebijakan
Publik Di Daerah Jawa Timur’, ia menyatakan:

Kuota 30% yg telah dicapai tidak akan bermakna ssekali manakala
perempuan tidak membekali diri dengan berbagai r&etgilan dan

pengetahuan. Jika target hanya untuk memenuhi katda sekedar ada
perempuan yang duduk di kursi DPR atau BPD, tampallkualitas yang

memadai, maka hal itu sama dengan merendahkanbaapgarempuan,

karena orang-orang yang masuk untuk memenuhi kigosebut hanya
akan menjadi pajangan politik. (Arif, 30)

Perempuan memiliki banyak permasalahan yang merhbkan
perwakilan di parlemen untuk diperjuangkan secamasktusi sebagai tindakan
perlindungan atas diri perempuan Indonesia. Masalasalah tersebut menjadi
masalah yang tidak dapat dimengerti dengan mudsdhlaki-laki dengan ideologi
patriarki yang telah melekat.
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Salah satu masalah perempuan Indonesia yang kradahh masalah
ketenagakerjaan yang masih jauh dari perlindungagam. Perempuan-
perempuan Indonesia turut serta berjibaku mencafkah untuk keluar dari
himpitan ekonomi dan memenuhi mimpi anak-anak s&dhluiarga mereka.
Mereka rela menjadi pekerja rumah tangga untuk meimekebutuhan pokok
yang sulit didapat karena kesejahteraan yang masih panggang dari api.
Perempuan-perempuan ini pun rela jauh dari rumahbégaada di negara antah
berantah untuk mengumpulkan pundi-pundi yang daltmmak mereka akan
memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kelugagdviereka pun menjadi
Tenaga Kerja Indonesia informal atau dikenal dersggoutan PRT.

Perjuangan TKI ternyata harus dibayar mahal. Tindekerasan yang
kerap terjadi dan terus berulang membuat luka bestuk wajah perempuan
Indonesia yang tidak mendapat perlindungan yangigwari negara. Tindakan
kekerasan terhadap TKI merupakan kejahatan yan@ris@iya mendapat
tindakan hukum yang tegas dan keras dari negaragaelpelindung warga
negaranya. Kekerasan terhadap TKI di luar neg#akthanya merugikan individu
manusia Indonesia namun juga mencoreng citra barmgdanesia dengan
tindakan semena-mena yang dilakukan terhadap aaagsh. Hal ini melukai

harga diri bangsa.

Padahal, keberadaan perempuan-perempuan sebagaili Tar negeri
tidak melulu merugikan nama baik Indonesia dengap wegara pengimpor
pembantu namun juga telah memberikan pemasukan pasgr kepada kas
negara. Laporan Bank Indonesia mengenai pemasukasadyang dihasilkan dari
uang TKI yang dikirimkan hingga 2008 sebesar USHB,iliar atau sekitar
Rp60 triliun.  (http://bisnis.vivanews.com/news/read/227831-beragsar-

sumbangan-devisa-di

Ketua Pergantian Antar Waktu (PAW) Kamar Dagangimasia (Kadin),
Adi Putra Tahir mengungkapkan, TKI sebagai penyurgli#evisa terbesar kedua
setelah migas sebesar US$ 6,617 miliar pada talB0® 2nelalui pengiriman

remitansi ke Indonesighttp://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/84tki-

sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migad)
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Sumbangan para TKI atas peningkatan perekonomi@donésia ternyata
tidak cukup menjadi alasan keselamatan kerja medekerantauan. Tentu kita
masih ingat kasus TKI Ruyati yang mendapat hukumpamcung. Ruyati yang
berasal dari Kampung Ceger RT 03/01 Kecamatan Sokdekasi, Jawa Barat,
mendapat hukuman pancung di Mekah, Arab Saudi faaxdggal 18 Juni 2011.

Ruyati yang berusia 54 tahun dihukum mati karenanbumuh istri
majikannya, Khoiriyah Omar Moh Omar Hilwani, di Mah pada 12 Januari
2010 setelah bertengkar karena keinginannya untu&ng tidak dikabulkan.
Ruyati memang bukan TKI pertama yang mendapat hakumati. Namun
mengingatkan kita, bahwa usaha menjaga dan melghdwarga negaranya,
khususnya perempuan ternyata belum berhasil dikaksa oleh negara secara
maksimal. Baik oleh pemerintah melalui diplomasiupizn parlemen melalui

Undang-undang

Kasus Ruyati dan kelemahan perlindungan atas pem@mpndonesia
memberikan cubitan besar betapa lemahnya kebijatam hukum untuk
mendukung keselamatan dan perlindungan bagi Ruati perempuan TKI
lainnya dalam hal keselamatan kerja dan hidup. ®Ruy@emperlihatkan
bagaimana permasalahan perempuan belum juga direspcara cepat dan
maksimal oleh pemangku kebijakan dan masih dianggdagai masalah yang

tidak mengancam.

Padahal, keberadaan politisi perempuan di parledieswrapkan mampu
memberikan pengaruh dan dominasi atas permasalgfag terkait dengan
perempuan. Mereka diinginkan oleh konstituen dasyasakat perempuan secara
umum untuk dapat memegang kendali dan membuat Igebrauntuk
menghasilkan produk Undang-undang yang kuat danilikehmgkup luas yang
mampu melindungi TKI, dan tentu terutama benar-befakus untuk
memerhatikan suara-suara aspirasi dari perempuanmareka wakili.

Salah satu cara politisi perempuan untuk mempkéan keberadaannya
di parlemen secara nyata dan memiliki kontribusalald dengan menyuarakan

perjuangannya di media massa. Penggunaan media s&isagai wahana untuk
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memberikan wadah pengusungan gagasan, ide, mengmaspirasi serta
membentuk pencitraan yang positif. Menurut Hikmaha# dalam Bustanul
Arif(Arif, 30) (Arif, 30), strategi yang dapat dikakan oleh perempuan dalam
berpolitik (pada semua tingkatan mulai DPR-BPD)adiping memberi kuota
30% dan peningkatan kualitas sebagaimana disebdtkatas, antara lain:

1) Membangun akses ke media. Media apa pun sepetit;, fBV, Koran,
internet, mampu memberikan opini bagi pemakainyan Betiap
media, langsung ataupun tidak langsung, akan mamg@umberikan
pengaruh pada para konsumennya.

2) Perlunya Ornop yang prihatin dan peduli terhadapdis eksisting
representasi politik perempuan yang ada untuk mkklk upaya
memperkuat para kandidat perempuan. Upaya terseieliputi
penyelenggaraan diskusi publik tentang pentingnyingkatan
representasi perempuan di lembaga perwakilan, pETygaraan
diskusi terbatas, dan sarasehan-sarasehan untu& med

3) Meningkatkan representasi perempuan dalam orgampsai-partai
politik. mengupayakan untuk menduduki posisi sgatelalam partai,
seperti posisi ketua, sekretaris, karena posisebert yang akan
berperan dalam memutuskan banyak hal tentang kehijartai.

4) Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringarodgnisasi

perempuan lintas partai, agama, dan profesi.

Dua strategi yang ditawarkan Hikmah Anas merujuiapmedia massa.
Media cetak sebagai salah satu media massa, mepjlolan yang dapat
dimanfaatkan untuk memperdayakan kehadiran polsempuan di parlemen
melalui statement-statemenereka yang vokal dan menggugat ketidakadilan atas

kasus-kasus permasalahan perempuan yang terjafli3@y.

Namun, ternyata gaung suara para politisi peremligrarlemen tidak
kuat terdengar. Jumlah keterwakilan perempuan dieqp@n yang saat ini sebesar
18, 04% menjadi tersamar diantara kabut politiski-laki yang vokal.
Pemberitaan di media cetak yang menjadi salahagatikomunikasi politik untuk
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menyuarakan aspirasi dan perjuangan, terasa higs tkeberimbangan suara-

suara politisi perempuan.

Bias yang terjadi dalam pemberitaan mengenaiigioperempuan tidak
hadir begitu saja tanpa sebab. Ideologi patriagdigymasih kuat mengakar di
Indonesia, memberi perempuan tempat yang sedikairddidang produksi dan
lebih dalam bidang domestik. Perempuan menjadi kawamjinal di bidang
produksi dan tergeser perannya menjadi obyek tamtoPerempuan sebagai
obyek tontonan tidak dapat dilepaskan dari pemlairagk media yang dilakukan

serta kekuatan kapitalisme ekonomi di balik media.

Yasraf Amir Piliang dalam tulisannya “Masih Adakakura’ Wanita di
Balik ‘Euphoria’ Media (Ibrahim, 1998) menyatakamtih wanita sendiri sebagai
tontonan mengalami proses pemenjaraan sebagan‘taathm ekonomi politik
kapitalisme. Fungsi tubuh telah bergeser dari fungsganis/ biologis/
repreoduktif ke arah fungsi ekonomi politik, khusys fungsi ‘tanda’. Media
menjadikan tubuh sebagai ‘penanda’ yang dikaitkemgdn makna tertentu,

sesuai dengan tujuan ekonomi politik.

Kekuatan ekonomi dibalik media sebagai pengger&kh tenelahirkan
informasi sebagai barang dagangan yang bertujugal dintuk mendapatkan
keuntungan. Hal inilah yang kemudian dapat membhbarixas pada pemberitaan
politisi perempuan, karena daya tarik yang diandgapl untuk disertakan dalam
pemberitaan politik dan hukum dan lebih menarila jdibungkus dalam berita-

berita ringan yang sensasional.

1.2 Permasalahan Penelitian

Pada penelitian terdahulu yang menjadi literaturupis, tema penelitian
berfokus pada pemberitaan mengenai politisi peramaau perspektif mengenai
politisi perempuan sebelum menjadi anggota parlensetingga belum ada
penelitian yang meneliti bagaimana keterwakilarraymlitisi perempuan dalam

pemberitaan media massa setelah duduk di kursemar. Hal inilah yang
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mendorong penulis untuk melakukan penelitian peitdaer politisi perempuan
setelah mereka menjadi anggota dewan.

Pemberitaan yang mengangkat politisi perempuam akamperlihatkan
dominasi suara politisi perempuan di ruang publitika memperjuangkan
kepentingan perempuan-perempuan Indonesia yandgkaerakili, seperti dalam
kasus TKI Ruyati. Sebagai perwakilan perempuanadiemen, semestinya suara
politisi perempuan yang memperjuangkan keadilan Bagyati terdengar vokal.
Tidak hanya sebagai bagian dari simpati dan emymtisebagai sesame
perempuan, tetapi sebagai tanggung jawab kebenagaaebagai perempuan di

dewan.

Salah satu pemberitaan mengenai suara politisingmran yang dapat
diteliti adalah pemberitaan di media cetak. Meddtak sebagai sarana pemberi
informasi dan edukasi memegang fungsi sebagai &dortrisial, di mana tidak
hanya memiliki kewajiban untuk menyajikan faktaaf@tjuga memiliki kewajiban
untuk tidak menyeleksi isi pemberitaannya sehingg@k menimbulkan bias di

dalam berita yang dihasilkan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa media cetakniiki kepentingan
ekonomi dibelakangnya sebagai sebuah perusahaaersbrgang melakukan
proses pembingkaian terhadap berita yang disampaygasebagai modal utama
untuk menarik perhatian dan mendapatkan keunturigadia cenderung dengan
cara-cara tertentu dan ideologinya menyeleksi dei@n membingkai baik tokoh
maupun konsep pemberitaan agar sesuai dengan dargktdan memenuhi
keinginan pasar yang mereka ciptakan sendiri sghaingenimbulkan bias.

Pada kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’, suara golgerempuan dalam
pemberitaan Harian Umutdompasdapat dihitung. Teks berita didominasi oleh
suara laki-laki. Padahal, Ruyati merupakan repteserpersoalan perempuan
Indonesia yang mencari nafkah untuk memenuhi kdiautukeluarga namun
mengalami tindakan kekerasan dan ketidakadilanbésita di dalamKompas

yang cenderung didominasi suara laki-laki tersalbuglang membawa saya pada

Suara perempuan..., Putria Perdana, FISIPUI, 201#niversitas Indonesia



10

keingintahuan, bagaimana keterwakilan suara pofsempuan dan benarkah

ada bias dalam pemberitaan politisi perempuan dianetak?

Oleh sebab itu, maka saya tertarik mengangkat jisuhra Perempuan di
Media Cetak Sebagai Komunikasi Politikdengan melakukan analisis framing

suara politisi perempuan dalam kasus TKI Ruyati.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pembingkaian suara politisi perempua@ndaberita ‘Hukum
Pancung TKI Ruyati’ di Harian Umuikompa®

2. Apa pertimbangan pembingkaian suara politisi pereanp dalam berita
‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ di Harian UmuKompa$g

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pembingkaian suara politisi pgngan dalam berita
‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ di Harian UmukKiompas
2. Untuk menganalisis pertimbangan pembingkaian syedisi perempuan

dalam berita ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ di Hariamum Kompas

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelunmgiea penelitian ini
membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu sid@hsi akademis dan

signifikansi praktis.

1.5.1 Signifikansi Akademik

Berbagai penelitian tentang peran politik perempuafah banyak
dilakukan sebelumnya. Jumlah kajian pustaka pémelisebelumnya dalam

penelitian ini yaitu 10 buah. Tesis mahasiswa Uhgemai politisi perempuan
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lebih fokus pada pemberitaan politisi perempuanapadsa kampanye Pemilu
(sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pula tesis-tesis lain
yang terkait dengan penelitian mengenai politigiepguan ataupun mengenai
teori standpoint dan mengenai buruh perempuan.inSédsis, juga terdapat

disertasi dan jurnal.

Penelitian mengenai pemberitaan politisi perempeda masa kampanye
Pemilu ditulis oleh Loina Lalolo K. Perangin-Angi(Ul, 2004) yang meneliti isi
pemberitaan tentang perempuan, dan representasmpean dalam berita
Kampanye Pemilu 2004 di tiga media yaitu Suara Reodmn, Republika dan
Kompas Teknik analisis dilakukan dengan analisis isiasacmultilevel dan
multistage dalam tiga tataran atau aras, yaitutdekswacana dan sosiokultural.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan kuraegdapat akses ke dunia
publik, karena representasi perempuan di medi lkedcil, hampir setengahnya,
daripada representasi laki-laki yang dijadikan gebaxarasumber oleh media

cetak nasional.

Tesis kedua ditulis oleh Irene Erlyska (Ul, 2008ng menggunakan
model wancanaritical discourse analysis (CDAdari Norman Fairclough dan
analisis teks berdasar teori Pan dan Konsicki. IHb@sielitian menunjukkan frame
yang ditemukan bahwa Metro TV, stasiun televisigyamengukuhkan diri sebagai
Election Channel menonjolkan bahwa keterwakilanepguan dalam politik
perlu mendapatkan perhatian lebih. Banyak calegmppun yang berkualitas
dengan visi dan misi yang jelas harus terhadangatekendala-kendala yang

disebabkan oleh budaya patriarki.

Penelitian politisi perempuan lainnya oleh Nuchai#ingrum (UI, 2009)
yang meneliti analisis isi berita tokoh perempudirharian nasional Kompas pada
kampanye Pemilu 2009 (12 Juli 2008-5April 2009)itlémalisis yang digunakan
adalah unit sintaksis dan analisis tematik. Hasitghitian menunjukkan bahwa
representasi perempuan dalam media massa, khusukoygpas masih
cenderung sedikit jumlahnya. Ditinjau dari sebat@wik, mayoritas pemberitaan
adalah pemilu legislatif, terutama mengenai ketkilwa perempuan dalam
politik.
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Penelitian keempat oleh Hj. Samrotunnajah Ismé&ll 2008) yang
berfokus pada kajian mengenai gambaran pencernimtagritas elite politik
perempuan yang terlihat dari implementasi atas #toem yang disampaikan pada
saat kampanye. Dari hasil kajian diperoleh gambdrahwa komitmen yang
disampaikan pada saat kampanye 2004, cenderungm daaris besar
mengisyaratkan solusi masalah ekonomi, pendidika@sehatan, hukum dan

keadilan serta kepentingan kesetaraan kaum perempua

Penelitian berikutnya mengenai standpoint jurnpésempuan oleh Diah
Amalia (Ul 2010) yang membah&standpointjurnalis perempuan di majalah
bisnis dan ekonomi terhadap profesinya dan jugekapanereka memiliki
pemahaman tentang jurnalisme berperspektif genddasil penelitian
memaparkan bahwa jurnalis perempuan memdtkindpointyang menganggap
penting adanya kesadaran dan sensitifitas gendemmdadirinya untuk bisa
memproduksi berita yang membela kepentingan peramgalam majalah bisnis
dan ekonomi. Namun budaya patriarki dan kapitafiagyterdapat dalam area

pribadi dan publik masih menahan upaya mereka.

Penelitian Reinanda Sarah Manalu (Ul, 2011) meaigboruh migrant.
Penelitian bertujuan mengetahui cara pembingkaiaat skabar Kompas atas
berita tentang Ceriyati, pekerja migran perempusehagai korban tindakan
kekerasan. Penelitian menggunakan metode anaisiarfg model Gamson dan
Modigliani. Hasil penelitian menunjukkan adanya dmaderungan membentuk
Ceriyati sebagai kaum marjinal dan kecenderunganeFatah Indonesia yang
lemah terhadap Pemerintah Malaysia dalam menanggulaasalah korban

tindakan kekerasan yang dialami pekerja migranmpuoan.

Disertasi Billy K. Sarwono (Ul, 2004) yang bertaju memahami
bagaimana ibu rumah tangga kelas menengah di kaldtkarta, Bogor,
Tangerang, Bekasi) memberikan pemaknaan terhadep palitik Megawati
Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertatnaatiesia. Penelitian kritis
dan perspektif feminis dan kerangka kajian budagmikiran Stuart Hall
mengenai encoding dan decoding. Data primer dipbraflari wawancara
mendalam (indepth interview) dengan informan ibu rumah tangga. Hasil
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penelitian menunjukkan adanya resistensi pemakpagmpuan terhadap hal-hal
yang terkait dengan kondisi eksternal Megawatimgb@sisinya sebagai presiden
perempuan pertama di Indonesia. Terhadap berbaffaimasi di media massa
yang terkait dengan posisi Megawati sebagai prasig@ndangan informan tidak

harus setuju sebagaimana ditunjukkan oleh mediganas

Disertasi selanjutnya oleh Umaimah Wahid (Ul, 200@ang meneliti
media massa dan hegemoni negara terhadap reatiitik perempuan. Media
Industri sebagai elemen penting untuk menaikkarnspt@var kaum perempuan
terhadap negara, justru berperan sebagai pendidudaya patriarki yang berlaku
ditengah masyarakat. Metode analisis isi kualitatifuk menemukan tema-tema
utama dalam teks Kompas dan Media Indonesia yarigibengan dengan proses
perjuangan kaum perempuan meraih kuota 30 pesdtariemen. Teori yang
digunakan Marxist Humanist Antonio Gramci dengandep hegemoni-counter.
Kesimpulan penelitian yaitu sistem budaya patriankasih berlangsung di
masyarakat dan didukung oleh negara bahkan olelgsebperempuan itu sendiri

sehingga menciptakan realitas yang merugikan kaanengpuan.

Sementara jurnal-jurnal yang menjadi referenstuyairnal Media dan
Pendidikan Politik Perempuan oleh Ida WiendijadgnhdSusilastuti Dwi N yang
membahas mengenai pengaruh pendidikan politik deyhg@erempuan Indonesia
untuk memasuki politik. Insitusi media massa beapesebagai pengkritisi dalam
perubahan budaya dan nilai-nilai sosial di manaahldh sensitifitas gender.
Artikel-artikel tersebut menganalisis aturan medmassa untuk memberikan
dukungan atas kekuatan perempuan di dalam sistétik.pdurnal kedua adalah
jurnal Perempuan, Politik dan Media oleh Abdul Rormaengenai representasi
dan citra yang diberikan media massa atas pasisggEempuan di dalam politik
dan pemberitaannya. Media massa sebagai bagian sdaralisasi atas ide
kesetaraan gender, termasuk dalam area politikdaliam realitasnya tetap

memiliki masalah sensitif.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda gden penelitian
sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya mengenaa galitisi perempuan,
fokusnya pada pemberitaan masa kampanye (ketikaekaebelum menjadi
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anggota DPR RI). Sementara, penelitian tesis imfokes pada suara politisi
perempuan setelah mereka berada di DPR RI. Pamelitii ingin melihat
keterwakilan dan usaha-usaha politisi perempuan pegoangkan keadilan dan
solusi bagi permasalahan perempuan melalui suarasmereka di dalam

pemberitaan.

Penelitian tesis ini juga melakukan wawancara dengarasumber
anggota DPR RI dan salah satu wartawompas Relasi antara politisi
perempuan dan wartawan juga akan memengaruhi polaunigan dan
berimplikasi pada kesempatan dimuatnya suara giolterempuan di dalam

pemberitaan.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi masukan kepadiigopgperempuan di
DPR RI agar menggunakan kesempatan melalui metht catuk menyuarakan
aspirasi perempuan dengan menjalin hubungan yakgibagan media sehingga
keterwakilan suara politisi perempuan di medialcet@njadi berimbang dengan
suara laki-laki.

1.6 Sistematika Penulisan
Bab | Pendahuluan

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar betpkaterwakilan suara
politisi perempuan di media massa yang masih renSamentara suara politisi
perempuan di DPR RI mewakili perjuangan perempuamdapatkan keadilan
dan kesetaraan dalam perlakuan di bidang ekonomhdkum, terutama dalam

penelitian ini perjuangan atas keadilan bagi TKy&uyang dihukum pancung.
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Bab Il Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab permasalahan penelitian, maka pabairb digunakan
teori Feminist Standpoinbleh Nancy Harstock untuk mengetahui bagaimana
posisi suara politisi perempuan di Harian Umigompasdalam pemberitaan
kasus 'Hukum Pancung TKI Ruyati’. Ruyati menjadrik@n eksekusi mati tanpa
upaya diplomasi dari pemerintah Indonesia, padakdl menjadi penyumbang
devisa negara. Perspektif ekonomi media juga digamantuk memaparkan basis

kapitalismeKompassebagai sebuah industri.
Bab Il Metodologi Penelitian

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan tekanilg Wigunakan
untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapatjawab atau
menjelaskan masalah penelitian. Dengan pendekat@iatif, penelitian teks ini
menggunakan analisis framing Robert N. Entman. isedamber utama teks
berita, penelitian ini juga menggunakan sumber &edmitu wawancara

narasumber.
Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan temuan-temuan dan hasil pereljtang dilakukan
penulis mengenai suara politisi perempuanKdimpas pada kasus 'Hukum
Pancung TKI Ruyati’. Penelitian menunjukkan dari [22rita yang muncul di
Kompas,hanya terdapat 2 suara politisi perempuan di déaberita. Temuan
lainnya yaitu bahwa dalam berita Ruyatipmpasbelum menjadikan politisi
perempuan sebagai narasumber utama. Selain itwnbab keeratan antara
politisi perempuan dan wartawan berpengaruh teghagamilihan politisi

perempuan tersebut sebagai narasumber penuliséam ber
Bab V Analisis Penelitian

Bab ini menganalisis temuan-temuan penelitian derigari Standpoint
Melihat hubungan antara rendahnya keterwakilanasyenlitisi perempuan di
Kompas dalam kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’. Analisis magjukkan

bahwa politisi perempuan dianggap sebagai kaumateydng masih berada di
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bawah kaum elit (kapitalis) dalam hal iKbompassebagai sebuah perusahaan
besar.

Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini berisi kesimpulan penelitian mengenai symmigtisi perempuan di
Kompas dalam berita ‘Hukum Pancung TKI Ruyat’. Rekomendasang
diberikan diantaranya agar ada peneliti yang médakupenelitian mengenai

hubungan politisi perempuan dan media massa.
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BAB I

KERANGKA TEORITIS

2.1 Pendekatan Gender

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris, ygénderyang berarti jenis
kelamin. DalamWebster's News Dictionarr{Echols dan Shadily, 1983: 265),
gender diartikan sebagai perbedaan yang tampakadata-laki dan perempuan
dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. (Darm@0®: 167). Gender pada dasarnya
membedakan sifat laki-laki dan perempuan yangrditoksi secara sosial dan
kultural. Perbedaan inilah yang kemudian memengan#mta pandang dan

tindakan serta keputusan antara laki-laki dan ppuam dalam berbagai hal.

Fakih dalam Darma mengungkapkan (Darma, 2009: 1Bahwa
perempuan di masyarakat dikenal lemah lembut, lcaetnosional, dan keibuan,
sedangkan laki-laki dikenal kuat, rasional, jantdem perkasa. Sifat dan karakter-
karakter yang dikonsruksi oleh masyarakat terhadéplaki dan perempuan
tersebut yang memberikan peran terhadap lahirngayaumaskulin untuk laki-

laki dan feminin untuk perempuan.

Permasalahan pada gender bukan terletak pada hkyanatelainkan pada
ketidakadilan dalam pembagian kerja yang dirasaieh perempuan. Dalam
pembagian ini, umumnya perempuan dikategorikan &lend sektor domestik
(rumah tangga) sementara laki-laki di sektor puptilasyarakat). Sektor domestik
merupakan sektor yang statis dan konsumtif semestltor publik dinamis dan
memiliki sumber kekuasaan di bidang politik, ekomomsosial budaya dan
pertahanan yang pada akhirnya dapat menghasilkata seengendalikan

perubahan sosial.

Stereotip gender lambat laun menimbuklan ketimpangender di
masyarakat, terutama terhadap perempuan. Hal imud@&n menimbulkan
ketidakadilan gender, di mana dominasi laki-lakasatperempuan terjadi.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam beiibdgntuk (Fakih dalan
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Darma, 2009: 177) seperti: (1) marginalisasi (p&men ekonomi), (2)
subordinasi (anggapan tidak penting/ peminggiragi parempuan dalam rumah
tangga atau politik), (3) pembentukan stereotipu gialabelan negatif terhadap
perempuan, (4) kekerasa, baik dalam rumah tangg@umadi luar rumah tangga,
(5) beban kerja yang lebih banyak dan lebih panj@)gdiskriminasi (perbedaan
peran dan kedudukan dan represi (pengucilan).

Ketidakadilan yang dirasakan perempuan pada akdirmelahirkan
gerakan perempuan atau dikenal dengan feminismak@&e ini bertujuan untuk
mencapai keadilan dan kesetaraan gender bagi peaengalam bidang ekonomi,
sosial dan budaya, hukum, dan pertahanan. Gerakainisme melahirkan kajian
perempuan yang mencoba mengangkat perempuan keuk@&am sehingga
keadilan dan kesetaraan gender secara struktunakweural dapat diwujudkan.
Menurut Saptari dan Holzner (Darma, 2009: 194) alle tujuan kajian

perempuan yaitu:

1. Memperoleh pemahaman tentang perkembangan mekahigsnegan
asimetris atas dasar jenis kelamin, ras, dan kelasm suatu
masyarakat serta pelestariannya.

2. Mencari strategi yang dapat mengubah situasi tetdeb situasi yang
mewujudkan hubungan yang lebih simetris.

Pusat kajian gender (teori feminis) pada peremgR#zer dan Goodman,
2008: 403-404) terpusat pada tiga hal. Pertamaraasitama studinya, titik tolah
seluruh penelitiannya, adalah situasi dan pengalawvemnita dalam masyarakat.
Kedua, dalam proses penelitiannya, perempuan Kgadi‘sasaran” sentral;
artinya, mencoba melihat dunia khusus dari sudnti@ag wanita terhadap dunia
sosial. Ketiga, teori feminis dikembangkan oleh pemnkritis dan aktivis atau
pejuang demi kepentingan perempuan, yang mencobeiptaékan kehidupan
yang lebih baik untuk perempuan—dan dengan demikmeemurut mereka, untuk

kemanusiaan.
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2.1.1Standpoint Theory

Teori Feminist Standpoindiperkenalkan oleh Nancy Hartsock pada tahun
1983. Teori ini mengklaim bahwa pengalaman, pemgeta dan perilaku
komunikasi terbentuk dalam bagian besar grup saosisgmpat mereka berasal.
Standpoint berargumen bahwa tidak terdapat stasfgjaktivitas untuk mengukur
sudut pandang seseorang. Teori Standpoint melakadtaokasi kritis mengenai
status qualikarenakan struktur kekuasaan yang mendominasi.

Standpoints come from resisting those in powerrafigsing to accept the
way society defines their gro/ood dalam West dan Turner, 2010: 502)

Nancy Hartsock mengadopsi pemikiran filsuf Jermaw &. Hegel yang
membahas mengenai hubungan tuan dan budak dalanbentrk perbedaan
sikap para partisipan dalam hubungan tersebut. gegakiran Karl Marx (West
dan Turner, 2008: 500) yang berpendapat bahwaipmisrja membentuk kasus
pekerja dalam meraih pengetahuannya. Marx mengKb@hwa visi yang benar
dari kelas sosial adalah keberadaan satu-satunyalwka posisi kelas di dalam
masyarakat kapitalis.

Nancy Hartsock lalu membaurkan ide-ide Hegel dami tslarxis untuk
mulai mengadaptasikan teo8tandpointyang digunakan untuk mempelajari
hubungan diantara perempuan dan laki-laki. Meleduyanya dengan ide-ide ini,
pada tahun 1983 Harstock menerbitkdhe Feminist Standpoint: Developing the
Ground for a Specifically Feminist Historical Maiglism”. Harstock memiliki
ketertarikan untuk membuat perempuan hadir dalaoni telarx dan dengan

demikian bisa menghasilkan teori Marxis-Feminis.

Harstock pun juga menerapkan konsep Hegel mendeani dan budak
dan pemikiran Marx mengenai kelas dan kapitalisaagsu-isu mengenai jenis
kelamin (kategori biologis laki-laki dan perempuaan gender (kategori perilaku
maskulinitas dan femininitas). Ini merupakan bentakaptasi dari teori
Standpointyang umum, dan karenanya kebanyakan orang terkach@myebut

teori StandpointsebagaiFeminist Standpoint Thegrysebagaimana disebutkan
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oleh Nancy Harstock pada tahun 1983. Kita harusgaden ada keberagaman ini
tetapi melihat bahwa karakteristik penentu yang yatrkan semua jenis
feminisme adalah posisi sosial perempuan dan keangiuntuk mengakhiri

dominasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (d&siTurner, 2010: 503).

Gambar 2.1.1 Cakupan kelomppokStandpoint Theory

Perempuan

Gay dan Keturunan

Lesbian Latin

Kelompok

Dominan

Orang - Orang-orang

Miskin Asia

Sumber: Diadaptasi dari Wood (West dan Turner, 26@8)

Teori Standpointdapat digunakan untuk menganalisis berbagai sikap
berdasarkan ras, kelas dan status ekonomi. Namom $tandpoint Nancy
Harstock menerapkan prinsip-prinsipnya pada sikegermppuan secara khusus.
Peneliti teoriStandpointseperti Sandra Harding dan Julia Wood (GriffinD@0
482-483) mengklaim bahwa salah satu cara terbdikumencari tahu bagaimana

dunia itu berjalan adalah dengan melatandpointperempuan atau kelompok
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masyarakat lain yang termaginalkeé8tandpointadalah tempat bagi kita untuk
melihat dunia di sekeliling kita. Sinonim untudtandpointadalahviewpoint,

perspective, outlogk dan position. Perlu dicatat bahwa setiap kata ini
memperlihatkan spesifik lokasi dalam waktu dan guaimana para peneliti
mengambil tempat sambil mengarahkan nilai dan aderil Kelompok sosial

tempat kita berada didalamnya sangat berperan ngerdalam menambah
pengalaman dan pengetahuan kita, termasuk juga kitmamemahami dan

berkomunikasi dengan diri sendiri, orang lain, dania.

Teori Standpointmemberikan titik awal untuk pemahaman mengenai
beberapa dinamika yang dialami oleh kaum perempudaari Standpoint
memberikan kerangka untuk memahami sistem kekuakaaangka ini dibangun
atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari keddwgehari-hari orang.
individu-individu adalah konsumen aktif dari reafitmereka sendiri dan bahwa
perspektif individu-individu itu sendiri merupakanmber informasi yang paling
penting mengenai pengalaman mereka. Sebab perfspaktmereka yang kurang
berkuasa akan lebih objektif daripada mereka yarguasa. (Griffin, 2006: 482-
483)

Feminist Standpoinbertujuan untuk mengkritisi adanya dominasi dari
kaum laki-laki di dalam setiap aspek kehidupan raeslat baik budaya patriarki
maupun ideologi kekuasaannya. Adanya kelas dalansyanakat telah
membedakan kelas majikan dan kelas buruh atau pumbedakan ras yang pada
akhirnya hanya berujung pada penempatan posisimper@n di tengah
masyarakat yaitu berada pada kelas kedua. Keadwaadiapat terjadi karena
adanya konstruksi budaya patriarki yang sangatakefhitdalam diri masyarakat
sehingga masyarakat itu sendiri memandang bahwamperan hanyalah

kelompok yang berada di kelas kedua.

Asumsi Teori Standpoint

Konsep teori Standpoint yang diutarakan Hartsocknitile lima asumsi
mengenai kehidupan sosial, yaitu (West and Tu2@t0 : 505):
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1. Material life (or class position) structures anthits understandings of
social relations

2. When material life is structured in two opposingywdor two different
groups, the understanding of each will be an ingarsf the other. When
there is a dominant and a subordinate group, tliemgtanding of the
dominant group will be both partial and harmful

3. The vision of the ruling group structures the mateelations in which all
groups are forced to participate

4. The vision available to an oppressed group reptesgnggle and an
achievement

5. The potensial understanding of the oppressed (thedgoint) makes
visible the inhumanity of the exiting relations amgogroups and moves us
toward a better and more just world.

Kelima asumsi tersebut mengungkapkan bahwa kehmuogsterial yang
meyusun dan membatasi pemahaman akan hubungah dasiana mengalami
struktur dalam dua cara yang berlawanan. Ketikdaggat kelompok dominan dan
kelompok bawahan, maka pemahaman dari kelompok gamgnan akan bersifat
parsial dan merugikan. Selain itu, visi dari kelakpyang berkuasa akan
menyusun hubungan material dimana semua kelompoiksi berpartisipasi.
Sementara visi yang ada bagi kelompok tertindasepnesentasikan pergulatan
dan prestasi. Potensi pemahaman dari mereka yatgdés (sikap) membuat
dapat dilihatnya ketidakmanusiawian dari hubungamgyada di antara kelompok

dan menggerakkan kita menuju dunia yang lebih darkadil.

Epistemologydan ontology Standpointjuga di dasarkan pada beberapa
asumsi berikut ini: a) Semua pengetahuan adalatugrdari kegiatan sosial, dan
karenanya tidak ada pengetahuan yang benar-befektibbb) Kondisi budaya
yang secara khusus melingkupi kehidupan perempuaghasilkan pengalaman
dan pemahaman yang secara rutin berbeda dari ydwagildan oleh kondisi
bingkai kehidupan pria. Pemahaman yang berbedaeiing kali menghasilkan
pola komunikasi yang unik. ¢) Memahami fitur-fitumik dari pengalaman
perempuan merupakan usaha yang layak dilakukanKit§ hanya dapat
mengetahui pengalaman perempuan dengan memperhatikgerpretasi

perempuan mengenai pengalaman ini (West dan Tw260; 505-507).
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Peneliti-peneliti  teori Standpoint banyak yang menganjurkan
menggunakan teori ini untuk menyelidiki pengalamadividu-individu yang
terpinggirkan, tidak ada cara yang berbeda posasyarakat memberikan titik
pandang yang subjektif dari orang-orang berinteralengan diri sendiri dan
dunia. Teori Standpoint berpendapat bahwa, meskipun terdapat beberapa
persamaan dalam sudut pandang di antara anggadengek sosial tertentu,
perbedaan masih keluar. Dengan demikian, teorimamiliki gagasan bahwa
tidak ada titik yang secara surei objektif dalardwg pandang lain; pada intinya,

semua kebenaran adalah sudut pandang.

Kunci Konsep Teori Standpoint

Teori standpoint menjadi populer di kalangan penelitian komunikasi
karena memiliki hubungan di mana komunikasi bergang jawab dalam posisi
membentuk sudut pandang saat berjuang dan memgpekiai argumentasinya
dalam pembelajaran tentang keberadaan individu [pagleungan sosial melalui
interaksi dengan individu lainnya. Teori ini punmy@au mengubah status quo dan
menciptakan sebuah perubahan dengan memberikaa sagr kelompok yang
suaranya jarang didengar. Kesemua konsepnya betiagtalam komunikasi.

Roseann Mandziuk (2003) mmiliki poin bagaimana koikasi, di dalam
bentuk kampanye peringatan, mungkin akan berusah#&k umenciptakan sikap
dalam kesadaran publik. TeorStandpoint karenanya, mengilustrasikan
kesentralan komunikasi baik dalam membentuk danyaterkan sikap. Selain
itu, teori ini menunjuk pada kegunaan komunikasiaggi alat dalam mengubah

status qualan menghasilkan perubahan.

Dengan memberikan suara bagi mereka yang pandayaygarang di
dengar (Buzzanell, 2004), metode-metode yang dimgkan dengan teori ini
berfokus pada praktik-praktik komunikasi. Sebagaiandiamati oleh Julia Wood
(1992), apakah suara perempuan sendiri diberikgitinesi tampaknya secara
khusus penting bagi penilaian para ilmuwan komuwiikaengenal nilai dari

posisi teoretis alternatif. (West dan Turner, 2(811).
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Konsep-konsep utama dari teori Standp@dalah:standpoint situated
knowledgesdansexual division of labofWest dan Turner, 2010: 508-511):

1. Standpoint

Standpointyang merupakan konsep utama dari teori ini adéé&hsi,
yang dimiliki bersama oleh kelompok yang mengalatatus sebagai orang luar,
di dalam struktur sosial, yang memberikan sejeeimghaman bagi pengalaman
orang yang telah dijalani. Lebih jauh lagi dari gpektif Nancy Harsock
terungkap bahw&tandpointitu tidak sekedar dipahami secara sederlsaagai
posisi yang diinginkan (dalam pengertian bias)agetdiinginkan dalamarti
diikutsertakan. Konsep keikutsertasan@agemeittersebut diperjelas olgbara

peneliti dengan membedakan ant&tandpoindan perspektif.

Menurut O’'Brien Hallstein (2000) dalam (West dan Turner1@0508)
mengatakan bahwaerspektif dibentuk oleh pengalaman yang dibentigh o
lokasi seseorang dalasebuah hierarki sosial, sedangl&m@andpointhanya diraih
setelah ada pemikiramteraksi, dan perjuangan. Namun menurut Sandreihiar
(1991) dalam (Westdan Turner, 2010: 509) berpendapat bahStandpoint
dimediasikan secara sosial kareStandpointdidefinisikan oleh lokasi sosial
tertentu dengan kategdeebutuhan parsial atau tidak lengkap. Lokasi terdab
yang menentukarsebagian posisi dalam kehidupan sosial terlihah geup

parsial manapun.

Oleh karena itu, posisi atau lokasi terendah dalam fkiemraasyarakat
memiliki tingkat akurasi yang besar dengan mengacu pada kemampak un
melampaui batas vigarsial dan melihat keseluruhan sebagai bagianloleasi
sosial secara spesifik.

2. SituatedKnowledges

KonsepSituated Knowledgatau pengetahuan tersituasi adalah kontribusi
dari Donna Haraway (1998). Istilah ini berarti pengethusetiap orang

didasarkan pada konteks dan keadaan. Dengan lpegiggetahuan bersifat ganda
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dan tersituasi di dalam pengalaman. Sehingga apa g@elajari seseorang dari
posisinya sebagai perawat orang tuanya yang sekieta dengan pengetahuan

yang dikembangkan orang lain dari posisinya seljagaalis.

Pengetahuan tersituasi menegaskan pada kita bgrawaag kita ketahui
dan lakukan tidak berasal dari dalam melainkan pean hasil pembelajaran
dari pengalaman-pengalaman kita. Jadi ketika akanawat anggota keluarganya
yang lanjut usia, jurnalis itu akan belajar menggremgetahuan merawat juga.
Komunitas lokal yang berbeda mungkin akan mendgkan sikap secara

berbeda tergantung dari pengalaman mereka.

3. Sexual Division of Labor

Pada umumnya, posisi peran sosial antara laki t#a perempuan
dibedakan atas peran sosial disektor publik daanpepsial disektor domestik,
maka jika demikian, peran sosial laki-laki biasatef@ah dominan disektor publik
yang bersifat produktif dimana hasil dari aktifitdsektor ini selalu dihargai
dengan sejumlah material tertentu seperti finansiadlangkan perempuan pada
umumnya ditempatkan pada peran sosial disektor sitkngengan fungsi-fungsi
reproduksinya, yang dalam kenyataan tidak pern&largai dengan sejumlah
material tertentu, karena seolah olah peran sdsiadestik ini merupakan peran
yang memang seharusnya dilakukan oleh perempuan.

Feminist Standpoint Theoridarstock yang terinspirasi oleh Marxisme
berpijak pada pemikiran bahwa perempuan dan l&kitéalibat dalam pekerjaan
yang berbeda berdasarkan jenis kelamin mereka, yarakibat pada pembagian
pekerjaan berdasarkan jenis kelanf@@xual division of labor)Pembagian ini
tidak hanya menempatkan orang untuk mengerjakaastiiggas yang berbeda
berdasarkan jenis kelamin, tetapi hal ini juga ne#sgloitasi perempuan dengan
menuntut kerja tanpa memberikan upah sekaligus regkaim perempuan
tanggungjawab dalam pemeliharaan yang tidak dagi dalam reproduksi dari
tenaga kerja di masa kini dan masa depan (Chdfe®z,: 104).
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Selain itu, ketidaksetaraan yang diderita perempulidempat kerja ketika
mereka terlibat dalam kerja keras untuk mendapatkzah juga dihubungkan
dengan kewajiban mereka atas pekerjaan domestikg yadak digaji.
Sebagaimana diungkapkan oleh Nancy Hirschmann §198kap feminis
membuat perempuan dapat mengidentifikasi aktiatdsdtas yang mereka
lakukan di rumah sebagai kerja dan kerja kerasykttfoakan nilai dibandingkan
hanya merupakan hasil akhir yang penting dan esledari alam atau fungsi
biologis yang dialami oleh perempuan secara plaifena ituStandpoint Theory
menggarisbawahi eksploitasi dan distorsi yang muunketika pekerjaan
dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.

Teori Standpointmenunjukkan kepada kita cara lain dalam memandang
posisi, pengalaman, dan komunikasi yang relatif darbagai kelompok sosial.
Teori ini memiliki kecondongan politis dan kritisaryg jelas dan teori ini
menunjukkan kekuasaan dalam kehidupan sosial. T@amenghasilkan banyak
kontroversi karena orang menemukan teori ini bagnymggung atau sesuai
dengan pandangan mereka sendiri mengenai kehidzgmal. TeoriStandpoint
bersifat heuristik dan provokatif. Teori ini jugarkpatibel dengan teori-teori
komunikasi yang lain, memungkinkan kita mengkomsikan teori itu untuk
mendapatkan penjelasan yang lebih berguna badakerkomunikasi manusia.
Teori Standpoint sangat menjanjikan untuk menunjukkan perbedaamandal
perilaku komunikasi dari kelompok-kelompok sosianyg berbeda (West dan
Turner, 2010: 512).

2.1.2 Perempuan dalam Dunia Politik

Perempuan yang mengalami konstruksi sosial meladiiam patriarki,
awalnya sama sekali tidak dapat memasuki dunigipdliempat perempuan yang
diposisikan di sektor domestik menjadikan ruang dseluang perempuan
memasuki ranah politik kecil. Apalagi, tekanan kdl dan agama seakan

mengukung cita-cita perempuan untuk dilibatkan mgtengambilan keputusan.
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Menurut Sarwono Kusumaatmadja (Kusumaatmadja, 283J: Politik
perempuan adalah sikap perempuan untuk ikut dalsangambil keputusan
sekaligus menentukan keputusan tersebut. Sikapnpea mengambil langkah
politik tesebut sebagai bagian dari perjuangan mpuan mendobrak
ketidakadilan yang terjadi akibat dominasi kelas d&kuasaan oleh laki-laki
selama ini. Melalui keputusan politik yang dihaaik maka perempuan secara
luas akan mendapat jaminan keadilan dan kesetdedam kehidupannya. Tentu
langkah perempuan menuju dunia politik membutuhlakungan dari partai

politik sebagai “kendaraan”.

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukataippolitik dalam
hubungannya dengan partisipasi perempuan dalarikpeniitara lain menyangkut
lima hal. Pertama, melakukan perubahan dalam sirukternal partai-partai
politik yang memungkinkan perempuan lebih terlicddlam partai sebagai
anggota atau fungsionaris partai. Kedua, mencardnmkualifikasi atau
kesetaraan gender yang terukur dan transparan éhipggempuan lebih dapat
berkiprah dan berkompetisi ketika mencalonkan dietiga, membentuk apa
yang disebut komite kesetaraan gender yang tugaseymkaji pelbagai aturan
dan kebijakan dalam perekrutan kandidat dan p&sigemimpinan dalam partai
politik. keempat, menyertakan minimal 30% calegepgyuan, dan didasarkan
lewat metode silang, yakni nama-nama caleg ditahiskersilang antara caleg
laki-laki dan caleg perempuan. Kelima, menetapk@fio Jperempuan sebagai

calon anggota pengurus partai politik. (Kusumaajea&007: 67)

Keterwakilan perempuan di dalam politik mendakasempatan setelah
adanya “jatah” 30% berdasarkan UU Pemilu No. 121a2003 pasal 65 sehingga
mampu terselenggaranya kesetaraan gender dandeegeihder. Kesempatan ini
tentu merupakan perubahan besar terhadap perskeafigakadilan perempuan
dalam dunia politik, karena melalui kuota 30%, pgsaan memiliki hak untuk
berada di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Repubdbhesia (DPR RI) dan iktu

serta memutuskan kebijakan untuk kaumnya.

Keberadaan perempuan di dunia politik menjadi [zamaatas semangat
demokrasi yang memberikan harapan baru bagi pemmpReran perempuan
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tidak lagi terpenjara sebatas sektor domestik yaitoah tangga dan reproduksi
semata, namun pula meliputi urusan penting dalasispsebagai anggota DPR
RI.

...peran dan partisipasi perempuan bisa ikut sertanmdanhembangun
demokrasi di Indonesia, terutama peran mereka dlerpan yang
posisinya sangat strategis dan penting. (Soetjgfio5: 43)

Meskipun demikian, politik Indonesia masih merupakelitik patriarki
yang masih menggunakan cara-cara laki-laki dalaktipnya. Seperti rapat-rapat
malam hingga pukul 3 pagi hingga kebijakan partditig untuk memberi urutan
nomor dalam pencalonan kadernya yang dirasa tidédkarena calon perempuan
kerap mendapat nomor bawah. Menurut Azza Karama(idadkk, 1999: 118),
Pada saat perempuan memasuki parlemen, perjuangagkanmasih belum
selesai. Di parlemen, perempuan memasuki bidangakk Parlemen dibentuk ,
diorganisasikan dan didominasi oleh laki-laki, ydregtindak untuk kepentingan
mereka dengan membangun prosedur-prosedur yangumengkan diri mereka
sendiri.

Tentu karakter dan cara-cara politik yang dilakukatara perempuan dan
laki-laki akan berbeda, dan hal ini menjadi kekhi@naa karena meskipun telah
menjadi anggota dewan, politisi perempuan tetapktpanjangan partai politik
yang masih menganut paham patriarki. Sehingga kas@mbahwa kesempatan
bagi perempuan memasuki dunia politik hanya semuwlgadikan “pemanis” saja

bagi hegemoni laki-laki sebagai pemegang kekuadiedalam politik.

Komunikasi Politik Politisi Perempuan

Komunikasi politik pada dasarnya merupakan bagan dan dipengaruhi
oleh, budaya politik suatu masyarakat. Pada saaj gama, komunikasi politik
juga dapat melahirkan, memelihara dan mewariskdayaupolitik.

Dengan memerhatikan struktur pesan serta polafamaunikasi politik
yang diperankannya, maka dapat dianalisa budaydikpsuatu masyarakat.
Komunikasi politik sendiri, dalam pandangan Muis99&: 6), mencakup
organisasi-organisasi massa yang memperjuangkan si@-cita politik melalui

kegiatan berserikat serta menyatakan pendapatogsasierbuka.
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Sebagai aktor politik, tentu politisi perempuan nmedorkan komunikasi
politik untuk mendapatkan dukungan dan respon k&meradaannya sebagai
pemangku kebijakan di parlemen. Komunikasi politing baik akan membawa
para politisi yang tidak hanya cantik tetapi pintarpada level yang lebih tinggi
dari sekedar lolos menjadi perwakilan konstituen.

2.2 StudiFraming Media

Pada dasarnydraming (Eriyanto, 2002: 10) adalah metode untuk melihat
cara berceritasfory telling media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergamb
pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadlilsebuah berita. Gagasan
mengenaiframing, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 185&dibyo
dalam Sobur, 2009: 161).

Analisis framing cocok digunakan untuk melihat konteks sosial-baday
suatu wacana, khususnya hubungan antara beritaléalogi, yakni proses atau
mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, enmankan,
mereproduksi, mengubah, dan meruntuhkan ideologialigis framing dapat
digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siap@and suatu struktur
kekuasaan, pihak mana yang diuntungkan dan dirnggapa si penindas dan si
tertindas. (Mulyana dalam Eriyanto, 2002: xiv-xv)

Konsep framing digunakan secara luas dalam ilmu komunikasi untuk
menggambarkan proses penyeleksian dan penyorgtek-aspek khusus sebuah
realitas oleh media. Setiap hari kita membaca datihat peristiwa-peristiwva
yang sama dan diberitakan oleh media yang berbsmasstidak sama. Cara-cara
media melihat dan mengkonstruksi peristiwva tersebutrupakan proses
pembingkaian faming) Dalam perspektif komunikasi, analisifaming
digunakan untuk membedah ideologi ataupun cara-gang digunakan media

ketika mengkonstruksi fakta yang ada di lapangan.

Seperti disebutkan di muka, pada dasarnya, pekenjealia massa adalah
mengkonstruksikan realitas. Isi media adalah haghra pekerja
mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihmlyaantaranya realitas politik.
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Pada umumnya, terdapat tiga tindakan yang biaaaukan pekerja media massa
(setiap orang bekerja pada sebuah organisasi mekiajsusnya oleh para
komunikator massa (sejumlah orang dari pekerja angadihg bertanggung jawab
atas editorial sebuah sebuah media), tatkala miedakkonstruksi realitas politik

yang berujung pada pembentukan makna atau citrggenan sebuah kekuatan
politik. (Hamad, 2004 :16-23)

Pertama,dalam hal pilihan kata (simbol) politik. Sekaliporedia massa
hanya bersifat melaporkan, namun telah menjadt gif@i pembicaraan politik
untuk selalu memperhitungkan simbol politik. Dal&emunikasi politik, para
komunikator bertukar citra-citra atau makna-maknelatni lambang. Mereka
saling menginterpretasikan pesan-pesan (simbole)mpolitik yang diterimanya.
Dalam konteks ini, sekalipun melakukan pengutigarg$sung(direct quotation)
atau menjadikan seorang komunikator politik sebaganber berita dengan
pilihan simbol yang digunakan sumber tersebut. diet@manakala media massa
membuat ulasan, sebutlah editorial, pilihan kataditentukan sendiri oleh sang

komunikator massa.

Kedua, dalam melakukan pembingkaia(framing) peristiwa politik.
Minimal oleh disebab adanya tuntutan teknis: keterban-keterbatasan kolom
dalam halaman (pada media elektronika), jarangnaeldia yang membuat berita
sebuah peristiwa secara utuh, mulai dari menitapgtkejadian hingga ke menit
paling akhir. Atas nama kaidah jurnalistik, pewgtiyang panjang, lebar, rumit,
dicoba "disederhanakan" melalui pembingkaiiraming) fakta-fakta dalam
bentuk berita sehingga layak terbit atau layak rigyaUntuk kepentingan
pemberitaan ini, komunikator massa seringkali hamenyoroti hal-hal yang
"penting” (mempunyai nilai berita) dari sebuah gina politik. Dari segi ini
saja, mulai terlihat ke arah mana pembentukan @sihsebuah berita. Ditambah
pula dengan berbagai kepentingan, maka konstrudalitas politik sangat
ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentinganr(amg keuntungan atau pihak
mana yang diuntungkan) dengan berita tersebut.

Ketiga, menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah perigbi@ik.
Justru hanya jika media massa memberi tempat paala fieristiwa politik, maka
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peristiva akan memperoleh perhatian dari masyargkamakin besar tempat
yang diberikan semakin besar pula perhatian yaberittan oleh khalayak. Pada
konteks ini media massa memiliki funggenda settesebagaimana yang dikenal
dengan TeoriAgenda SettingTesis utama teori ini adalah besarnya perhatian
masyarakat terhadap sebuah isu amat bergantungapabeesar media, apalagi
sejumlah media, menaruh sebuah kasus selh@galline,diasumsikan kasus itu
pasti memperoleh perhatian yang besar dari khalayaktentu berbeda jika,
misalnya, kasus tersebut dimuat di halaman dalakdn dipojok bawah pula.
Faktanya, konsumen media jarang memperbincangksmskgang tidak dimuat

oleh media, yang boleh jadi kasus itu justru sapgating untuk masyarakat.

Cara pandang atau perspektif melalui konstruksig(blio, Eriyanto,
Surdiasis dalam Sobur, 2009: 162) pada akhirnyaemtekan fakta apa yang
diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilaangkserta hendak dibawa ke
maa berita tersebut. Karenanya, berita menjadi podatif dan bertujuan
mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu ig@igmate objektif,
alamiah, wajar, atau tak terelakkan. (Imawan debainur, 2009: 162)

Di dalam framing media, terdapat beberapa variabel yang memengaruhi
konstruksi bingkai dan konstruksi realitas sosillgks dalam Kalbfleisch, 2005:
342), yaitu:

1. Politik atau orientasi ekonomi media
Prinsip-prinsip dan pilihan seoran wartawan danegek media terhadap
orientasi politik akan memengaruhi tulisannya. alisndengan perspektif
liberal atau konservatif akan meninggalkan objetdsnya, mereka mungkin
melakukan seleksi terhadap organisasi dan bekerjgah kolega-kolega yang
memiliki kecenderungan politik dan kepercayaan yaagna, yang mana

menjadi orientasi politik.

2. Praktek komunikasi dan pembatasan-pembatasan
Produser dari pesan-pesan bekerja dengan logikard@amisasi pembatasan-
pembatasan organisasi (Shomaker & Reese, 1996)edkikan faktor

ekonomi dapat mengarahkan berita apa yang ditatpiapa yang diungkap.
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Informasi kompleks harus ditekan untuk diakomo#tasilalam struktur media
seperti televisi, harian umum, majalah, dan interi@rena institusi alami
dari organisasi jurnalis, nilai-nilai berita ini rbeasuk aturan-aturan
persetujuan diputuskan oleh praktisi media danvaibaaspirasi wartawan
ketika kuliah.

3. Sistem kepercayaan jurnalistik

Para jurnalis dan editor membuat keputusan-kepntsegara tidak sadar
maupun sadar untuk menjelaskan informasi dasamdalstem kepercayaan
mereka. Sistem kepercayaan ini terkandung dengamakhubungan nilai
suatu berita (Wicks, 1992). Pesan-pesan inilah ydibgrikan warna oleh
kecenderungan mereka, yang mana kemungkinan memamegmdpaik struktur

dan isi dari pesan (Geiger & Reeves, 1991). Aggmulaadi dan bias dari
produser berita juga memberikan pengaruh bagaimgesan-pesan
dikonstruksi. Objektivitas, meskipun merupakan amjwlari keprofesionalan

seorang komunikator adalah hal yang tak dapat aligter

4. Teknik-teknik menarik perhatian audiens
Tujuan objektif organisasi media adalah untuk m&raudiens. Memberikan
informasi kepada anggota audiens seringkali haepagai tujuan kedua. Hal
ini, bagaimanapun, selaras dengan kenyataan baramaadatau berita yang
memiliki unsur emosional sangat penting sehinggaadse pada posisi
terdepan dalam penyiaran ataupun di halaman deggigemberitaan.

2.2.1 AnalisisFraming Robert N. Entman

Pada dasarnya, analisimming merupakan versi terbaru dari pendekatan
analisis wacana, khususnya untuk menganalisis te&dia. Mulanya,frame
dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkgpercayaanyang
mengorganisir pandangan politik, kebijakan, danamag serta yangnenyediakan
kategori-kategori standar untuk mengapresiasi tesaliKonsep inikemudian
dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974 gyaengandaikarframe
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sebagai kepingan-kepingan perilakstrips of behavior)yang membimbing

individu dalam membaca realitas.

Menurut Eriyanto (Eriyanto, 2009: 189), frame keenmbuncul dalam dua
level. Pertama, konsepsi mental yang digunakankumiemproses informasi dan
sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, pgkat spesifik dari narasi berita

yang dipakai untuk membangun pengertian mengemsiipe.

Dalam penelitian ini analisis framing yang digunakadalah analisis
framing Robert N. Entman yang merupakan salah sgoaali yang meletakkan
dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi i®di. Menurut Entman
(Eriyanto, 2009: 185), meskipun analisis framingattiai dalam berbagai bidang
studi yang beragam, satu faktor yang menghubungkaadalah bagaimana teks
komunikasi yang disajikan, bagaimana representasig yditampilkan secara
menonjol mempengaruhi khalayak.

Framing dalam pikiran Entman bisa menjadi paradigpenelitian

komunikasi. Framing dapat dipakai dalam beberapadqo, misalnya.

Pertama, otonomi khalayak. Bagaimana khalayak rsgkah dan
mengkode symbol dan pesan yang diterima. Bagainseiaah teks
dibaca secara dominan oleh khalayak, dan kenapalibica dengan cara
pandang tertentu dan bukan dengan cara lain. Keua#tik jurnalistik.
Ranah penelitian ini misalnya melihat bagaimanan&amempengaruhi
kerja wartawan. Apa yang diperhatikan oleh wartawantama kali ia
meliput peristiwva, kenapa ia melihat aspek tertemtiasan apa yang
menyebabkan ia melihat dengan cara tertentu daanbdé&ngan cara lain.
(Eriyanto, 2009: 185)

Robert N. Entman (1991) melihdtaming dalam dua dimensi besar:
seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-asalitas . Kedua faktor ini
dapat lebih mempertajafnaming berita melalui proses seleksi isu yang layak
ditampilkan dalam penekanan isi beritanya. Perdpeldrtawanlah yang akan
menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannyanddibuangnya. Di balik
semua ini, pengambilan keputusan mengenai sisi ngang ditonjolkan tentu
melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yargjiat dalam proses produksi
sebuah berita. Penonjolan membuat informasi metgad bermakna.
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Realitas yang disajikan secara menonjol atau niekcsudah barang
tentu punya peluang besar untuk diperhatikan danpeagaruhi khalayak dalam
memahami realitas. Karena itu dalam praktikrfyaming dijalankan oleh media
dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikaraisy serta menonjolkan
aspek isu tersebut dengan menggunakan berbagtegstimacana penempatan
yang mencolok (menempatkan dieadline, halaman depan, atau bagian
belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk olemd) dan memperkuat
penonjolan, pemakaian label tertentu ketika mendgakan orang atau peristiwa

yang diberitakan.

Pada dasarnya, pola penonjolan tersebut tidaklafaldiai sebagai bias,
tetapi secara ideologis sebagai strategi wacangaup@&nyuguhkan pada publik
tentang pandangan tertentu agar pandangannya dékiima. Kata penonjolan
(salience didefinisikan sebagai membuat sebuah informasihleiperhatikan,

bermakna, dan berkesan.

Suatu peningkatan dalam penonjolan mempertingdigintitas penerima
akan lebih memahami informasi, melihat makna lehjam, lalu memprosesnya
dan menyimpannya dalam ingatan. Bagian informasitdks dapat dibuat lebih
menonjol dengan cara penempatannya atau pengulatganmengasosiasikan

dengan simbol-simbol budaya yang sudah dikenal.

Bagaimanapun, tingkat penonjolan teks dapat samngyggi bila teks itu
sejalan dengan skemata sistem keyakinan penerkeaa®a serta konsep-konsep
tersebut erat berhubungan dengan kategscripts atau stereotype yang
merupakan kumpulan ide di dalam mental yang membedoman seseorang
untuk memproses informasi. Karena penonjolan mésapasebuah produk
interaksi antara teks dan penerima, maka kehadname dalam teks tidak

menjamin pengaruhnya terhadap pemikiran khalayakn{gn, 1993).

Framing, kata Entman (1993), memiliki implikasi penting bagi
komunikasi politik. Frames menurutnya, menuntut perhatian terhadap beberapa
aspek dari realitas dengan mengabaikan elemen-elefagnya yang

memungkinkan khalayak memiliki reaksi berbeda. tiolimencari dukungan
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dengan memaksakan kompetisi satu sama lain. Melekgama jurnalis
membangurirameberita. Dalam konteks ini, lanjut Entmdraming memainkan

peran utama dalam mendesakkan kekuatan politik,frd@ame dalam teks berita
sungguh merupakan kekuasaan yang tercetak ia mekanj identitas para aktor

atauinterestyang berkompetisi untuk mendominasi teks.

Namun Entman menyayangkan, banyak teks berita dalanefleksikan
permainan kekuasaan dan batas wacana atas sebwahmeésnperlihatkan
homogenitadraming pada satu tingkat analisis, dan belum mempersanmmylea
denganframing lainnya. Konsepframing, dalam pandangan Entman, secara
konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap power of a
communication text. Framingnalysisdapat menjelaskan dengan cara yang tepat
pengaruh atas kesadaran manusia yang didesakraledfer (atau komunikasi)
informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, unApagkapannews reportatau

novel.

Framing, kata Entman, secara esensial meliputi penseleksian
penonjolan. Membuatframe adalah menseleksi beberapa aspek dari suatu
pemahaman atas realitas, dan membuatnya lebih noérbrdalam suatu teks
yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempsikan sebuah definisi
permasalahan yang khusus, interprestasi kausaluasvamoral, dan atau

merekomendasikan penanganannya (Siahaan, 2001:8081)

G.J. Aditjondro (1992) mendefinisikdraming sebagai metode penyajian
realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadii@k tliingkari secara total,
melainkan dibelokkan secara halus, dengan memimers@rotan terhadap
aspekaspek tertentu saja, dengan menggunakah-istilah yang punya konotasi
tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, danikstrasi lainnya. Menurut
Aditjondro prosesframing merupakan bagian tak terpisahkan dari proses
penyuntingan yang melibatkan semua pekerja di bdgeedaksian media cetak.

Reporter di lapangan menentukan siapa yang diweavamya. Redaktur,
dengan atau tanpa berkonsultasi dengan redaktakgagla, menentukan apakah

laporan si reporter akan dimuat ataukah tidak, mi@mentukan judul apa yang
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akan diberikan. Petugas tatamuka, dengan atau tamansultasi dengan para
redaktur tersebut, menentukan apakah teks beuitpeitiu diberi aksentuasi foto,
karikatur, atau bahkan ilustrasi lain atau tidadtas foto, karikatur, atau bahkan

ilustrasi mana yang dipilih.

Bahkan, kata Aditjondro, prosdsaming tidak hanya melibatkan pera
pekerja pers, tapi juga pihak-pihak yang bersergkiatam kasus-kasus tertentu
yang masing-masing berusaha menampilkan sisi-siBrmasi yang ingin
ditonjolkannya (sambil menyembunyikan sisi-sisi  njai  sambil
mengaksentuasikan kesahihan pandangannya deng@acugrada pengetahuan,
ketidaktahuan, dan perasaan para pembaca. Ph@semg menjadikan media
massa sebagai arena di mana informasi tentang ahasattentu diperebutkan
dalam suatu perang simbolik antara berbagai pihangy sama-sama

menginginkan pandangannya didukung pembaca.

Memang, salah satu yang menjadi prinsip analisisiing adalah bahwa
wartawan bisa menerapkan standar kebenaran, mahjé&ktivitas, serta batasan-
batasan tertentu dalam mengolah dan menyuguhké#a.ld@alam merekonstruksi
suatu realitas, wartawan juga cenderung menyertagangalaman serta
pengetahuannya yang sudah mengkristal menjadi skentarprestasischemata
of interpretation).Dengan skemata ini pula wartawan cenderung memklettas
menyelekasi sumber berita, serta memberi porsi panigeda terhadap tafsir atau

perspektif yang muncul dalam wacana media.

Konsepsi framing Entman pada dasarnya merujuk ppae@aberian
definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi alard suaut wacana untuk
menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap usupéristiwa yang
diwacanakan. Berikut 4 buah pertanyaan yang mélki@ktangi konsepsi framing
Entman (Eriyanto, 2009: 188-189):
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Define Problems Bagaimana suatu peristiwa/ isu dilihat? Sebagai

o apa? Atau sebagai masalah apa?
(Pendefinisian masalah)

Diagnose causes Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa
yang dianggap sebagai penyebab dari suatu
dnasalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai

—

(Memperkirakan  masalah a

sumber masalah penyebab masalah?

Make moral judgement Nilai moral apa yang disajikan untuk
menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang

(Membuat keputusan moral) dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi

suatu tindakan?

Treatment Recommendation Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk
mengatasi masalah/ isu? Jalan apa yang

(Menekankan penyelesaian) ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi
masalah?

Tabel 2.2.1 Pertanyaan dalaniraming Robert N. Entman

Berikut penjelasan dari konsep framing Robert Ntntam (Eriyanto, 2009: 190-
191):

Define problemsadalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat
mengenai framing. Elemen ini merupakaraster framé bingkai yang paling
utama. la menekankan bagaimana peristiwa dipahkhivwartawan. Ketika ada
masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atatersebut dipahami. Perisitwa

yang sama dapat dipahami secara berbeda.

Diagnose causesnerupakan elemen framing untuk membingkai siapa
yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiway&bab di sini bisa berarti apa
(what), tetapi juga bisa berarti siapah(@. Bagaimana peristiwa dipahami tentu
saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sehagber masalah. Karena
itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penysisgalah secara tidak

langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.

Make moral judgementdalah elemen framing yang dipakai untuk
membenarkan/ memberi argumentasi pada pendefinimiasalah yang sudah
dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, pengebasalah sudah ditentukan,

dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk nkemgugagasan tersebut.
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Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuaguamauiliar dan dikenal oleh
khalayak.

Treatment recomendatiomerupakan elemen yang dipakai untuk menilai
apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa digilgh untuk menyelesaikan
masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergapada bagaimamaristiwa itu

dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

2.2.2 Perempuan darFraming di Media

Potret diri perempuan di media massa,--menurut Mar@aud lbrahim
(Ibrahim dan Suranto, 1998: 107)—, dalam literatstgat kabar/ majalah, film,
televisi, iklan, dan buku-buku masih memperlihatisd@reotip yang merugikan:
perempuan pasif, tergantung pada pria, didomimasnerima keputusan yang
dibuat pria, dan terutama melihat dirinya sebaigabsl seks.

Mengapa gambaran tentang perempuan dalam mediaa mzassm
menggembirakan betul, Marwah Daud Ibrahim mengupkgia empat alasan
(Ibrahim dan Suranto, 1998: 108).

Pertama dan yang paling sederhana karena reabtial slan budaya
perempuan memang belumlah menggembirakan juga. aMpdda dasarnya
adalah cermin dan refleksi dari masyarakat seqartamn

Kedua, media massa pada dasarnya cenderung meagdraifhal yang
menarik dalam masyarakat. Ini pada gilirannya meahboedia meliput orang-
orang yang berpengaruh dari berbagai bidang kehrupolitik, agama, sastra,
teknologi, ekonomi, dan sebagainya. Jadi kalauepgterempuan masih minim
dalam deretan orang berpengaruh itu berarti bahal@nd kenyataannya orang
dinilai berpengaruh itu sangat terbatas jumlahraragyberkelamin perempuan.

Ketiga, orang media biasanya menganggap hal-hab yaemilukan
sebagai sesuatu yang menarik untuk diangkat. Tamypalpelakon dari hal-hal
yang memilukan, menguras air mata dan emosi adadmbmpuan. Keempat,
karena yang mendominasi media: pemilik, penulisporer, editor, dan

sebagainya masih didominasi oleh pria.
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Konservatisme media massa aft@sning perempuan tersebut dijaga oleh
budaya patriarki. Julia 1. Suryakusuma mengungkaplka@eologi patriarki bisa
langgeng karena dipelihara secara sadar maupundadiar. Sistem nilai patriarki
diberi pupuk dan disebarluaskan bukan hanya melakiilaki tapi juga wanita
(Subandy dkk, 1998: 150).

Jika melihat fungsi media massa sebagai pembaharu pgmegang
kontrol sosial, semestinya media memiliki kecendgan untuk melakukan
gebrakan dan perlawanan terhadap budaya yang cewdenerendahkan dan
mendominasi perempuan. Bukan justru melegalkanndemupuk ketertindasan
teradap perempuan. Seperti yang dinyatakan JuliSulyakusuma dalam

tulisannya ‘Perempuan dan Konservatisme Media Massiut ini:

Media massa di Indonesia tampaknya masih merupdiekuatan
konservatif ketimbang progresif. Peran media maks&an sebagai
pendobrak nilai-nilai, melainkan sebagai penjagatus-quo.(Subandy
dkk, 1998: 153)

Pembingkaian perempuan di media massa sebagailkaizh dan objek
masih terjadi hingga kini dan memperlihatkan kekidampuan media melakukan
pembaruan dan melepaskan keberpihakannya atas akinmatriarki. Padahal,
menurut Habermas (Hardt, 2005: 237), Media seldaagian dari aktivitas sehari-
hari dalam ‘dunia kehidupan’ berfungsi sebagai bleittentuk komunikasi yang
umum. jadi pers, radio, dan televisi, misalnya, nhi&mfungsi yang mungkin.
Media adalah partisipan yang bebas dari keterbatassng dan waktuspatial-
temporal)mereka, menyediakan berbagai konteks, dan meimgitiument dalam
penciptaan ruang publik yang mampu melayani kepgati-kepentingan otoriter

atau emansipatoris.

2.3 Media Cetak, Berita dan Ekonomi Media

Media massa adalah sarana utama untuk menyampdakamendapatkan
informasi. Informasi yang benar akan mencerahkahidkpan karena akan
membantu menjernihkan pertimbangan untuk bisa nmmehijakeputusan yang
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tepat. Informasi yang tepat akan menjadi saranadigigwan yang efektif.
Memiliki akses ke informasi berarti kemudahan unm&ndapatkan kekuasaan
atau mempertahankannya, yang pada gilirannya akambantu orang

mendapatkan keuntungan.

Sayangnya, hak publik untuk mendapatkan informasigybenar sering
tidak dijamin karena adanya pertarungan kepentinigdaam hal politik, ekonomi,
atau budaya. Media massa tidak lagi hanya berlr@sisnasi namun juga telah
menjelma menjadi sebuah industri. Dalam cara berpitdustri, informasi
pertama-tama dianggap sebagai barang dagangarko@igrsil ini menjadi lebih
penting daripada misi utama media, yaitu untukitkasi dan memperkaya debat

demokrasi (Ramonet dalam Haryatmoko, 2007: 20).

Semakin banyaknya media cetak yang tumbuh dan Ineutan,
melahirkan sebuah persaingan yang sengit diantathantetak itu sendiri untuk
mendapatkan pembaca. Pada akhirnya membuat media diebawah tekanan
persaingan yang semakin keras dan tuntutan men@dapdteununtan yang
semakin besar. Haryatmoko menulis, banyak pimpmadia datang dari dunia
perusahaan bukan lagi dimonopoli oleh dunia jusnadi. Menurutnya, para
pimpinan ini tidak terlalu peka akan tuntutan imf@si yang benar (Haryatmoko,
2007: 21).

Komersialitas media massa, termasuk media cetak baekan pilihan
yang sedikit kepada masyarakat sebagai pembac& uméndapatkan berita
sebagai informasi yang benar-benar netral dan tagamya bias kepentingan
dibalik penulisan dan penyajian berita tersebutlaRal, akses media cetak masih
menjadi pilihan masyarakat karena mudah didapatian harganya terjangkau.
Media cetak juga memberikan ulasan yang detail Bangkap serta dapat

didokumentasikan untuk dibaca disela-sela waktu.

Fakta bahwa media cetak telah menjadi bagian ddtistri media dapat
dilihat sebagai upaya menjadikan berita, sebagaidkiitas utama, semata-mata

sebagai produksi barang yang dijual dengan tujalin keras dan berimplikasi
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pada keuntungan besar yang didapatkan oleh mersabte sebagai sebuah
perusahaan.

Pada akhirnya, dengan pola ini, proses penulisan pgnyajian berita
sebagai bahan yang ditawarkan kepada pembaca spkatzeli, akan ditentukan
oleh banyak faktor termasuk laku atau tidaknyatheersebut jika disajikan. Hal
inilah yang dapat membangun bias dalam berita, niémierita ditulis tidak
sejernih fakta yang terjadi namun karena adanyaireunssur ekonomi media

dibelakangnya.

2.3.1 Berita

Berdasarkan kemungkinan yang dapat diperannya, amedassa
merupakan kekuatan raksasa yang sangat diperhaan@alam berbagai analisis
tentang kehidupan sosial, ekonomi dan politik, raestiring ditempatkan sebagai
salah satu variabel determinan. Bahkan media,biérigalam posisinya sebagai
suatu institusi informasi, dapat pula dipandangagab faktor yang paling
menentukan dalam proses-proses perubahan soseduthn politik. Bahkan,

pers pun kerap disebut-sebut sebagai salah satudeinokrasi.

Media sesungguhnya memiliki fungsi kontrol sosial rdasyarakat.
Biasanya, terdapat 2 cara kontrol sosial yang dikak oleh media cetak, yaitu
secara eksplisit, melalui penyajian tajuk rencasditdrial) dan artikel (column),
dan secara implisit, melalui penyajian berita (neBgberapa unsur yang menjadi
ciri khas berita adalah (1) berita merupakan lapdekta atau opini, (2) unsur
waktu yang merupakan laporan tercepat (timeless) kporan pertama, dan (3)

unsur menarik minat atau penting bagi kepentingaam (public interest).

Sebagai kontrol sosial, media memanfaatkan informamtuk
menyampaikan pesan (isi) yang memiliki makna dauoatu tertentu dalam
penulisannya. Dalam studi media, ada tiga pendakahtuk menjelaskan isi

media seperti yang dinyatakan Brian McNair dalamuf\gudibyo (Sudibyo,
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2001: 2-4), yaitu pendekatan politik-ekonomi, peeadan organisasi, pendekatan

kulturalis

Pertama, pendekatan politik-ekonofthe political-economy approach)
Pendekatan ini berpendapat bahwa isi media leléntikan oleh kekuatan-
kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaardiaeFaktor seperti pemilik
media, modal, dan pendapatan media dianggap lel@hemukan bagaimana
wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang menergnkperistiwa apa saja yang
bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaserta ke arah mena

kecenderungan pemberitaan sebuah media hendakldiara

Dalam pendekatan ini, mekanisme produksi beritdatilsebagai bagian
integral dari relasi ekonomi dalam struktur produl®la dan jenis pemberitaan
ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yangraedaminan menguasai
pemberitaan. Dalam teori ini penyaringan dalam gsogroduksi berita terjadi

justru dengan memperhitungkan kekuatan-kekuatanagkbpolitik.

Chomski dan Herman, misalnya, menawarkan pendeksiag mereka
sebut sebagai mempropagandakan nilai-nilai tertemtuk didesakkan kepada
publik. Dalam model mereka ini, memang ada unsuny@eng, namun
penyaringan ini merepresentasikan kekuatan ekonmohiik yang ada dalam
masyarakat. Ada lima penyaringan: (1) ukuran bkeail; kepemilikan dan
orientasi pemasaran media; (2) pengiklan; (3) surbeeta; (4) falk; (5) ideology

antikomunisme.

Kedua, pendekatan organisdsrganizational approaches)Pendekatan
organisasi, justru melihat pengelola media sebpifj@k yang aktif dalam proses
pembentukan dan produksi berita. Dalam pendekatarberita dilihat sebagai
hasil dari mekanisme yang ada dalam ruang redaksaktik kerja,
profesionalisme, dan tata aturan yang ada dalamgroeganisasi adalah unsur-

unsur dinamik yang mempengaruhi pemberitaan.

Proses produksi berita adalah mekanisme keredalk&mata, dimana
setiap organisasi berita mempunyai pola dan mekanigersendiri untuk
memberitakan suatu peristiwva. Mekanisme itu bdrsifgernal dan tidak
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ditentukan oleh kekuatan di luar diri media. Medi@nggap otonom dalam
menentukan apa yang boleh atau tidak boleh, apg lyaik atau buruk, dan apa

yang layak atau tidak layak untuk diberitakan.

Ketiga, pendekatan kulturaligculturalist approach) Pendekatan ini
merupakan gabungan antara pendekatan ekonomi kpad@in pendekatan
organisasi. Proses produksi berita di sini dilikabagai mekanisme yang rumit
yang melibatkan faktor internal media (rutinitagamisasi media) sekaligus juga
faktor eksternal di luar diri media. Mekanisme yanmit itu ditunjukkan dengan
bagaimana perdebatan yang terjadi dalam ruang péete Media pada
dasarnya memang mempunyai mekanisme untuk menenfuila dan aturan
organisasi, tetapi berbagai pola yang dipakai umbeéknaknai peristiwa tersebut
tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan ekopolitik di luar diri media.

Pengaruh eksternal media menurut pendekatan kigtunaempunyai
posisi yang berbeda dibandingkan dengan pendeleianomi politik. Dalam
pendekatan ekonomi politik, pengaruh eksternal digambarkan bersifat
langsung dan koersif. Kekuatan pemodal, pengiklatau partai politik
berpengaruh langsung dalam berbagai bentuk laraatgun keharusan untuk
menulis berita dengan cara dan konteks tertentlanDgendekatan kulturalis,
pengaruh kekuatan ekonomi politik dominan dalamlpenitaan itu diyakini tidak
bersifat langsung. Dalam banyak kasus, justru gkain tidak disadari oleh
wartawan. Wartawan menganggap beritanya objekéfintbang, dan dua sisi,
padahal secara tidak langsung berita itu ternyatalamygengkan dan

menguntungkan kekuatan ekonomi politik yang dominan

Berdasarkan kemungkinan yang dapat diperannya, amadiassa
merupakan kekuatan raksasa yang sangat diperhaan@alam berbagai analisis
tentang kehidupan sosial, ekonomi dan politik, raesdiring ditempatkan sebagai
salah satu variabel determinan. Bahkan media,biéri@alam posisinya sebagai
suatu institusi informasi, dapat pula dipandangagab faktor yang paling
menentukan dalam proses-proses perubahan sos@dwuthn politik. Bahkan,

pers pun kerap disebut-sebut sebagai salah satudpinokrasi.
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Shoemaker & Reese (1996) menyatakan bahwa di dat@myajikan

berita pada khalayak, maka isi media akan dipeimgaleh beberapa hal berikut,

yaitu:

1.

Ideologi yang dianut, dengan mana sebuah instiheslia melandaskan
operasional usahanya.

Individu-individu yang bekerja di dalam institusiedia tersebut. Setiap
individu mempunyai karakteristiknya masing-masingn dhal ini akan
berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukanngear Lbelakang dan
sikap pribadi akan berpengaruh kepada isi mediagsebhasil dari
pekerjaannya.

Rutinitas yang menjadi kebiasaan di dalam medigetart. Isi yang
muncul pada media massa adalah hasil dari rutirpieerjaan yang
dilakukan oleh para individu dengan banyak latdaksng tadi, seperti
masalah deadline, pembagian ruang di dalam peaerbitila iberita,
struktur penulisan berita, dan lain sebagainya.

Pengaruh organisasional. Setiap organisasi datusishempunyai tujuan
masing-masing. Tujuan yang paling mendasar adaahtikngan. Tujuan-
tujuan ini akan mempengaruhi isi media.

Pengaruh dari luar organisasional. Pengaruh daridwganisasi terhadap
media bisa sangat beragam jenisnya. Hal sepertilapat muncul dari
kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yandakekan lobi-lobi
untuk isi tertentu dari media, orang-orang yang cigakan peristiwva
rekayasa untuk mendapat liputan berita, dan petaériyang secara
langsung mengatur isi media melalui peraturan-pesahya menyangkut

nama baik dan hal-hal yang berbau cabul.

Dalam penelitian ini peristiwa komunikatif yang akaliteliti adalah

Pemberitaan Kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ pezi@@ Juni 2011 sampai 1

Juli 2011 dengan diputuskannya moratorium TKI glemerintah.
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2.3.2 Produksi Berita

Mempelajari sebuah berita atau hasil laporan dataedia cetak, tentu
tidak dapat dilepaskan dari proses panjang diprsidyk berita itu sendiri.
Produksi berita adalah proses hubungan yang sdogatantara jurnalis dalam
rangkaian waktu yang sangat mendesak dengan sumebi& di sisi lain yang
dianggap legitimate, melalui jaringan kontak darospdur, sebagai sumber

“fakta” dan “fakta substantif lainnya”.

Istilah gatekeeping dipergunakan untuk menggambaptases di mana
seleksi dibuat dalam kerja media, terutama melaputusan untuk melewatkan
atau tidak melewatkan satu laporan berita tertemélewati “gate” dari medium
berita menuju saluran berita. Tetapi, sebenarngdlah gatekeeping dapat
diterapkan bukan hanya pada kantor berita dan pgneatapi pada konteks yang
lebih luas menyangkut juga kerja editorial maupoodpksi dalam media cetak,
yang berhubungan dengan keputusan tentang distribars pemasaran dari
produk-produk media yang telah ada. Artinya, prosgatekeeping ini
berhubungan dengan kekuasaan untuk memberikan na¢mahan akses pada

suara masyarakat yang berbeda dan seringkali injagiesumber konflik.

Prosesnya sendiri dimulai ketika berbagai pesaensw! berjalan melalui
sejumlah saluran untuk mencapai beberapa tipe isagmnkomunikasi, seperti
layanan kabel, kantor kehumasan, jaringan surarkgringan televisi, dan lain
sebagainya. Merujuk pada Pamela J Shoemaker, (d@lamber, 1999:. 73),
masing-masing organisasi memiliki sejumlah anggtaé yang beroperasi dalam
batasan posisi peran input, dengan masing-masingilikiekekuasaan untuk
mengontrol pesan-pesan potensial yang memasukinisegh, dna kekuasaan

untuk membentuk pesan-pesan tersebut.

Dalam organisasi kompleks, para pameran gatekéepeudian bertugas
untuk memilih pesan dan kemudian menyalurkannyaapsdtu atau lebih
gatekeeper internal, yang kemudian melakukan presle&si mereka sendiri dan
juga berusaha membentuk pesan-pesan tersebut g&demipa dalam berbagai

cara. Pesan-pesan yang bertahan “hidup” kemudiarandmisikan kepada
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gatekeeper terakhir untuk proses pembentukan, sebdhir, dan kemudian
disebar-luaskan kepada khalayak atau organisasiutitiasi lain. Proses
gatekeeping internal dalam organisasi menyatu daldgmitas dan karakteristik
organisasi komunikasi, yang pada akhirnya akan reeggruhi cara para

gatekeeper ini mengambil keputusan.

Dari sini kita dapat melihat bagaimana komplekspyases gatekeeping
ini. Para individu gatekeeper yang memiliki kesuksstau ketidaksenangan,
gagasan tentang sifat alamiah dari pekerjaannya pgirnya tentang suatu
masalah tertentu, strategi pengambilan keputusag glanginkan, dan nilai-nilai
individu, yang kesemuanya akan mempengaruhi prosgsilih atau menolak (

dan membentuk) sebuah pesan.

Memang, gatekeeper sendiri tidaklah benar-benar adeldalam
menentukan pilihan pribadinya. Para individu gadgler ini bekerja dalam
lingkup tekanan rutinitas organisasi dalam melakus@mua aktivitasnya. Semua
keputusan yang diambil sudah tentu harus terjddnd&erangka kerja organisasi
yang bersangkutan, yang jelas juga memiliki sejhnplaoritasnya sendiri, tetapi
juga secara berkesinambungan dipengaruhi oleh takka&kuatan lain dari luar
organisasi, atau bahkan institusi sosial-yang dapaighindar dari fakta bahwa

mereka terikat dengan sistem sosial di mana mdrekaa.

Konsumsi teks media dicirikan oleh praktek dannitas dari institusi itu
sendiri. Teks media dikonsumsi dalam konteks donpaivate, di rumah dan
dalam konteks kehidupan keluarga. Riset dalam peaan media menunjukkan
sejumlah cara dimana konsumsi teks media serindlsasiipkan dalam kehidupan
domestic. Sehingga, sangatlah penting untuk mersghnalisasi konsumsi teks
media sama seperti prosuksi media dalam penger@sformasi yang terjadi

sepanjang peristiwa komunikatif.

Merujuk pada perspektif diatas, jelas bahwa bankiak yang akan
mempengaruhi bagaimana sebuah berita dikumpulkemahd dan kemudian
disebarluaskan kepada masyarakat. Kepentingan igerpirusahaan dan

kepentingan bisnis menjadi dua faktor utama yangdominasi, diluar faktor
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eksternal lainnya, seperti situasi politik danesistpers yang berlaku di negara
tersebut.

Gatekeeper, dalam hal ini berbagai pihak yang ddbadian redaksi
memiliki kewenangan yang sangat luas untuk meniaifisebuah berita menjadi
informasi yang layak muat dan layak sebar. Sudalutenodifikasi ini akan
disesuaikan dengan berbagai hal dan berbagai kegant di lingkungan
sekitarnya. Berita bukan lagi bahan asli, tetapiabumenjadi bahan jadi sesuai
dengan keperluannya. Ketika pada akhirnya, masgarm&nerima berita tersebut,
semua informasi yang telah diolah, diracik dan dibui itu dianggap sebagai
sebuah kebenaran mutlak. Informasi tersebut mergaduatu yang dianggap

sangat penting untuk dipikirkan.

Sebagai perantara informasi, media cetak, menuogeRFidler (Fidler,
2003: 397), diharapkan melaporkan dengan jujur dbwektif, menyelidiki,
menganalisis, menjelaskan, menyaring, mengecek  nkebenya,
mengorganisasikan, meletakkan dalam konteks danbewrpemahaman atas
informasi yang sering berlawanan yang dikumpulkan Herbagai sumber yang
berbeda. Di negara-negara demokratis, mereka jugailiki tanggung jawab
untuk bertindak sebagai “anjing penjaga” pemerirdah mewaspadakan warga
terhadap kejahatan dan ancaman-ancaman terhadepaseln dan ha-k-hak sipil
mereka. Media cetak seharusnya memberikan suateksorsosial dan membantu
menjelaskan arti penting relatif dari peristiwaipiwva dan isu-isu serta

membantu pemahaman umum atas dunia yang kita ciami

Habermas, seperti dikutip oleh Norman FaircloughQ9gt 44),
menekankan pentingnya media sebagai sepubhc spherepolitik yang efektif,
sebuah ruang bagi debat rasional dan diskusi ntesaaalah politik. Namun
ternyata, peran itu saat ini tidak berjalan dengaik, yang terjadi adalah
komersialisasi media, sehingga khalayak lebih barpesebagai pengamat
(spectator) dan bukan partisipa, sebagai konsumian lfiburan yang tersedia),

dan bukan sebagai warga negara.
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Pada dasarnya bias berita terjadi karena mediaantids& berada di ruang
vakum. Media sesungguhnya berada di tengah realitsisl yang sarat dengan
berbagai kepentingan, konflik dan fakta yang korkplean beragam. Dalam
bukunya Analisis Teks Media, Alex Sobur (2009: &yngajukan pendapat dari
dua orang tokoh tentang bias media ini. Pertamay yauis Althusser yang

mengemukakan bahwa:

Media dalam hubungannya dengan kekuasaan, menepagéi strategis,
terutama karena anggapan akan kemampuannya sebagaa legitimasi.
Media massa sebagaimana lembaga-lembaga pendidigama, seni dan
kebudayaan merupakan bagian dari alat kekuasasaranggng bekerja
secara ideologis guna membangun kepatuhan khalesfzdap kelompok
yang berkuasadeologival states apparatys

Sementara pendapat kedua adalah dari Antonio Grarasg menentang
pendapat Althusser dengan mengabaikan resistersologls dari kelas

tersubordinasi dalam ruang media. Bagi Gramsi,

media merupakan arena pergulatan antar-ideologi g yasaling
berkompetisithe battle ground for competing ideologies

Media adalah ruang dimana berbagai ideologi diptesékan. Ini berarti,
disatu sisi media bisa menjadi sarana penyebaraolodi penguasa, alat
legitimasi, dan kontrol atas wacana publik. Namdisjsi lain, media juga bisa
menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan media bienjadi alat untuk
membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepegatin kelas dominan,
sekaligus juga bisa menjadi instrumen perjuangagi kaum tertindas untuk

membangun kultur dan ideologi tandingan.

Dari kedua pernyataan diatas, Sobur kemudian meukan bahwa
sesungguhnya media massa (tentu saja termasuk ceddig, bukanlah sesuatu
yang bebas, independen, tetapi memiliki keterkaiteemgan realitas sosial.
Jelasnya, ada berbagai kepentingan yang bermamdakdia massa. Disamping
kepentigan ideologi antara masyarakat dan negatamnddiri media massa juga
terselubung kepantingan yang lain, misalnya kepgati kapitalisme pemilik

modal, kepentingan keberlangsungan (sustainabiliaggangan kerja bagi para
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karyawan, dan lain sebagainya. Dalam kondisi damspseperti ini, media massa
tidak mungkin berdiri statis di tengah-tengah, akan bergerak dinamisdiantara
pusaran-pusaran kepentingan yang sedang bermainyatéan inilah yang

menyebabkan bias berita di media massa adalahtseguay sulit dihindari.

Media yang menganut bias juga dinyatakan oleh $ewan Tankard
(1992) dalam buku Communication Theories:

The mass media forces attention to certain issiliasy build up publik
images of political figures. They are constantlyegenting objects
suggesting what individuals in the mass shouldhktlsibout, know about,
have feeling about... It may not be successful miéicheotime in telling
people what to think, but it is stunningly suctdsi telling its readers
what to think about.

Bias, menurut Mc Quail (2000: 109), memiliki bedyea tipe. Pertama
adalah bias pengalaman rasa (bias of sense expeErigang membuat kita dapat
mengalami dunia dalam citra visual yang lebih bamgtau lebih kurang. Kedua,
dalam bentuk dan representasi (bias of form anceseptation), dengan “pesan”
(terutama dalam media cetak) dikode secara kuatkatbkan tidak dikode sama
sekali, seperti dalam kasus fotografi. Ketiga, bides terhadap isi pesan (bias of
message content), dalam pengertian ada yang tati@alumalah kurang relialistis
atau ada juga yang polisemi, ada yang berformétlueterbuka atau bahkan
terlalu tertutup. Keempat, ada bias dalam penggukaateks (bias of context of
use), dengan beberapa media dianggap membiarkanyadiimasuk pada
penerimaan privat dan individualistis, sementaragylain dianggap lebih kolektif
dan saling dibagi oleh khalayak. Dan kelima, adss ldalam hubungan (bias of
relationship), yang tergambarkan dalam pola huboingengirim dan penerima

dalam media interaktif.

2.2.3 Ekonomi Politik Media

Media massa tidak lagi hanya menjadi pengantarrnmsi kepada

masyarakat, media massa telah tumbuh menjadi sebdastri dan produk yang
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memiliki kekuatan ekonomi dibelakangnya. Denganljaya masa pemerintahan
Soeharto, akses berita dan informasi menjadi lklzlh dan dapat dinikmati oleh
setiap orang dari segala kelas. Informasi yangngabersama udara demokrasi
membawa media menjadi konsumsi masyarakat apaliagikhg pula oleh

perkembangan tekhnologi internet yang semakin bebkeg yang membawa

pula informasi di dalamnya.

Kekuatan ekonomi di belakang media massa membeyaapengaruh
terhadap media baik dalam hal ideologi, penulisaritdy dan kemasan media
tersebut. Apalagi dengan pesatnya pertumbuhan meelita massa baru seperti
televisi dan harian umum yang mengakibatkan tingla@saingan yang tinggi,

media menjadi lebih kompetitif dalam mendapatkamipgcanya.

Industri media cetak merupakan industri media yanelalui proses
panjang dalam pembentukannya. Tentunya, media aekiliki kebutuhan
ekonomi yang tinggi baik dengan percetakan, biagiak, biaya distribusi dan
lain-lain. Picard bahkan menilai bahwa industri mezktak (khususnya dalam hal

ini Koran merupakan industri yang berpengalamaardddonsentrasi ekonomi).

The newspaper industry has experienced signifigantreased economic
concentration, and the amount of concentration tbuncrease rapidly as
the size of the market decreag@scard dalam Owers, 1998: 114)

Seperti ditunjukkan oleh Dhakidae, pers di Indoadserubah di masa
Orde baru, dari sebuah medium wacana politik menpablistri komersial yang
signifikan. Kami melihat secara singkat perkembangars yang secara politis
bersifat lentur dan secara komersial sanggup emtdhtahun-tahun pertengahan
(1970-an-1980-an) era Orde baru, melewati senswpokatisasi, dan investasi.
(Sen dan Hill, 2001: 62)

Investasi ekonomi di media memang menjanjikanaiSepasar yang
memberikan respon positif terhadap keberadaan medickkembangan media
semakin lama semakin tinggi. Tingkat keuntungangyaapat dicapai dari
pengiklan dapat memberikan kekuatan ekonomi yakgruntuk menggerakkan
media itu bahkan mengembangkannya menjadi lebitr bagi.
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Basis ekonomi media (ekonomi politik) merupakanritenedia yang
dikembangkan dari pendekatan Marxis sejauh ia meaikan perhatian tentang
bagaimana hegemoni media berfungsi untuk melayapetingan yang kuat
(kuasa dan kapital). Teori ekonomi politik memfokais pada pemahaman
mengenai arti penting basis ekonomi media. Teanirteckonomi politik
menjelaskan bagaimana kepemilikan bentuk-bentukianétsa memasukkan
posisi-posisi ideologis dan mitos-mitos sosial granang yang mengkreasi pesan
media. Industri berita atau bisnis berita bisa cibaebagai ‘berita sebagai
industri’, terutama tatkala praktik jurnalisme sangligerakkan oleh pasar dan
jurnalis mulai menjadi sekedar sekrup dalam mesidustri bisnis media.
(Ibrahim dalam Hardt: 2005: xvi)

Pasar informasi (news business) pertama-tama adathk mencari
keuntungan (Haryatmoko, 2007: 23). Tidak bolehataebat, tidak boleh didahului
oleh Koran lain atau televisi lain. Untuk itu mediap berlomba menyiarkan yang
sensasional atau spektakuler, dengan harga apajmg terkadang sampai
mengorbankan profesionalisme. Perubahan media rggalivan profesionalisme
dalam menyampaikan informasi menjadi mencari kewgdan, seperti logika
simulasi J. Baudrillard, orang tidak pernah akam@a pada kebenaran karena
antara realitas, representasi, hiperrealitas atpwant tidak bisa dicek atau
dibedakan lagi. Persaingan menghalalkan semua(étasaatmoko, 2007: 22)

Persaingan tersebut bukan tanpa alasan. Keterhabuwagara iklan dan
media yang menjadikan iklan sebagai sumber penalapaiama media untuk
menghidupi dirinya membuat independensi media lenylslenurut Dennis
McQuail dalam bukiMass Communication Theori@glcQuail, 2005: 223):

The distinction has both an economic and a non-eeon significance. In
respect of the latter, it is usually believed (frahe critical or public
interest and professional perspectives) that tighéi the dependence on
advertising as source of revenue, the less indegrdrttie content from the
interests of the advertisers and business generally

Dengan adanya kebutuhan pengiklan untuk memasukingrumedia
sebagai sarana promosi mereka terhadap target rkensumaka hubungan
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ekonomi yang saling menguntungkan pun mulai dijaéintara media dan
pengiklan. Media sendiri membutuhkan sumber pertdapantuk membiaya
produksi dan distribusi informasinya. Pada akhirek@anomi media tidak dapat

dihindari sebagai dampak dari keterhubungan kelamadalam sistem pasar.

Ekonomi media berfokus pada bagaimana industri anedéngalokasi
sumber-sumber untuk menciptakan informasi dan iburan agar mampu
memenuhi kebutuhan audiens, pengiklan, dan instigasial lainnya (Picard
dalam Owers dkk, 1998: 2). Hubungan media dan ikt@mbenarkan bahwa
media tidaklah tanpa kontrol. Picard justru berggrad bahwa yang paling efektif

mengontrol isi media adalah ekonomi. (Owers dki©8t9)

2.4 Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Hak WNI untuk mendapatkan pekerjaan dan kebebasanilih pekerjaan
dilindungi UUD 1945, Pasal 27 Ayat 2, bahwa setfdprga Negara berhak atas
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak daktboleh dibatasi maupun
dikungkung oleh alasan apapun. Kebebasan memikler@an ini tentu sesuai
dengan kapabilitas dan kemampuan baik untuk pekegadalam negeri maupun

di luar negeri.

Warga negara Indonesia yang bekerja di luar neggaim hubungan kerja
untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upkedtegorikan sebagai Tenaga
Kerja Indonesia. Namun demikian, istilah TKI sekaly dikonotasikan dengan
pekerja rumah tangga (PRT). TKI bidang informalaggb PRT ini didominasi
oleh perempuan dan ditempatkan di negara-negamanuyang membutuhkan
bantuan PRT. Keberadaan TKI sebagai PRT di luaem@&gemang memberikan
label kepada Indonesia sebagai negara pengimpodogregm Namun di sisi lain,
pada dasarnya pengiriman TKI ke luar negeri untekjawan permintaan ‘pasar’
yang tinggi atas sumber daya manusia untuk mengpekerjaan domestik
(rumah tangga). Sehingga sebenarnya hubungan yajadjnt adalah hubungan

simbiosis mutualismeaitu hubungan saling menguntungkan.
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Pengiriman, penempatan dan perlindungan TKI dilakugleh negara di
bawah Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNB23é&cara langsung
untuk melakukan pemantauan. Penempatan tenagadidtjar negeri ini diatur
oleh Pasal 34 UU Nomor 13 Tahun 2003. Pengaturarjuga berdasarkan
Konvensi ILO Nomor 88 pasal 6 huruf b butir IV yangerbunyi

(http://www.bnp2tki.go.id/hasil-penelitian-mainmenu-276/226-permasalahan-

pelayanan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.html):

“Pemerintah diwajibkan mengambil langkah-langkamgyaepat untuk
mempermudah setiap perpindahan tenaga kerja darNegara ke Negara
yang lain yang mungkin telah disetujuai oleh Peniah Negara penerima
Tenaga Kerja Indonesia”.

Pengiriman dan penempatan TKI sektor domestikordidasi oleh
perempuan. Menurut Sarwono Kusumaatmadja (2007: sempai tahun 2004,
dari sekitar 3 juta Tenaga Kerja Indonesia (TKIngasekarang berada dan
bekerja di luar negeri sebagian besar yakni 70%ntiranya adalah perempuan
dan 95% dari Tenaga Kerja Wanita (TKW) bekerja gab@ekerja Rumah
Tangga (PRT). Tidak dapat dipungkiri, kemiskinannjadi pangkal munculnya
PRT, terutama di daerah-daera pedesaan yang medajagat berasalnya PRT

paling banyak.

Fenomena dan potret kemiskinan di pedesaan inikahg ykemudian
menjadikan pekerjaan rumah tangga sebagai pilihekerpan perempuan-
perempuan. Mereka memilih menjadi PRT untuk memekebutuhan dasar
keluarganya seperti sandang, pangan, papan, dahdp@m bagi anak-anaknya
serta keinginan untuk mencapai kesejahteraan yayaikl Perempuan-perempuan
ini hanyalah korban dari kekuasaan laki-laki daldémdang ekonomi yang

menguasai sistem produksi.
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Kekerasan Terhadap TKI

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan dan perliadufig! dijamin oleh
negara sebagai pengirim TKI ke negara tujuan. Nasayangnya, perlindungan
TKI masih menjadi masalah pemerintah IndonesiaaDdigrant Care, sebuah
lembaga swadaya yang memperjuangkan nasib buruhambignemperlihatan

diagram kekerasan yang dialami buruh Indonesia fada 2007.

Data Keker asan Ter hadap Buruhbigran Indonesia 2007
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Gambar 2.4 Diagram Kekerasan Buruh Migrant Indonesa tahun 2007

Tindakan kekerasan terhadap perempuan yang bespreébagai TKI
seperti dipaksa bekerja tanpa jam kerja yang jgakecehan seksual, kekerasan
fisik, dan perkosaan. Bahkan banyak kasus yang mgkikan upah kerja TKI
setelah bekerja berbulan-bulan bahkan bertahumtdialum dibayarkan oleh
majikan mereka. Belum lagi ancaman hukuman matgydihadapi TKI karena
hukum di negara tempat mereka bekerja memilikicatsendiri.
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Kasus hukuman mati terhadap TKI dapat kita lihati &asus Ruyati.
Ruyati dijatuhi hukum pancung oleh pemerintah A&dudi setelah membunuh
majikannya. Ironisnya, eksekusi terhadap Ruyaseteut tidak diketahui oleh
pemerintah Indonesia sehingga eksekusi Ruyati tggralampingan. Padahal
penyebab Ruyati melakukan pembunuhan karena keingmuntuk pulang ke
Indonesia tidak dipenuhi oleh majikannya.

Kesemrawutan persoalan TKI juga dapat terlihait @i#anya pungutan liar
terhadap TKI yang terjadi di KBRI dan KJRI MalaysModus pungutan liar ini
terbitnya SKBurat Keputusanganda, untuk SK pungutan tinggi ditunjukan

sewaktu memungut biaya, sedangkan SK pungutan ledidmnakan sewaktu
menyetor uang pungutan kepada negara. Pungli mawaé dariPPATK yang
mencium aliran dana tidak wajar dari para pegawgen di Konjen Penang pada
Oktober 2005, dikemudian hari terungkap, punguam juga terjadi dKBRI
Kuala Lumpur. Pungli ini menyeret para pejabat lgarhijau, termasuk mantan

Duta Besalndonesia untuk Malaysidadi A Wayarahi Erick Hikmat Setiawan

(kepala KJRI Penang) yang divonis 20 bulan pengaa M Khusnul Yakin
Payapo (Kepala Subbidang Imigrasi Konjen RI Penang)

Selain pungutan liar, TKI juga dibayang-bayangidékan pemotongan
gaji mereka secara illegal. Hampir semua TKI atamub migran Indonesia
mengalami potongan gaji secara ilegal. Potongardisebutkan sebagai biaya
penempatan dan "bea jasa" yang diklaim oleh PJT&i gara TKI yang
dikirimkannya. Besarnya potongan bervariasi, md&i tiga bulan sampai tujuh,
bahkan ada yang sampai sembilan bulan gaji. Tiealkkis TKI yang terpaksa
menyerahkan seluruh gajinya dan harus bekerja tgajpaelama berbulan-bulan.
Praktik ini memunculkan kesan bahwa TKI adalah Werperbudakan yang

paling aktual di Indonesia.

Ironisnya, posisi TKI yang mendapatkan banyak ldidilan berbanding
terbalik dengan sumbangan pemasukan yang merekamde kas negardenurut
data yang ada diKompas (21/6/2011), Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi memperoleh penerimaan negara bukaak pajta-rata Rp. 750

miliar per tahun. Hal inilah yang memberikan g&l&l sebagai pahlawan Devisa
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Negara. Hal ini memperlihatkan bahwa TKI hanya kao@avah yang diperas
tenaganya dan diambil keuntungan darinya tanpa apEya memberikan

perlindungan kepadanya karena pemerintah lebih hiemelindungi kaum elit.

2.5 Asumsi Penelitian

Penelitian ingin melihat keterwakilan suara paliperempuan di media
cetak dalam kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’. Tahg didominasi secara
besar oleh perempuan mewakili persoalan perempamag lyelum terpenuhi. TKI
menghasilkan devisa yang besar bagi negara, namdimdungan bagi mreka
masih belum maksimal. Perjuangan memberikan pentigdn kepada TKI
melalui kebijakan politik dapat dilakukan polit@erempuan yang memiliki posisi
strategis. Apalagi, perspektif politisi perempuasbagai perempuan mampu
memahami persoalan yang dialami perempuan-peremgidnsecara lebih
mendalam. Perjuangan yang dilakukan oleh politeieppuan tersebut dapat
didorong dengan suara mereka di media cetak. Nakeknasaan (hegemoni)
media cetak sebagai industri kapitalis melakukadekse danframing terhadap

suara politisi perempuan di media cetak.
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

3.1Paradigma Penelitian

Paradigma diartikan sebagai kumpulan longgar tgné@amsi yang secara
logis dianut bersama, konsep, atau proposisi yasggarahkan cara berpikir dan
cara penelitian. Orientasi atau perspektif teoratialah cara memandang dunia,
asumsi yang dianut orang tentang sesuatu yangngemtan apa yang membuat

dunia, bekerja.

Penelitian ini menggunakan paradigma Kkritis kordivisme (ritical
constuctionism Paradigma kritis konstruktivisme ini berkembgpada zaman
Frankfurt Schoolyang kemudian telah menggabungkan antara teorilikcstdin
teori simbolik interaksionisme yang keduanya menjadirlatlakang munculnya
teori kritikal konstruksionisme tersebut. Terlihat jelashwa keadaan sosial dan
budaya di tengah masyarakat ini adalah tidak tegadgan sendirinya namun
dikarenakan terbentuk oleh budaya yang mempenganghneka yakni budaya
patriarki.

Budaya yang menempatkan posisis laki-laki sebagaggang kekuasaan
tertinggi atau sebagai kaum borjuis yang memilieklkasaan tinggi dengan
kepentingan-kepentingannya. Berdasarkan keadaammetka posisi perempuan
kembali dipertegaskan berada di posisi kedua athagai kaum proletar yang
tingkat kekuasaannya sangat rendah begitu juga amlengepentingan-
kepentingannya.

Menurut Milton M. Campos, kritis konstruktivisme mpakan
penggabungan antara konstruktivisme yang dilihatgde kritis epistemologi.
Terjadinya penggabungan ide tersebut berhubungagadebagaimana orang
berinteraksi dengan lingkungan sosial dan dampakktst kekuasaan dalam
masyarakat.
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Cavallaro berpendapat, fase ‘teori kritis’ keraputiungkan secara historis
dengan aktivitas Madzhab Frankfurt. Aktivitas térgeberlangsung antara awal
1920-an hingga akhir 1950-an dengan tujuan melangembacaan yang semata-
mata fungsional dan pragmatic terhadap teori-tddarx melalui sebuah
pendekatan ‘kritis diri{self-critical) yang secara konsisten mencermati hubungan
antara teori-teori Marx dan budaya kontemporer.

Kini, frase ‘teori kritis" umumnya tidak lagi digakan secara spesifik.
Teori kritis memaparkan sekelompok pendekatan yelady mengajukan
sebuah penilaian radikal terhadap gagasan tentaagnan sejarah,
identitas, kekuasaan, produksi budaya dan konsbodaya. (Cavallaro,
2004: xviii)

Kritis konstruktivisme ini berbeda dengan sosiahsiouktivisme yang
mana kritis konstruktivisme menekankan pada peepeiitingan kaum elit dalam
proses konstruksi masalah. Dengan meminjam pemahalaa teori konflik,
kritis konstruktivisme membuktikan bahwa cara malsahasalah sosial dibentuk,
dipahami, dan dipresentasikan kepada khalayak,ngutabih, merefleksikan
kepentingan-kepentingan dari masyrakat elit sebagag utama daripada
kepentingan masyarakat dengan tingkat kekuasadate(Heiner, 2006: 10)

Dengan kata lain bagaimana pemerintah (penguasa katam borjuis)
membentuk dan mempresentasikan setiap fenomenayé@ sosial sebagai
masalah masyarakat yang harus tetap mengedepard@entikngan mereka
sendiri. Jadi kritis konstruktivisme melihat masatandak kekerasan atas diri
pekerja migran perempuan merupakan masalah sosalg ymelibatkan
masyarakat bawah sebagai kaum yang minim kekuadaiatain pihak pun
masalah sosial ini menjadi sebuah perjuangan bagyanakat bawah untuk dapat
mensuarakannya hingga ke kaum elit di atas.

Namun perlu diingat bahwa kritis konstruktivsime fidak membantah
bahwa masalah sosial terbentuk secara tidak adihdanbahayakan masyarakat.
Akan tetapi, kritis konstruktivisme membuktikan pangan kritis bahwa
masalah-masalah yang ada di tengah masyarakatdibl@lokkan oleh kekuatan-
kekuatan hubungan yang terjalin antara penguasgatandikuasai dalam proses
pembentukannya. Jadi, kritis konstruktivisme tidédrlalu penting untuk
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memenuhi pencarian solusi atas sebuah masalapi bteyuna bagi penetapan
perspektif yang mengizinkan peneliti untuk men&tsir apa yang menjadi
masalah dalam masyarakat. Keinginan peneliti dal@enafsirkan sebuah
masalah sosial yang tidak terlalu berat di kalangasyarakat elit (Heiner, 2006:
11).

Pada tesis ini, penulis menggunakan paradigntecal constructionism
karena ingin menguraikan realitas yang dikonstruleh kelompok dominan
(Kompas sebagai industri kapitalis) terhadap suara poliisrempuan dalam
kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’. Konflik yang muhdalam penelitian ini
ketika suara politisi perempuan dalam pemberitaamyaR hanya sedikit
dibandingkan suara politisi laki-laki padahal gelitperempuan merupakan
keterwakilan perempuan di DPR. Sementara interaksbolik yang terlihat
dalam penelitian ini adalah unsume myselfdan| yang terdapat di dalam politisi
perempuan yang melihat keterhubungannya dengan RKyati sebagai

perempuan yang tertindas dan keterhubungannya dengdia massa.

3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan adalah metodeelppam kualitatif.
Sejarah awal penelitian kualitatif dipengaruhi oledrapan-harapan politis dan
ideologi dari para periset. Mereka mencari tem@ndan penelitian yang
mengukuhkan teori dan keyakinan kepercayaan yaagRetiset kualitatif tidak

saja mengkaji sejarah, bahkan juga turut memaipkaan di dalamnya.

Qualitatif research adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-
penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunpkasedur-
prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasnnim. Penelitian
kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupaasyarakat, sejarah,
tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergemgb@rgerakan sosial,
atau hubungan kekerabatan. (Strauss and Corbimdalkidin, 1997: 1)
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Peneliti buku penelitian kualitatif lainnya, Denzidan Lincoln,
menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah peaelyang menggunakan latar
alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yaraditedan dilakukan

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penulis lainnya memaparkan bahwa penelitian kuéladalah penelitian
yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk arendan menemukan
pengertian atau pemahaman tentang fenomena daktm latar yang berkonteks
khusus.

Penelitian kualitatif adalah suatu metode peneliffang bertujuan untuk
mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalsegprimduktif, dalam
penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi daettingfenomena yang diteliti.
Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatiama pahyataan atau kejadian
dalam konteks yang diteliti.

Terdapat beberapa fungsi dan pemanfaatan penektigfitatif yang
disebutkan oleh Dr. Lexy J. Moleong dalam bukuktgode Penelitian Kualtiatif
Edisi Refisi, yaitu untuk keperluan: pada pensiitialitatif awal di mana subjek
penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kgradipahami; pada upaya
pemahaman penelitian perilaku dan penelitian msibrel; untuk penelitian
konsultatif, memahami isu-isu rumit sesuatu prosegmahami isu-isu rinci
tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi sesgonatuk memahami isu-isu
sensitif; untuk keperluan evaluasi; untuk mendditar belakang fenomena yang
tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatiintuk meneliti tentang hal-hal
yang berkaitan dengan latar belakang subjek pemelitintuk lebih memahami
setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyedtaloui; untuk
menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang hsudanyak diketahui;
digunakan untuk meneliti sesuatu secara mendalamanfaatkan oleh peneliti
yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakasg@nya tentang motivasi;
digunakan untuk menggunakan hal-hal yang belum dangiketahui ilmu
pengetahuan; dimanfaatkan oleh peneliti yang ingemeliti sesuatu dari segi

prosesnya.
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Sebagai perangkat tafsir fenomena sosial, penelikaalitatif tidak
mengistimewakan salah satu metodologi atas metgd@@m. Di antara metode
dan praktik penelitian kualitatif, digunakan pulalaim konteks lain di dalam
studi-studi kemanusiaan. Masing-masing metode ttategi penelitian memiliki
jejak-jejak historis yang khas dari disiplinya seRslendiri. Penggunaan dan arti
metode penelitian kualitatif yang berbeda-beda mkthgn diperolehnya

kesepakatan di antara para periset mengenai dgfamg mendasar atasnya.

Peneliti kualitatif memasuki area penelitian yangnidatinya untuk
menafsirkan fenomena yang ditemuinya, tidak mem#agp atau mengontrolnya,
dan berusaha mencampurinya sedikit mungkin. Pereldlitatif menekankan
logika individu-individu yang diteliti, daripada ¢dka formal. Dalam penelitian
kualitatif, peran bahasa dan makna-makna yang timurjek penelitian, menjadi
penting.

Ada beberapa asumsi kunci dari apa yang disebsatullmiah kualitatif.
Menurut Gorman & Clayton yang disadur oleh Septia8antana K. dalam buku
Menulis llmiah Metode Penelitian Kualitatif, diukgpkan bahwa penulis
kualitatif melaporkanmeaning of eventslari apa yang diamati oleh penulis.
Laporan tersebut berisi pengamatan berbagai kejatia interaksi yang diamati
langsung oleh penulis dari tempat kejadian. Pefudja terlibat secara partisipatif

di dalam observasinya. Sehingga penulis menjadigreat langsung.

Penelitian kualitatif menekankan pentingnya memahsagaimana orang
menginterpretasikan berbagai kejadian di dalamdcgdan mereka. Dengan pola
pikir induktif, peneliti menarik hal-hal khusus y@ra temui dalam setiap kejadian
di mana ia sedang melakukan pengamatan ke dalaimpgkdan secara umum
yang merujuk pada pola perilaku atau asumsi dgsadien atau tindakan sosial

yang dilakukan oleh subjek penelitian tersebut.
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3.2.2 Karakter Penelitian Kualitatif

Metode kualitatif mengungkap berbagai keunikan yéeglapat dalam
individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi alkehidupan sehari-hari
secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipggiamgjawabkan secara ilmiah
(Miles dan Huberman, 1994: 6-7).

Dilihat dari apa yang diungkapkan oleh Miles danbklman, dapat
dikatakan bahwa metode kualitatif menyajikan haldds dan unik yang terjadi
dalam realitas sosial sehari-hari di dalam kehidukiga. Hal khusus dan unik
tersebut kemudian diungkap secara terbuka dan machun menggunakan

kerangkan dan batasan-batasan ilmiah yang menaangin

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkaatu uraian
mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaky ypat diamati dari suatu
individu, kelompok, masyarakat atau suatu organisgtentu dalam suatsetting
konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandanggyatuh, komprehensif, dan
holistik.

Bogdan dan Taylor dalam Sukidin, menyatakan bahamkter khusus
penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan keamikndividu, kelompok,
masyarakat, atau mengungkapkan keunikan subjekivi@liig kelompok,
masyarakat, atau suatu organisasi tertentu) sekamgprehensif dan serinci
mungkin diperlukan pendekatan kualitatif. Pendakatai merupakan suatu
metode penelitian yang diharapkan dapat menghas#katu deskripsi tentang
ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat dianaati sbatusettingtertentu pula.

Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang kamprehensif, dan holistik.

Dalam bukunya, Dr. Lexy J. Moleong (Moleong, 2008ngungkapkan
bahwa penelitian kualitatif memiliki sejumlah cirang membedakannya dengan

penelitian jenis lainnya. Terdapat 11 ciri penatitkualtiatif.

1. Latar alamiah
Penelitian kualitatif melakukan penelitian padaatahlamiah atau pada

konteks dari suatu keutuh@ntity) Hal ini dilakukan menurut Lincoln dan Guba,
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karena ontology alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataaagaeb
keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahdam konteksnya.

Menurut mereka hal tersebut didasarkan atas bedbeesmumsi: (1)
tindakan pengamatan memengaruhi apa yang dilihatenk itu hubungan
penelitian harus mengambil tempat pada keutuhaamyd&bnteks untuk keperluan
pemahaman; (2) konteks sangat menentukan dalamtap&ae apakah suatu
penemuan mempunyai arti bagi konteks lainnya, yaegarti bahwa suatu
fenomena harus diteliti dalam keseluruhan pengépangan; dan (3) sebagian

struktur nilai kontekstual bersifat determinatifitedap apa yang akan dicari.

2. Manusia sebagai alat (instrumen)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atdengan bantuan orang lain
merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dkaku karena, jika
memanfaatkan alat yang bukan-manusia dan memplkasiaga terlebih dahulu
sebagai lazim digunakan dalam penelitian klasikkanaangat tidak mungkin
untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyatagatkan yang ada

dilapangan.

3. Metode kualitatif

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitaténgan beberapa
pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode panektialitatif lebih mudah
apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedetademini menyajikan
secara langsung hakikat hubungan antara penelitirdaponden. Dan ketiga,
metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaidlan dengan banyak

penajaman pengaruh bersama dan terhadap polaifzlgamg dihadapi.

4. Analisis data secara induktif

Penelitian kualitatif menggunakan analisis dataasednduktif, yaitu dari
khusus ke umum dengan beberapa alasan. Pertansasgraluktif lebih dapat
menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai ydagdedalam data; kedua,
analisis induktif lebih dapat membuat hubungan [pemesponden menjadi
eksplisit, dapat dikenal, dan akontabel; ketigaaliais demikian lebih dapat

Suara perempuan..., Putria Perdana, FISIPUI, 201#niversitas Indonesia



64

menguraikan latar secara penuh dan dapat membpatusan-keputusan tentang
dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainkgempat, analisis induktif
lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang megjaperthubungan-
hubungan; dan terakhir, analisis demikian dapat psemtungkan nilai-nilai

secara eksplisit sebagai bagian dari struktur @ali

5. Teori dari dasafgrounded theory)

Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bingain penyususnan teori
substantif yang berasal dari data. Hal ini dikakana pertama, tidak ada teeri
priori yang mencakupi kenyataan-kenyataan ganda yangkimuakan dihadapi;
kedua, penelitian ini mempercayai apa yang dilggttingga ia berusaha untuk
sejauh mungkin menjadi netral; dan ketiga, teori-dasar lebih dapat responsif

terhadap nilai-nilai kontekstual.

6. Deskriptif

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, lamen angka-
angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapaondmadtualitatif. Selain itu
semua, semua yang dikumpulkan berkemungkinan mekjaxti terhadap apa
yang sudah diteliti.

7. Lebih mementingkan proses dari hasil
Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan isggoses” daripada
“hasil”. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagiagtaa yang sedang diteliti akan

jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannyaabatalam penelitiannya
atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah-nmadalam penelitian. Hal ini
disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, batas m&agrikenyataan ganda yang
kemudian mempertajam fokus. Kedua, penetapan fakaigat lebih dekat
dihubungkan oleh interaksi antara penelitt danufkDengan kata lain,

Suara perempuan..., Putria Perdana, FISIPUI, 201#niversitas Indonesia



65

bagaimana pun, penetapan fokus sebagai masalaltipargenting artinya dalam

usaha menemukan batas penelitian.

9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data

Peneliti kualitatif mendefinisikan validitas, rdalitas dan objektivitas
dalam versi lain dibandingkan lazim digunakan dafsmelitian klasik. Menurut
Lincoln dan Guba, hal ini disebabkan oleh validitasrnal cara lama telah gagal
karena hal itu menggunakan isomorfisme antara Ipasiklitian dan kenyataan
tunggal di mana penelitian dapat dikonvergensikéedua, validitas eksternal
gagal karena tidak taat asas dengan aksioma dasageheralisasinya. Ketiga,
kriteria reliabilitas gagal karena mempersyaratktabilitas dan keterlaksanaan
secara mutlak dan keduanya tidak mungkin digunal@am paradigma yang
didasarkan atas desain yang dapat berubah-ubampaeekriteria objektivitas
gagal karena kuantitatif justru memberi kesempatdaraksi antara peneliti-

responden dan peranan nilai.

10. Desain yang bersifat sementara
Penelitian kualitatif menyusun desain yang Ssecaeaustmenerus

disesuaikan dengan kenyataan lapangan.

11.Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bel@am
Penelitian kualitatif lebih menghendaki agar pdieli dan hasil
interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan dikapaoleh manusia yang

dijadikan sumber data.

3.3Metode Penelitian Berperspektif Feminis

Penelitian Suara Politisi Perempuan di media cgtalg dilakukan ingin
melihat sejauh mana politisi perempuan sebagai ngmran memiliki
kecenderungan untuk menyuarakan permasalahan p@memplainnya.
Berdasarkan tema serta teori yang digunakan da&mligian ini, penelitian ini
memiliki perspektif feminis.
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Penelitian ini menggunakan perspektif feminis karepenelitian ini
berusaha untuk mengangkat pengalaman dan pengetglarampuan dalam
kehidupannya bermasyarakat, yang mencakup pulanigainyender di dalamnya.
(Sarwono, 2004: 70)

Tujuan penelitian yang feminis menurut Amal (Sarwa2004: 70) adalah
agar hasil penelitian dapat digunakan sebagia batzsukan dalam merumuskan
kebijakan pembangunan yang tidak saja mempertinkaengkebutuhan-
kebutuhan praktis gender, tetapi juga mempertimkamdebutuhan-kebutuhan

strategis gender.

Menurut (Littlejohn dan Foss, 2008: 306), studi meteminis telah

menjadi penelitian yang kuat dalam studi budaya.

Most recently, feminist media studies have beeerested in how
audiences actually mold, or negotiate, the meanioigmedia messages
(meaning-negotiation studies). With these shifesspectives on gender
have changed as wel(Littlejohn and Foss, 2008: 306)

Adapun ciri dari penelitian berperspektif femig&arwono, 2004: 70-71)
adalahbukan penelitiantentangperempuan, tetapi penelitiamtuk perempuan,
yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengubah daban perempuan menjadi
lebih baik sehingga kesenjangan hubungan antarefen@dng merugikan

perempuan dapat dimarjinalkan.

Ciri yang terakhir adalah bahwa ketika melakukamnvaracara mendalam,
peneliti harus mampu menempatkan diri dalam posesieka yang diteliti secara
kritis. Ini berarti peneliti harus mampu memberikampatinya secara Kkritis
kepada kaum perempuan yang sedang diteliti dengargesampingkan emosi
yang berlebihan yang bisa menjaga hasil penelitaarg obyektif, yaitu mampu

membedakan secara pernyataan dan kenyataan yang mur

Melalui penelitian berperspektif feminis, penuliberharap dapat
mengetahui lebih jauh permasalahan komunikasi pewam terutama politisi

perempuan dalam menyuarakan kepentingan peremmramn npereka wakili di
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media massa. Sehingga penulis dapat memberikanmezidasi terhadap
permasalahan tersebut.

3.4 Sumber dan Teknik Perolehan Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari beritatbeyang termuat di
surat kabakKompassebagai sumber data primer. Berita-berita tersedyutama
berita yang terkait dengan kasus ‘Hukum Pancung RKyati’ yang dikenai
tuduhan melakukan pembunuhan atas majikannya daMekrab Saudi. Berita-
berita tersebut diambil dari dimulainya pemberit&asus TKI Ruyati 20 Juni
2011 hingga 1 Juli 2011.

Penulis mengkhususkan jenis beritanya yaitu harag yberupahard
news Bentuk lain berita seperti pojok, opini, atau pamikatur tidak dimasukkan
oleh penulis sebagai data yang akan dianalisisgkPeisusan ini dilakukan agar
penulis dapat lebih fokus melihat pembingkaian &fatumum Kompas terhadap

teks berita TKI Ruyati tersebut.

Teknik perolehan data yang digunakan yaitu studitgka atas teks-teks
berita di Harian Umum Kompas. Selain itu, penuligg menggunakan tesis-tesis
terdahulu yang mengungkapkan penelitian terkaitgdenpemberitaan politisi

perempuan di media massa.

Di samping teks sebagai sumber utama data, pemelithi juga
menggunakan teknik wawancara sebagai data sekuWierancara dilakukan
dengan Politisi perempuan yang suaranya muncuhdgemberitaan Ruyati di
Kompas Politisi yang diwawancara adalah Eva Kusuma Sun@anggota
Komisis Ill DPR RI) dan Rieke Diah Pitaloka (AnggokKomisis IX DPR RI).
Selain politisi perempuan, penulis juga melakukawancara dengan wartawan

Kompasyang menulis teks berita mengenai kasus TKI Ruydithdoro Adi.
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3.4.1 Waktu Penelitian

Waktu yang dipergunakan dalam penelitian kasus mukancung TKI
Ruyati, dimulai 20 Juni 2011 ketika pertama kaliitaeRuyati dimuat di harian
umum hingga 1 Juli 2011 dengan adanya keputusaratomm TKI oleh
Pemerintah Indonesia. Dipilihnya kasus TKI Ruyédtiadenakan Ruyati mewakili
ribuan TKI yang mengalami tindakan kekerasan paddklsisa yang mereka
sumbangkan memberikan pendapatan ekonomi yang lbegaindonesia.

3.4.2 Pemilihan Media

Penelitian ini menggunakan media cetak nasionalagagb subjek
penelitian untuk meneliti kasus TKI Ruyati karen@diwa cetak lebih mudah
diperoleh dalam proses penelitiannya. Media cetakgydipilih adalah Harian
Umum Kompaskarena HU ini mewakili masyarakat secara luas woha@miliki
jumlah oplah yang besar. Surat kabar pgmpas(Sen dan Hill, 2001: 68)
adalah harian paling prestisius dan paling lakindonesia (lebih dari setengah
juta kopi terjual setiap hari pada 1995), dan jegeatkabar ‘berkualitas terbesar

di Asia Tenggara

Dengan tiras yang begitu besar (Sarwono, 2004: BOmpas berhasil
menjaring banyak iklan. Penghasilannya dari iklaenoapai Rp. 6,8 miliar per
bulan. Kompas adalah penerima anggaran pemasangan iklan di nesha
Indonesia terbesar selama 1982-1986. Secara kuman thun itu, Kompas
meraup seperempat belanja iklan di surat kabar yatagnya mencapai Rp. 327

miliar.

Selama ini sikap politik Kompas dalam melakukan pertaan cenderung
bersikap netral dan dekat dengan pemerintahan. &esisii dan aspek berita
tertentu diberitakan secara adil dalam menunjamigahananusia. Sementara itu,
komitmen yang diemban oleh surat kabar Kompas selainadalah sebagai surat
kabat yang bisa mencerdaskan bangsa supaya lelin berpikir dinamis,
terbuka, dan demokratis (dikutip dari tesis Bambahgatmoko, 2010: 39).
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Penelitian ini menganalisis tiga judul berita ya@®emerintah Tak Dapat
Hindari Hukuman’, '23 TKI Terancam Mati’, dan ‘PaerJeda Penempatan TKI'.
Ketiga berita tersebut dipilih dari jumlah kesehan 22 berita yang muncul di
Kompaspada periode 20 Juni 2011 hingga 1 Juli 2011. lkeligrita ini dipilih
karena ketiga berita ini memuat suara politisi pgrean, di mana penulis ingin

melakukan analisis suara politisi perempuan.

3.5Quality Criteria Penelitian

Quality criteria pada penelitian ini menggunakaistorical situatedness
yaitu sejauh mana penelitian memperhatikan kontak#ris, sosial, budaya,
ekonomi dan politik (Hidayat, 2008: 89). Penelitianberusaha untuk memenuhi
kriteria tersebut dengan melihat kepada konteksi@ko Harian UmunKompas

dan konteks politik pemerintah terhadap TKI.

Secara ekonomikKompasmemiliki kepentingan untuk menjaga produksi
kerjanya dari ancaman dan gangguan yang dapat rogagg kestabilan dan
kelangsungarKompas Sementara dari sisi politikiompaslahir dan tumbuh
dalam perkembangan politik Indonesia yang mengalgesang surut dan
mengambil posisi cukup netral dalam pemberitaargaertidak memiliki basis

kecenderungan politik tertentu.

Konteks politik pemerintah yang tidak memaksimalkperlindungan
terhadap TKI juga melatarbelakangi lahirnya beniteengenai TKI Ruyati.
Pemerintah tidak melakukan diplomasi politik secamaaksimal untuk
membebaskan Ruyati dari hukuman mati, padahalensgélbut pernah dilakukan
Presiden Gus Dur ketika membebaskan pembantu rtengiga Siti Zaenab dari
hukuman mati pada tahun 1999.

Ketidakpedulian pemerintah atas nasib TKI ini mertggas kepentingan
pemerintah yang hanya berorientasi pada devisa gdragilkan oleh TKI tanpa

melakukan usaha perlindungan terhadap TKI. Konkekgeks inilah yang
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diasumsikan digunakan olekompassebagai landasan dalam mengkonstruksi
sebuah realita di dalam penulisan berita.

3.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan di antarangalah bahwa penelitian
ini merupakan penelitian terhadap teks maka peneliak dapat mengetahui
secara lebih mendalam bagaimana sebenarnya pressgkomstruksian yang
dilakukan Kompas terhadap suara politisi perempuan dan bagaimarar lat
belakang para pekerja dan wartawanKdmpas Selain itu penelitian ini juga
tidak melakukan analisa terhadap khalayak sehinggaeliti tidak dapat
mengetahui bagaimana pembaca Harian Unkiampas memandang frame

Kompasterhadap suara politisi perempuan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Kompas

Kompas merupakan salah satu HU nasional yang dikenal hiak
masyarakat Indonesigompasmenjadi HU yang memiliki oplah yang tinggi
dengan cakupan wilayah yang luas. Tidak hanya popdikalangan pekerja,
pelajar dan mahasiswa juga menggemari harian pagBahasaKompasyang
mudah dimengerti dan sederhana dianggap sebagdi satu kelebihan media

cetak yang terbit di Jakarta pada 28 Juni 1965 ini.

4.1.1Kompas sebagai Harian Umum Nasional

Pada awalnya menurut Mallarangeng (2010: B@mpasditerbitkan oleh
sejumlah wartawan yang waktu itu telah cukup suksemerbitkan majalah
bulananIntisari; antara lain P.K Ojong dan Jakob Oetama — masingagas
menjadi Pemimpin Umum dan Pemimpin RedaKsimpas Staf redaksi dan
wartawan pada awal harian ini terbit, antara ldns J. Adisubrata, Marcel

Beding, Threes Susilastuti, Lie Hwat Nio, Th. Pyrd@n August Parengkuan.

Kompas dilahirkan dalam situasi sejarah ketika “politik enjadi
panglima”. Partai politik diakui sebagai satu-sgarganisasi sosial yang boleh
menyalurkan aspirasi politik masyarakat. Karenasgtiap harian umum yang
terbit pada waktu itu diharuskan untuk mengaitkaimyh (berafiliasi) dengan
salah satu partai politik yang ada. Dalam hal Kmmpasmemilih berafiliasi
dengan Partai Katolik yang waktu itu dipimpin olédhKasimo (setelah keharusan
untuk berafiliasi ini ditiadakarnKompasmelepaskan diri dari Partai Katolik dan

menjadi independen) (Mallarangeng, 2010: 51).

Berikut ini data oplah tahun 2007 HKompasdi Indonesia yang dibagi
menjadi tiga zona, yaitiKbmpasMedia Kit, 2007: 5):
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1. Zona 1 (Batavia) meliputi Jakarta, Bogor, Depoknderang, dan Bekasi
dengan jumlah oplah yaitu 314.562 eksemplar dengzta-rata 1
eksemplaKompasdibaca oleh 4 orang.

2. Zona 2 (Jawa) meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tamug, Bekasi, Jawa
Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Tireagdn jumlah oplah
yaitu 435.470 eksemplar dengan rata-rata 1 eksemdprapasdibaca oleh
4 orang.

3. Zona 3 (Nusantara) meliputi Jakarta, Bogor, Depagerang, Bekasi,
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakartaa Jamur, Bali, NTT,
NTB, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua atefgnlah oplah
yaitu 500.650 eksemplar dengan rata-rata 1 eksemiplaca oleh 4 orang.

Berdasarkan data oplah harian umifompasdi atas, maka tepatlah
pemilihan HU Kompasini sebagai sumber data primer dalam penelitian in
dikarenakan harian umuiompasmerupakan salah satu harian umum nasional
yang beroplah tinggi. Selain itu dapat dilihat jugelalui profil pembaca dari
harian umunkKompasyaitu (KompasMedia Kit, 2007: 1):

1. Jenis kelamin Pria : 72% Wanita: 28%.

2. Usia jumlah terbesar pada usia 30-49 tahun 47%:1€1&hun 3%; 35-39
tahun 13%; 20-24 tahun 18%; 40-44 tahun 10%; 2&B8An 17%; 45-49
tahun 7%; 30-34 tahun 17%; >=50 tahun 16%.

3. Tingkat pendidikan jumlah terbesar pada pendidiken S1: 61,56%;
Lulus SD: 0,46%; Sarjana S1: 50,11%; Lulus SLTE23%; Sarjana S2 :
10,23%; Lulus SLTA : 21,50%; Sarjana S3 : 1,22%jusuAkademi
(diploma) : 10,50%; Lainnya : 0,11%; Sarjana Muds65%.

4. Pekerjaan utama jumlah terbesar pada pekerja dbrsekvasta 52%
Tidak/belum bekerja: 11%; Karyawan/staf swasta: 36t RT: 4%;
PNS: 12%; Pensiunan/Purnawirawan: 6%; TNI/Poli%t; Masih sekolah:
9%; Lainnya: 1%; Wiraswasta: 16%; Karyawan/staf BNIM%.

Berdasarkan data di atas, maka terlihatlah polabpeen harian umum
Kompasyaitu rata-rata mereka adalah laki-laki yang sudemgenyam bangku
pendidikan sarjana, berusia produktif yang berk&a®9 tahun, dan bekerja di
sektor swasta. Dengan melihat pola pembaca yangraaka dapat terlihat bahwa
harian umunKompasitu sendiri lebih ke arah budaya patriarki danihslkaum

kapitalis yang memegang kendali dalam pemberitaatugeristiwa.

Penelitian ini pun melihat visi dan misi yang dieantoleh harian umum

Kompasitu sendiri sehingga pemilihan media ini semalepat adanya. Visi
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harian umumKompas menurut KompasMedia Kit, 2004: 4) adalah menjadi
institusi yang memberikan pencerahan bagi perkegwamasyarkat Indonesia
yang demokratis dan bermartarbat serta menjunjunggit asas dan nilai
kemanusiaan. Dengan kiprakompas dalam industri pers “VisiKompa$
berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia bardasarkan Pancasila
melalui prinsiphumanism transcendent@bersatuan dalam perbedaan) dengan

menghormati individu dan masyarakat adil dan makmur

Sedangkan misi harian umurKompas adalah mengantisipasi dan
merespon dinamika masyarakat secara professiorkiligus memberi arah
perubahan t{endsettey dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi
terpercaya. Harian umurdompas berperan serta ikut mencerdaskan bangsa,
menjadi nomor satu dalam semua usaha di antara-wsana lain yang sejenis
dalam kelas yang sama. Hal tersebut dicapai medaika usaha bersih dengan
melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaafKéempasMedia Kit,
2004: 4).

4.1.2Kompas sebagai Sebuah Industri

Di Indonesia (Sen dan Hill, 2001: 80), ideologi makpers yang kritis
namun tidak partisan tak pernah memiliki jenis lkedaan/ kekuatan yang
hegemonik seperti pada demokrasi Barat. Pers Isitpnmemiliki basis di
belakangnya, bergantung kepada ke mana arah pemsida berpihak. ldeologi

yang bebas murni dari keberpihakan hampir nihil.

Gagasan tentang sebuah Pilar ke empat yang ndegpartiak pernah
sepenuhnya ada di Indonesia. Pada peralihan abadgad munculnya
nasionalisme, Koran yang kritis terhadap pemerirkalonial Belanda segera
menjadi pers perjuangan, yaitu sekumpulan persatekgmitmen partisan untuk
meraih kemerdekaan. Selama tahun-tahun pertamard#ekaan, pers disebut
Soekarno ‘alat Revolusi’, bertanggungjawab untuk nyeenangati dan
memobilisasi opini publik. Berbagai partai politimenjadi sponsor media
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tersebut. Dalam transisi politik memasuki Orba,spéituntut menjadi penjaga
ideologi ‘Pancasila’ yang ‘bebas dan bertanggungf@ySen dan Hill, 2001: 63)

Semua perusahaan pers yang bertahan di masa pelaranti-kiri adalah
perusahaan kecil yang sekedar bertahan hidup.ddgn, krisis ekonomi, dan
kekacauan politik, dapat memangkas penjualan Katan majalah hingga
separuhnya antara 1965 dan 1967. Koran-koran yam@Han dengan secara
eksplisit mempromosikan rezim Orba, mulai menerjgkaa dukungan mereka ke
modal. Mereka melobi pemerintah untuk memasukkars gee dalam UU
Penanaman Modal Dalam Negeri Juli 1968. Pers tewmyafkonstruksi secara
resmi dari alat ideologi bagi kelompok politik, kedustri yang memproduksi

barang kebutuhan pasar.

Pada 1972 (Sen dan Hill, 2001: 67), harian umurketauka, Kompas
meminjam 75% dari modal yang diperlukan untuk memgoa sebuah kantor
percetakan baru, yang memungkinkan mereka mempg&edirwaktu produksi.
Hingga pertengahan 1970-an, angka sirkulasi kenkiealevel pra 1965 dan terus
meningkat menuju tahun 1990-an. Kecenderungan &e komersilisasi semakin
meningkat di Koran-koran yang berhasil bertahanmilarangan tahun 1974.

Koran ini didirikan pada 1965 oleh para wartawameCdan Jawa atas
inisiatif Partai Katolik, hamun hubungan dengantgatelah dihapuskan pada
1971, menjelang restrukturisasi partai-partai polgada 1973. Dari sirkulasi
awalnya 5.000 copy, angka penjualan meningkat adaarsisten karendompas
memiliki reputasi kedalaman analistis dan gaya [iegiu yang rapi. Menganggap
gaya tulisannya sebagaletermined boringnesslgaya yang membosankan tapi
tegas), Ben Anderson (Sen dan Hill, 2001: 68) mandmarkarKompassebagai

‘harian umum Orba yang sempurna’.

Peningkatan penjualarKompas memperlihatkan peningkatan pasar
pembacanya. Media dalam produksinya memiliki tapgesiar, hal ini seperti yang
dijelaskan oleh McQuails,
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In general, markets can be defined according to place, people, type of revenue
and the nature of the product or service. A more fundamental line of economic
division in the media business is between the consumer market for media products
and services and the advertising market, in which a service is sold to advertisers in
the form of access to the audience. (McQuails, 2005: 222)

Pengiklan sebagai pembeli dalam pasar media mempiduang
menemukan target konsumennya yaitu pembaca medsebté. Sehingga
penerapan ini menjadikan media sebagai pelaku dgasar yang memiliki

kepentingan ‘barang’ produksinya dibeli oleh konsam

Kompasberhasil lolos dari pelarangan besar-besaran yanadi pada
1970-an, dengan menerapkan nilai kehati-hatiansgdrcensorshiglalam isu-isu
politik yang sensitive, meskipun dengan kesadaeargysemakin meninggi akan
kerapuhannyakompasmerespon kerapuhan itu dengan strategi diversifitan
reinvestasi besar-besaran sepanjang tahun 198Paaia awal 1990-aKompas
memiliki kerajaan bisnis yang terdiri dari 38 pexngan, secara bersama-sama
dikenal sebagai Kompas-Gramedia Group. Kelompokaki hanya terdiri dari
berbagai penerbit buku Gramedia dan percetakanatapi juga sebuah stasiun
radio, perusahaan perjalanan/ wisata, hotel, mesat berat, supermarket,
asuransi, bank, industri periklanan, tambak udamgbel rotan, perusahaan
perfilman, pabrik tisu, warung telekomunikasi, leagh pendidikan bahasa

Inggris, lembaga pendidikan computer dan banyak (&gn dan Hill, 2001: 69)

Meningkatnya oplaikompasselama lebih daripada dua dekade itu adalah
membesarnya perusahaan. Akibat lainnya (Mallarapge&®10: 57) adalah
membengkaknya modal perusahaan. Dengan modal yasgribini Kompas
melakukan ekspansi bisnis, baik dengan menerbitkembeli, atau pun bekerja
sama dengan perusahaan pers lain, serta memaswkis&akawasan bisnis

nonpers.

Melalui berbagai buku, majalah, dan harian umummidas-Gramedia
mendominasi industri penerbitan (Siar dalam Sen Hiin 2001: 69). Tercatat
Kompas telah memasuki sedikitnya enam jenis usaha yandpelar (pers,

penerbitan buku, percetakan, pasar swalayan, lmamktambak udang). Khusus
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bagi usaha pers, media yang telah berhasil dikegkaan adalah:Intisari
(majalah bulanan)Bola (majalah olahraga mingguan)akarta-Jakarta(majalah
berita mingguan) Bobo (majalah bulanan anak-analjiai majalah mingguan
remaja) Senang(majalah hiburan) Nova (majalah wanitg) Monitor (tabloid

mingguan). (Mallarangeng, 2010: 58)

Jika melihat ekspansi besar-besaran yang dilakukampas untuk
memperluas cakupan bisnisnya tersebut, maka tadt dipungiriKompastelah
mengambil masa monopoli dalam percetakan dan pésmerMenurut Litman,

When discussing the newspaper industry, the term monopoly is used to describe
situations in which there is only one paper published in the market or in which joint
monopolies exist. The term competition is often incorrectly applied to situations in
which more than one paper exist, because situations in which two papers exist are
not competitive in the economic sense but are more correctly labeled duopolies. In
situations in which two or more papers exist, the papers often exhibit
characteristics of oligopoly and monopolistic competition rather than competition in
the economic sense. (Owers dkk, 1988: 114)

Kompas telah menjadi konglomerat informasi. Hampir sefurbidang
kategori informasi dikuasai dan dimilikiompasyang artinya arus informasi pun
tidak dapat lagi secara bebas dan netral namuh takngalami unsur-unsur

ekonomi dari perkembang#&ompassebagai sebuah industri.

ArgumentasiKompasatas perilaku ekspansif seperti ini diberikan oleh
Jakob Oetama (1987: 40):

Surplus modal yang terjadi untuk apa? Dibagi hamsuk karyawan
kiranya tidaklah bijaksana. Jika setelah reinvesmaasih ada sisanya,
surplus itu sesuai dengan prinsip hal milik bergingpsial, perlu dibuat
produktif. Membuat produktif modal sesuai dengamgp hak milik
berfungsi sosial adalah menanamkan modal tersetarndusaha-usaha.

Faktor lain yang melatarbelakangi perilaku eksgdameperti itu tidak
hanya bersifat ekonomi tapi juga politik (Mallarang, 2010: 59). “Kita tidak
punya kepastian hukum. Kita sangat labil dari gegitik, kata P. Swantoro,

Wakil Pimpinan UmunkKompas
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Persoalan perluasan perusah&ampas baik dengan menerbitkan jenis
pers yang baru atau pun melakukan berbagai bisorgars, pertama-tama
haruslah dipahami sebagai dinamika inheren dalatersi kapitalisme — modal
senantiasa bersifat ekspansif. Bagaimanapun idetlasi yang mendasarinya,

Kompas tetaplah suatu industri yang melandaskduphiya pada sistem ini.

Banyak kritik dan peringatan telah dilontarkan olplengamat dan
intelektual terhadap perilakkompasyang ekspansif tersebut. Pada pokoknya
kritik tersebut ingin mengatakan bahWampastelah mengaburkan batas antara
idealism dan komersialisme. Kepentingan-kepentingekonomi Kompastelah
demikian besar sehingga sangat rentan terhadapséng pemerintah di satu
pihak, dan di pihak lain akan membuatnya senantiasajaga hubungan baik
dengan pemerintah; padahal sebagai lembaga ipenspasharus menjaga jarak

agar dapat terus mengawasi dan mengkritik peméri(itallarangeng, 2010: 60)
Jakob Oetama (Prisma, No. 6, 1988):

...dalam perekonomian ada otodinamikanya sendiri y@ieg membawa
kita hanyut. Bisa juga membuat kita melakukan kampryang agak
terlalu jauh..

...bisnis apa pun punya tali temali dengan birokraanpa sadar kita bisa
melakukan kompromi demi bisnis.

[karena itu]...kita harus sadar, ...kita bersedia urdiikgatkan...namun
yang penting bagaimana kita sanggup membangun kmmitlan visi kita.
...itulah... jatidiri kita.

Agenda reformasi yang menyebar ke seluruh masylakakas menengah
berpendidikan di tahun-tahun menjelang mundurnyah8do pada Mei 1998
secara tegas memasukkan tuntutan akan kebebasanygeg lebih besar.
Wartawan, bagian dari profesional kelas menenga&myokong aspirasi tersebut.
Namun lebih dari itu, di pasar baru yang kompetiibran-koran harus tetap
relevan bagi pembaca kelas menengah yang semakipeamerintah. Dalam
dekade dimana televisi komersial merupakan benitukréin terbesar dan internet
tampak sebagai benteng pertukaran informasi yarzpdyepers memerlukan
setidaknya munculnya kebebasan dari pemerintah gantpkin tidak popular

untuk memelihara statusnya sebagai penjual betdemair Wacana pers bebas
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tertanam dalam ekonomi politik Orba di masa aklarngetelah memotong
hubungan kepartaian dengan pers, membangkitkanid«argasi pers, membuka
bangsa dengan teknologi satelit dan komunikasitaljgOrba mungkin, tanpa
disadari, meninggalkan ideologi yang jauh lebihtkaerakar atas Pilar ke Empat
dan para martir Indonesia yang pertama bagi kebel@ers. (Sen dan Hill, 2001:
84)

Harian umumKompasmenurut Solomon (Sen danHill, 2001: 69), secara
teratur menerima bagian yang lebih besar (lebihsgrerempat) dari pendapatan
iklan harian umum nasional. Pada tahun 1997, ketdmpi memiliki 9 harian
umum, 5 tabloid, dan 14 majalah. Kompas-Gramediaumgkkan keinginannya
untuk terus beroperasi di bawah sejumlah hambatdmadap isi berita yang
ditetapkan oleh pemerintah Orba, sambil mengaméunkungan penuh atas
kebijaksanaan pemerintah mendukung perusahaan $egalirpertengahan 1970-
an. Kekuatan ekonominya, yang berkembang di eraa,Oiddah diatur untuk

bertahan terhadap rezim politik tersebut.

Harian umum pagkompasadalah harian paling prestisius dan paling laku
di Indonesia (lebih dari setengah juta kopitergetiap hari pada 1995), dan juga
harian umum ‘berkualitas terbesar di Asia Tenggé®an dan Hill, 2001: 68)
Perbaikan mutu informadlompasdiungkapkan oleh R. Fadjri (1988) (dalam
Mallarangeng, 2010: 56) yang menemukan bahwa tinkgedibilitas informasi
yang disajikan oleiKompascukup tinggi di kalangan mahasiswa Fisipol UGM.
Kredibilitas yang baik di kalangan mahasiswa imgat penting untuk melihat
persepsi pembaca, sebab mahasiswa masuk ke ddetmsatu golongan sosial
(yaitu golongan berpendidikan menengah ke atasy yaenjadi sasaran utama
harianKompas

Herb Feith (Mallarangeng, 2010: 57) bahkan mengeatdlahwakompas
bersama majalahTempo, adalah media yang tetap paling penting yang
mengartikulasikan kepentingan-kepentingan pembardanindonesia Ifside
Indonesia, April 1989).
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4.2 TKI, Kekerasan dan Perekonomian Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia yang berkisar 200 rima jmemberikan
tempat keempat sebagai negara dengan populassaertiedunia setelah China,
India, dan Amerika Serikat. Populasi yang besaintims pada kebutuhan tempat
tinggal dan tentunya kebutuhan ekonomi. Sayangayalah tersebut didominasi
oleh masyarakat ekonomi rendah yang tidak memgpéadidikan dan keahlian.
Dapat dibayangkan dengan jumlah anggota keluargg Yyesar dan himpitan
harga yang tinggi serta keahlian yang minim, akamaesak setiap warga negara
Indonesia memutar otaknya mencari jalan keluar kumhemenuhi kebutuhan

ekonomi keluarganya.

Ketidaktersediaan lapangan pekerjaan yang memadanegaranya
sendirilah yang membawa warga negara Indonesiariknekegara lain sebagai
tempat mereka mengais rezeki. Dengan keahlian yamgm dan pendidikan
rendah, sebagian besar dari Tenaga Kerja Indon@¥4) tersebut mencari
pekerjaan di bidang domestik atau menjadi Pekemandéh Tangga (PRT).
Kebutuhan negara-negara tetangga atas sumber dagasia seakan gayung
bersambut dengan kebutuhan lahan pekerjaan yang Saiegian besar TKI
memilih negara dengan basis Islam sebagai temgatntumereka seperti
Malaysia dan Arab Saudi. Data d€&empasmenunjukkan jumlah yang signifikan
atas kedua negara, per tahun 2010 jumlah TKI keays&g berjumlah 116.056
sementara ke Arab Saudi sebesar 228.890. Jumleddda negara tersebut lebih
besar dibandingkan dengan negara tujuan lainnyartsepaiwan, Singapura,
Hongkong, Korea, UEA, Qatar dan Oman (28/6/2011).

TKI yang berangkat ke luar negeri sebagai PRT rdidasi oleh kaum
perempuan yang merasa memiliki keterampilan dalasngmrus pekerjaan
rumah, apalagi mereka tidak memiliki pendidikan gyacukup untuk mencari
pekerjaan lain. Alasan ekonomi yang paling kuat améhsi kepergian
perempuan-perempuan ini menjadi TKI. Mereka ingiambantu suami-suami
mereka untuk mencari nafkah. Mereka ingin menydkaa anak-anak mereka
yang terhambat biaya pendidikan yang serba mahaleld memiliki mimpi dan

cita-cita yang besar terhadap kesejahteraan hidengka dan keluarga mereka
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setelah bekerja menjadi TKI. Meski taruhannya ddgdah dari anak-anak dan
keluarga yang mereka cintai.

Fenomena TKI dan ketangguhan perempuan-perempuimésia untuk
merantau di negara lain demi gaji yang berkisarjut#® hingga dua juta perbulan
ini ternyata tidak hanya berpotensi meningkatkasejahteraan keluarga mereka
sendiri di kampong, namun turut pula memberikanpaas positif bagi
perekonomian nasional Indonesia karena devisa génagilkan oleh para TKI ini
menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negardahgan yang besar atas
devisa negara tersebutlah yang kemudian melekaikénsebagai pahlawan

devisa negara.

Sayangnya, meskipun TKI merupakan pahlawan dexggara, nasib para
TKI di luar negeri jauh dari kata aman apalagi Isigea. Permasalahan yang
timbul dari para TKI ini menyangkut masalah kekaragyang mereka alami
ketika mereka bekerja di luar negeri. Harian Umkompasdalam artikelnya
‘Perlindungan Harus Optimal’ (21/6/2011), menyafjikaekitar 19.023 TKI
mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepliak4l TKI mengalami
sakit akibat kerja, 3.835 TKI mengalami penganiaya2.548 TKI tidak
dibayarkan gajinya, 2.500 TKI mengalami pelecelekssal oleh majikannya dan

banyak lagi permasalahan lainnya yang dialami p&ia

Ironisnya, meski sebagian besar dari TKI mengal&ekerasan dan
penganiayaan selama bekerja di luar negeri, metetep mau kembali lagi
menjadi TKI karena iming-iming uang yang dapat rkarelapatkan setelah
mereka bekerja. Padahal jika dibandingkan uang yaegeka dapatkan dengan
kerusakan fisik dan psikologi yang mereka alamielabt mendapatkan

penganiayaan tidaklah sebanding.

4.2.1 Kasus “Hukum Pancung TKI Ruyati”

Ruyati binti Satubino yang berusia 54 tahun meatk@m hukuman
pancung pada tanggal 18 Juni 2011 setelah pengasii&njatuhinya eksekusi
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mati karena dia telah membunuh majikannya. KasusafRmenjadi berita yang
besar karena eksekusinya tidak diketahui oleh petabrdalam hal ini Kemenlu
dan tanpa pendampingan dari keluarganya. KasustiJuga menjadi tamparan
bagi Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambanghéyono, karena tepat
empat hari sebelumnya Presiden SBY justru berpida¢ngenai perlindungan
buruh migrant dalam Konferensi ke-100 Perburuhaterfasional ILO di

Genewa, Swiss.

Ruyati sendiri mengakui atas pembunuhan yang whi@hnya. Ruyati
menyatakan, pembunuhan tersebut dilakukan karemaudiah tidak tahan lagi
atas siksaan yang kerap dideritanya dari majikanBgaita hukuman pancung
terhadap Ruyati menggebrak tanah air, karena kemshbuka persoalan yang
tidak pernah mendapat perhatian dan solusi dariegatah selama ini. Ruyati
hanya satu dari banyak TKI yang mengalami hukunRaryati juga hanya satu
dari ribuan TKI yang mengalami kekerasan dari naagikya saat bekerja. Padahal,
perlindungan terhadap segenap warga negara meruptaggung jawab
pemerintah dan negara. Apalagi perlindungan kep@la yang jelas-jelas

menjadi penyumbang devisa yang besar bagi perekanamegara.

Pemberitaan Ruyati baru diangkat ke permukaan paciggal 20 Juni
2011 hingga 1 Juli 2011. Ruyati menjadi perhatiagdiam dan masyarakat dan
mendapat porsi perbincangan yang besar karena Wsyati ini tidak hanya
menjadi permasalahan besar kurangnya komunikasemetath dengan pihak-
pihak yang terkait dengan urusan TKI, namun juganperlihatkan bahwa ada
ketidakberdayaan pemerintah dalam melindungi wamaRadahal ada banyak
cara untuk memberikan usaha perlindungan, sekalidengan diplomasi

maksimal langsung ke Arab Saudi untuk menjalin pakatan bersama.

Ruyati menjadi gambaran yang menyedihkan akan npseilempuan
Indonesia yang berangkat menuju kematiannya hantggk tnemenuhi kebutuhan
keluarganya. Perempuan-perempuan Indonesia keraadndorban dari sistem
pasar dan perlakuan yang tidak adil dari hukum.itdgd perempuan-perempuan
sebagai TKI tidak begitu saja, mereka dicari hinggalesa oleh agen-agen yang
akan mendapatkan bonus per tiap kepala. Merekandjirmingi uang yang besar
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dan kesejahteraan yang baik. Dalam proses merekajmaimah penampungan,
perempuan-perempuan Indonesia ini di minta membagag. Setelah mereka
sampai di negara tujuan, mereka juga dimintai uamgbali oleh agen di sana.
Begitu pula setelah mereka pulang kembali ke tamahmereka kembali dimintai
uang oleh petugas-petugas imigrasi dan lain-laimgBtan-pungutan liar atas TKI
ini tidak terpantau namun terjadi. Meskipun begiketegaran perempuan-

perempuan ini tetap membawa mereka bekerja seb&gai

Ruyati tercatat telah berangkat tiga kali sebad€éi Ruyati sebelumnya
pernah berangkat ke Arab Saudi pada kurun wakt8-2893 dan 2004-2008.
Ketika itu, dengan bekerja sebagai pekerja rumagjga, Ruyati berhasil menjadi
tulang punggung perekonomian keluarga. Dia berhashyekolahkan anak-
anaknya dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomargeinya. Meskipun
Ruyati sendiri belum memenuhi kebutuhannya senBirlu tiga hingga empat
kali pulang-pergi menjadi TKI untuk dapat memenkéibutuhan pribadi TKI itu

sendiri.

Kasus Ruyati menjadi mengemuka karena Ruyati meagkan elemen
bangsa untuk mendesak pemerintah melakukan manatquengiriman TKI ke
Malaysia dan Arab Saudi, dua negara yang dianggapiliki permasalahan TKI
yang besar. Ruyati juga telah menyelamatkan Dar3&hlainnya yang berasal
dari Jawa Timur yang juga terancam hukuman matib#@tkkasus Ruyati, Darsem
mendapat perhatian dan terbebas dari hukuman magjach tebusan sebesar 4,7
Miliar yang dikeluarkan pemerintah Jawa Timur dammbangan masyarakat

lainnya.

Ruyati menjadi marcusuar diantara kerumitan ddi&kteraturan proses
pengiriman TKI, penempatan TKI hingga perlindungBitl. Ruyati dan TKI
lainnya adalah perwakilan wajah Indonesia, penaakivajah bangsa. Mereka
adalah haga diri bangsa yang harus diselamatkan ddamdungi. Sehingga
semestinya pemerintah selaku pemangku kekuasaam-benar bertindak tegas

dan maksimal dalam melindungi warga negaranya,asui TKI.
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4.2.2 Miliaran pertahun yang disumbangkan TKI

Persoalan TKI yang membelitnya memang bukan taepatkngan yang
masuk ke kantong negara. Berdasarkan informasi Kietlua Pergantian Antar
Waktu (PAW) Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Adutra Tahir, TKI
merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setédg@s sebesar US$ 6,617
miliar pada tahun 2009 melalui pengiriman remitakesi Indonesia. Jumlah
sebesar itu semestinya menempatkan TKI di posisiotmat yang menjadi
prioritas untuk dilindungi dari segala kemungkinanburuk yang akan mereka

alami.

Menurut data yang ada lompas(21/6/2011), Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi memperoleh penerimaan negara lpd#ak rata-rata Rp. 750
miliar per tahun, di mana senilai 500 miliar betadai dana perlindungan TKI.
Oleh sebab itu pemerintah seharusnya melakukanngenigan yang optimal
terhadap TKI yang sedang tersangkut masalah huktaopan mengalami
kekerasan dari majikan mereka di tempat merekarjaek®lenteri Keuangan
Agus Darmawan Wintarto Martowardojo menyatakarghdkrsedia dana Rp. 95

miliar untuk melindungi tenaga kerja Indonesiaudirinegeri (23/6/2011).

Jumlah dana perlindungan yang dikeluarkan oleh petab wajar adanya
mengingat jumlah penambahan pendapatan negaraumdkitisa yang telah
diberikan TKI juga tidak kecil jumlahnya. Apalagemgan dana perlindungan
yang memang sudah dianggarkan tersebut, tidak hakga memberikan rasa
aman dan perlindungan kepada TKI namun juga damatingkatkan produksi

kerja TKI sehingga justru akan menambah pundi-piadibali ke kas negara.

Pemerintah sendiri sebenarnya juga mengalami h@mungimbiosis
mutualisme dengan keberadaan TKI yang bekerjaatinegeri. Terutama untuk
sektor domestik yang jumlahnya mendominasi. Apafsgnerintah juga belum
mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang mencularpimemadai untuk
menampung sumber daya manusia berusia produktif dak sedikit. Ditambah

pula dengan kurangnya pemberian pendidikan keatdam loka karya bagi
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penduduk produktif sehingga mereka tidak hanya tdbpegantung pada sektor

domestik melulu.

Peningkatan mutu dan kualitas manusia Indonesieesigmga menjadi
tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana negaramemutar keuntungan
negara untuk dikembalikan sebesar-besarnya kemadakmuran rakyatnya. Jika
setiap keuntungan yang diberikan TKI dipergunakamerintah untuk modal
membuka lapangan pekerjaan dan mendukung usah& rkeciengah serta
menyuntik modal bagi wirausaha muda baru, perekomontidak mesti
bergantung pada devisa yang diberikan oleh TKI.irfggfa pada akhirnya

pengiriman TKI dapat diminimalisir atau bahkan ditiean selamanya.

Lapangan pekerjaan dengan upah yang layak masiljadiguersoalan
yang belum bisa dipecahkan pemerintah. Masalabarihadapan dengan naluri
dasar sektor swasta yang masih bergumul pada kegaruyang besar dan
pengeluaran perusahaan yang seminim mungkin. Memtagangan pekerjaan
baru dan menggerakkan kewirausahaan tidak hanyguremgi resiko terjadinya
tindakan pelanggaran hukum dan kekerasan terhadepawnegara Indonesia
yang bekerja di luar negeri, namun juga memberdayakasyarakat dan
mengembangkan kemampuan serta kualitas pribadikdbhidupan masyarakat

sehingga menjadi masyarakat yang mandiri dan kreati

4.3 Berita Kasus “Hukum Pancung TKI Ruyati” di Kompas

Pemberitaan mengenai kasus hukuman pancung TKI tRuywsng
dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi pada tanggaluni 2011 tidak terlalu
banyak. Dari pencarian berita yang dilakukan penwdelama penelitian,
didapatkan sekitar 22 berithard news)dan 16 artikel foft new} yang terkait
dengan kasus eksekusi mati Ruyati selama perioda pemberitaan TKI Ruyati,
yang dimulai pada tanggal 20 Juni 2011 hingga peitalb@nya mulai hilang pada
tanggal 1 Juli 2011.
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Pemilihan kasus TKI Ruyati ini dikarenakan eksekuskum pancung
yang dilakukan pemerintah Arab Saudi kepada Ruyatpir tidak terdeteksi
oleh pemerintah Indonesia. Kasus ini juga menjadimen penting pada tahun
2011 karena setelah hukum pancung Ruyati, pemeritidesak mengeluarkan
kebijakan moratorium TKI ke Arab Saudi dan Malaysselain itu juga karena
besarnya kasus Ruyati, maka dibentuklah Satgasafsaugas) khusus yang
menangani permasalahan TKI yang diketuai oleh Hueypbjemat. Oleh sebab
faktor-faktor itulah, pemilihan kasus TKI Ruyatituk melihat bagaimana suara
politisi perempuan memperjuangkan kepentingan pewem yang mereka wakili,
dipilih oleh penulis.

Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskanapteks beritahard
news) saja. Dari jJumlah 22 beritard newsyang terdapat di H&Kompas penulis
menemukan tiga berita yang memuat suara politiseppuan. Ketiga berita
tersebut terkait dengan kasus TKI Ruyati. Ketigatdeénilah yang akan dianalisis
oleh penulis untuk melihat bingkai yang terdapaddiamnya, dan bagaimana
politisi perempuan digambarkan dalam bingkai peintden tersebut.

Berikut di bawah ini adalah daftar ketiga beritangaerisi suara politisi

perempuan:
NO Judul Teks Berita Halaman i d_?:rk')l'i?nggal
1 Pemerintah Tak Dapat Hindari 1 Senin, 20 Juni 2011
Hukuman Mati
2 23 TKI Terancam Mati 17 Senin, 20 Juni 2011
3 Perlu Jeda Penempatan TKI 15 Rabu, 22 Juni 2011

Tabel 4.3 Judul Teks Berita yang Memuat Suara Polisi Perempuan
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4.4 AnalisisFraming Robert N. Entman Berita Kasus “Hukum Pancung TKI

Ruyati”

Penelitian yang dilakukan penulis hanya berfokuslapguara politisi
perempuan di dalam pemberitaan kasus ‘Hukum Pang#igRruyati’. Hal ini
dikarenakan penulis berorientasi ingin mengetaleterkvakilan suara politisi
perempuan setelah mereka berada di parlemen, apakap vokal ataukah justru

melemabh.

Suara politisi perempuan tidak hanya memperlihatkgaya-upaya
perempuan sebagai politisi menyuarakan aspirastrkemman kaum perempuan
dengan segala permasalahan mereka, namun jugardapgdi tolak ukur untuk
menilai seberapa jauh kepedulian dan kesamaamtajoizra politisi perempuan
dan kaum perempuan dalam mencapai cita-cita kesetatan keadilan di dalam
kehidupan perekonomian dan hukum.

Sebagai perwakilan dari kaum perempuan Indonesigurtya politisi
perempuan yang telah duduk di kursi strategis sel@gmangku kebijakan, telah
melalui proses panjang hingga tiga kali seleksitdPea, seleksi oleh diri sendiri,
kemudian seleksi oleh partai politik dan teraklaleksi oleh masyarakat sebagai
pemilih. Proses ini seharusnya mampu memberikan bpkgaran dan
meningkatkan mutu serta kualitas politisi perempuatuk menatap ke masa
depan dan mengambil bagian dari tugas sebagai pasm demi
memperjuangkan hak-hak dan kepentingan penyelesgiarsoalan bagi

permasalahan kaum perempuan.

Pencarian solusi yang matang atas persoalan yaadadi sekitar kaum
perempuan menjadi oase harapan dari kaum peremige@ada para politisi
perempuan yang mewakili mereka berada di DPR RIlitif?operempuan
memiliki keleluasaan dan pengaruh yang dapat ikuengarahkan dan
menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum yang lekdmah perempuan dan
mendukung pembaruan sistem yang tidak lagi biagdegedan mengandung

ketidakadilan terhadap perempuan Indonesia.

Suara perempuan..., Putria Perdana, FISIPUI, 201#niversitas Indonesia



87

Pada pemberitaan yang berjumlah 22 berita, pem#isemukan ada dua
politisi perempuan yang muncul di dalam pemberitiakait kasus TKI Ruyati.
Hal ini sangat ironis dikarenakan, berita lainnystiju didominasi oleh suara laki-
laki. Kedua politisi peremuan tersebut berada pagta berita, sehingga penulis
akan melakukan analisis framing terhadap ketigatebemtuk melihat apakah
terdapat framing tertentu dalam penulisan pemlzgritaleh Kompas Analisis

framing yang digunakan adalah Robert N. Entman.

4.4.1 Teks Berita 1: Pemerintah Tak Dapat Hindari Hikuman

Harian UmumKompas menurunkan laporan mengenai TKI Ruyati ini
pertama kali pada tanggal 20 Juni 2011. Berita derngdul “Pemerintah Tak
Dapat Hindari Hukuman” ditempatkan di halaman 1 mardengan kolom yang

tidak cukup besar.

Problem | dentification

Harian Umum Kompas mengidentifikasi berita pertdema dengan
informasi kematian seorang warga negara Indonesig Yekerja sebagai TKiI,
Ruyati binti Satubino, yang telah dieksekusi maidg tanggal 18 Juni 2011.
Ruyati diberi hukuman pancung karena membunuh rmajika, Khoiriyah Omar
Moh Omar Hilwani, di Mekkah pada 12 Januari 201@lsk bertengkar karena
keinginannya untuk pulang tidak dikabulkan olehikaag.

Kompas memperlihatkan posisinya yang menuding pemeringtagai
pihak yang paling bertanggung jawab atas eksekuwsi Ruyati yang tanpa
diketahui sebelumnya dan tanpa adanya pendampirtgahn.ini terlihat dari
kalimat-kalimat yang dimulaompasdalam berita ini yang langsung mengambil
kesimpulan dan memberikan tuduhan kepada pihak neaie sebagai lembaga

negara yang berfungsi mengurus negara dan rakyatnya

Meskipun Kompas melakukan penyerangan kasus TKI Ruyati atas

kesalahan pemerintah, namun pemilihan kata yanggafsomasih terlihat dengan
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ada unsur netralitas seperti kalimat “tidak dapanghindari” dan bukan “tidak
mampu menghindari”, sehingga seakan-akan peristkgekusi mati TKI Ruyati

tersebut adalah ketidaksengajaan yang tak tertkadadeh pemerintah.

Namun, meskiKkompasmemulainya dengan dugaan yang tidak terlalu
menyudutkan,Kompas masih menghubungkan peristiwva eksekusi mati TKI
Ruyati yang tak diduga tersebut, dengan pidato idRres Susilo Bambang
Yudhoyono mengenai perlindungan terhadap buruh anigrdi Konferensi

Perburuhan Internasional di Genewa, Swiss.

Jatuhnya hukuman mati yang mengejutkan itu hanyselang empat hari
setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpiatonferensi Ke-

100 Perburuhan Internasional Organisasi Buruh niatgonal (ILO) di

Genewa, Swiss. (20/6/2011)

Causal I nterpretation

Dalam pemberitaaiKompasini, pemerintah diposisikan sebagai pelaku
(aktor), sebagai penyebab masalah. Pada beriteetak dan awal masalah bukan
pada TKI Ruyati yang melakukan pembunuhan, melaindada pemerintah yang
tidak dapat mencegah eksekusi mati terhadap Rugatina kurang koordinasi.
Hal ini dipertajam dengan pernyataan dari Anggd®&rOR|l Rieke Diah Pitaloka,

Peristiwa ini semakin membuka kelemahan koordimasinal pemerintah
dan dan diplomasi internasional.

Penempatan pemerintah sebagai penyebab masalalakitatlgan berita
ini secara keseluruhan mendelegitimasi pemeringalitama Kementerian Luar
Negeri (Kemenlu) karena kecolongan berita ekseRusyati ini. Keteledoran
Kemenlu tersebut tertuang dalam kalimat MenterilNegeri Marty Natalegawa

di bawah ini,

“Kami sangat terkejut begitu mendengar eksekuahtdilakukan”
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Pemerintah sebagai penyebab masalah, yang diangdak dapat
melindungi Ruyati dari hukuman mati, diperkuat dmmgmenghubungkan
terjadinya peristiwa eksekusi mati Ruyati tersetheimgan pidato Presiden SBY
dalam Konferensi Perburuhan Internasional yangbdisbanya berselang empat
hari. Tudingan terhadap pemerintah sebagai aktand&rame berita ini juga
didukung oleh pernyataan aktivis buruh. Anis Hidagabagai Direktur Eksekutif
Migrant Care yang menyatakan pada paragraf awhily#da@ksekusi mati Ruyati,

menunjukkan pidato Presiden belum sesuai realitas.

Meskipun demikianKompastetap menyertakan konfirmasi dari pihak
pemerintah. Seperti misalnya pernyataan Jumhurydidgang meminta publik
tidak mengaitkan kematian Ruyati dengan dengan t@idaresiden dalam

Konferensi Perburuhan Internasional.

“Itu urusan pidana, bukan perselisihan buruh.”

Moral Evaluation

Berita pertama mengenai kasus eksekuti mati TKja®uni memberikan
penilaian bahwa Ruyati hanya sebagai orang bawaid#@h) yang melakukan
pembunuhan kepada majikannya karena dorongan amakibat tidak

diperbolehkan pulang oleh majikannya di Arab Saudi.

Melalui kisah yang diceritakan anak Ruyati, Eemadihi, Ruyati mendapat
framesebagai orang tertindas karena hak pembayaraiRggfiti sebagai Pekerja
Rumah Tangga belum dilunasi oleh majikannya.

Tanggal 31 Desember 2010 ibunya menghubungi lesiegppan mengeluh,
setelah bekerja setahun empat bulan, ia baru matidapsembilan bulan
gaji. Tujuh bulan gajinya belum dibayar. SetiapaouRuyati menerima
gaji 800 real (Rp. 1.829.235).

Selain gaji yang belum dibayarkan oleh majikanmayati juga ternyata
pernah mendapatkan tindakan kekerasan sebagai lkatika bekerja pada

majikannya yang akhirnya dia bunuh tersebut.
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Ibunya juga pernah bercerita, kakinya patah kadésh@ong dan jatuh dari
lantai dua oleh majikan perempuan.

Kompasmenuturkan cerita kisah sedih ini diakhir paragiafam teks
beritanya, seakan ingin menarik kesimpulan penyelasdu faktor yang
mendorong Ruyati melakukan pembunuhan kepada majykadi Arab Saudi.
Sehingga pembaca dapat melihat adanya ketidakadia Ruyati selama ia

bekerja sebagai PRT.

Treatment Recomendation
Pada berita iniKompas memberikan rekomendasi penyelesaian kasus
eksekusi mati TKI Ruyati yang didakwa membunuh kaajnya, dengan

mengajukan nota protes secara resmi terhadap peateArab Saudi.

Apalagi, eksekusi yang diterima Ruyati ternyataakiddiberitahukan
sebelumnya kepada perwakilan Pemerintah Indondsiarab Saudi sehingga

berita eksekusi Ruyati menjadi sangat mengejutkan.
Hal ini terlihat dalam teks berita seperti berikut,

Marty menyatakan, Pemerintah Indonesia memproteskaikuman mati
terhadap Ruyati yang dilakukan tanpa terlebih dolemberitahukan
secara resmi kepada Perwakilan RI di Arab Saudi.

Pengajuan nota protes umum dilakukan oleh penagérisuatu negara
kepada pemerintah negara lainnya sebagai kebeaattarsuatu keputusan hukum
maupun kebijakan yang dianggap melanggar atauplak sesuai dengan aturan

internasional.
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(Kompas20/6/2011) hal 1

Define Problems Ruyati dihukum mati

(Pendefinisian masalah)

Diagnose causes Pemerintah kurang koordinasi.
(Memperkirakan masalah atau sumb@&erutama Kementerian Luar Negeri
masalah yang kecolongan eksekusi.

Make moral judgement Ruyati hanya dipandang sebagai orang
(Membuat keputusan moral) bawah

Treatment Recommendation Pemerintah Indonesia mengajukan nota
(Menekankan penyelesaian) protes kepada Pemerintah Arab Saudi

Tabel 4.4.1 Framing Teks Berita 1: ‘Pemerintah TakDapat Hindari Hukuman’

4.4.2 Teks berita 2: 23 TKI Terancam Mati

Pada tanggal yang sama, 20 Juni 2011 pada halEm@konomi) muncul
berita kedua mengenai tragedi ancaman mati atd¥Radi luar negeri. Berita ini
menjadi satu kesatuan dengan kasus kematian Rlgedha ancaman mati
terhadap 23 TKI terungkap setelah adanya beritekeiss mati atas Ruyati di
Arab Saudi.

Problem I dentification

Berita berjudul '23 TKI Terancam Mati’ seakan memngunkan pembaca
bahwa masih ada banyak lagi ancaman hukuman miagidap TKI yang bekerja
sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi, sélakuman mati terhadap
Ruyati. Frame persoalan yang muncul dalam berita ini adalan mada banyak
ancaman hukuman mati atas warga negara Indonasigdayang bekerja sebagai
TKI di Arab Saudi sebanyak 23 orang.

Salah satu TKI yang menunggu eksekusi hukuman attiah Darsem
binti Daud Tawar, TKI asal kabupaten Subang, JaawiB Kompasmenyoroti

banyaknya ancaman hukuman mati kepada TKI di ArabdSkarena negara
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tersebut merupakan negara tujuan penempatan THKiledar kedua setelah
Malaysia. TKI di Arab Saudi berjumlah 1,5 juta agagang sebagian besar

pekerja rumah tangga.

Masih banyaknya antrian TKI yang akan mendapat maocahukuman
mati ini menunjukkan masih banyaknya permasalalegutar TKI yang belum

mendapatkan porsi perhatian yang cukup untuk mesaelusi yang maksimal.

Causal I nterpretation

Berita ini melihat penyebab masalah adalah penadringang tidak
maksimal dalam menyelesaikan kasus hukuman atasda¢h pemerintah yang
lebih memilih upaya pembayaran ganti rugiyét) daripada mengupayakan
secara maksimal diplomasi dan advokasi litigasi pleradilan dalam

menyelesaikan kasus ancaman hukuman dinilai salah.

Padahal, menuruKompas, pemerintah dapat menghindatkan hukuman
mati terhadap TKI dengan langkah politik seperthng/gpernah dilakukan oleh
Presiden Abdurrahman Wahid. Bahkalompas melalui Sekretaris Jenderal
Indonesia Employment Agency Association, DjamalzAznenuding tidak ada
upaya perbaikan atas masalah hukuman mati ternBidapApalagi, pada tahun
1993 terjadi juga hukuman mati terhadap TKI asalavg, Jawa Tengah yang

bernama Suli Kahanan Kadiran.

“Dengan kasus yang menimpa Ruyati, jelas diplomBsmerintah
Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi tidak adangkatan dari tahun
1993.”

Sementara ini, pemerintah lebih fokus pada pengleskasus dengan
diyat (uang darah), uang yang dibayarkana kepada kelkampan sebagai ganti
darah atas terbunuhnya anggota keluakganpasmencontohkan dalam kasus
Darsem yang terbukti membunuh pengguna jasanya [aesember 2007,

dimaafkan oleh ahli waris korban dengan udiygit Rp. 4,7 miliar.
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Moral Evaluation

Framepemerintah sebagai penyebab masalah karena komakgjmalnya
langkah politik yang dilakukan untuk menyelesaik@mmasalahan hukum TKI di
Arab Saudi menempatkan penilaian moral atas TKlagab korban dari

kurangnya upaya perlindungan pemerintah.

Analis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo menariangkah tegas

dari pemerintah. Hal ini terlihat dalam kalimat egpdi bawah ini.

“Kami menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyonoeuopot pejabat
yang bertanggung jawab atas kelalaian melindundi"TK

Dalam berita ini, Pemerintah digambarkan seakaaktiderusaha keras
melakukan diplomasi tingkat tinggi untuk menghirdar TKI dari ancaman
ukuman mati. Padahal, TKI di Arab Saudi yang sedrabesar adalah perempuan
mengirim devisa sedikitnya 7,1 miliar dollar As @tRp. 61 triliun per tahun
2010.

Kompasmenilai jumlah pemasukan terhadap kas negara terrydak
diikuti dengan upaya maksimal pemerintah untuk Reétan perlindungan

terhadap pahlawan devisa tersebut.

Treatment Recommendation

Berita ini menganjurkan pemerintah untuk melakukangkah politik
yang maksimal. Pemerintah juga diharapkan mempijanjian perlindungan
TKI dengan negara tujuan penempat&mmpas mencontohkan keberhasilan
Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 mengéfam salah satu pekerja
rumah tangga, Siti Zaenah, yang akhirnya terhimdar hukuman mati melalui

perjuangan politik.

Menurut Kompas, melalui langkah politik, pemerintah tidak perlu

mengeluarkan biaya khusus untdiat demi menyelamatkan nyawa TKI yang
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terancam hukuman mati. Apalagi, menurut Rieke Mahloka, Anggota Komisi
IX DPR RI, dalam kasus hukuman mati, pemerintanbASaudi pasti mengirim
pemberitahuan kepada Perusahaan Jasa TKI (PJTiKd)a@a di negara tersebut.
Bahkan,Kompasmemaparkan, beberapa TKI di Arab Saudi (termasuk) ykan
menjalani hukuman) akhirnya terbebas karena PJHEf$ama pemerintah dan
lembaga swadaya masyarakat mendekati KerajaanJaabi.

Upaya pencegahan dengan langkah politik dinilaihlebpat digunakan
dalam permasalahan hukuman terhadap TKI iKompas melalui Rieke
mendorong pemerintah melakukannya seperti yangiategt dalam kalimat
berikut,

“Kami menunggu langkah politik Presiden”

(Kompas20/6/2011) hal 17

Define Problems Masih banyak TKI yang terancam
(Pendefinisian masalah) hukuman mati
Diagnose causes Upaya diplomasi pemerintah untuk

(Memperkirakan masalah atau sumberelindungi TKI tidak ada peningkatarn
masalah

Make moral judgement TKI menjadi korban kurangnya
(Membuat keputusan moral) perlindungan karena pemerintah lalai

Treatment Recommendation Presiden harus melakukan langkah
(Menekankan penyelesaian) politik, pemerintah harus memiliki

perjanjian perlindungan TKI

Tabel 4.4.2 Framing Teks Berita 2: '23 TKI TerancamMati’

4.4.3 Teks Berita 3: Perlu Jeda Penempatan TKI

Teks berita ketiga yang akan dianalisis adalafitebdengan judul ‘Perlu
Jeda Penempatan TKI' yangpdblishpada tanggal 22 Juni 2011 dan ditempatkan
di halaman depaiKompas.Berita ini sebagai respon atas keresahan terjadinya
eksekusi hukuman mati terhadap TKI Ruyati dan mdmsihyaknya ancaman

hukuman mati atas 23 TKI lainnya di Arab Saudi.
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Problem | dentification

Identifikasi permasalahan dalam berita berjud@rlt® Jeda Penempatan
TKI' adalah dorongan dari Dewan Perwakilan RakyBPR) RI, lembaga
swadaya masyarakat yang membela hak buruh migeantAdosiasi Perusahaan
Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) terhadap pemerint@tuk memberlakukan
penghentian sementara pengiriman dan penempatakellkiar negeri.

Kompasmenekankan, penghentian sementara penempatan fikKarte
untuk pekerja rumah tangga dengan tujuan untuk resmmata rantai persoalan
yang ada selama ini terkait dengan TKI. Moratoriditujukan terutama kepada

negara-negara yang belum memiliki nota kesepahdmai)) perlindungan.

Desakan moratorium dalam berita ini terjadi kardmagulirnya kasus
eksekusi mati TKI Ruyati yang dipancung pada tahdd@aJuni 2011 karena
melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Beritzkeisi Ruyati menjadi
fenomenal karena pemerintah tak tahu menahu parscaldah dilakukannya

eksekusi tersebut.

Berita ini menjelaskan bahwa moratorium TKI melkgasalah satu dari
lima rekomendasi keputusan Rapat Paripurna DPRatdoum diharapkan akan
memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memigegersoalan TKI. Hal
ini sesuai seperti yang dinyatakan oleh Wakil KdlirR RI, Priyo Budi Santoso

seperti berikut ini,

“Kami minta pemerintah melakukan moratorium pemgan TKI ke
Timur Tengah yang belum memiliki mekanisme perlmgan hukum dan
perjanjian dengan Indonesia.”

Causal I nterpretation

Frame penyebab terjadinya desakan moratorium TKI adal&lbaa
kesemrawutan penempatan dan perlindungan TKI yamgdi selama ini.

Kompasmemaparkan jumlah TKI yang tidak sedikit di Malaydian Arab Saudi
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sebagai negara tujuan utama penempatan TKI. SeBgsguta TKI berada di
Malaysia dan 1,5 juta orang TKI bekerja di Arab @au

Kompas mengupas kesemrawutan penempatan dan perlindungan T
yang terjadi di Indonesia dengan memaparkan ddtaskperti yang dikatakan
oleh Sekertaris Jenderal Apjati Rusdi Basalamamdagungkapkan terdapat tiga
asosiasi pelaksana penempatan TKI swasta yang JHadwri yang lalu, telah
melaporkan kesemrawutan penempatan TKI kepadaderessusilo Bambang
Yudhoyono. Permasalahan pertama adanya TKI yangindike luar negeri

padahal belum adanya pernandatanganan perjanjian.

“Bagaimana mungkin calon TKI bisa berangkat sebetaemandatangani
perjanjian kerja dengan majikan”

Rudi juga mendukung moratorium TKI untuk memberikeesempatan
bagi pemerintah membenahi semua masalah dan kelagaihenempatkan TKI

namun dengan posisi tawar yang lebih tinggi.

Permasalahan kedua, menukdmpasadalah adanya agen-agen sponsor
yang mencari TKI hingga ke pedesaan untuk imbadampsi Rp 8 juta perorang,
dan hal ini belum serius diberantas oleh pemerintdemudian adanya
permasalahan perdagangan sertifikat kompetensa kasii tetapi palsu karena

calon TKI tidak sepenuhnya mengikuti program pkEatiminimum 200 jam.

Permasalahan-permasalahan tersebut pada akhinfgaordan Kompas
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi sehingga biagaempatan yang akan
dicicil TKI paling cepat dari gaji penuh tujuh bolabekerja pun akan
membengkak.

Moral Evaluation

Kesemrawutan persoalan penempatan dan perlindungefl
menempatkan frame penilaian moral ada pada TKI yang mengalami

ketertindasanKompasmelalui Eva Kusuma Sundari sebagai Wakil Ketua Tim
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Khusus Pemantau TKI memaparkan permasalahan TKilidur Tengah yang
harus segera diatasi oleh pemerintah.

“Gaji yang tak dibayarkan, pemutusan kerja, pelanehseksual,
pembunuhan, dan terlantarnya TKI di Arab Saudiyselgera diatasi”

TKI yang ditempatkan sebagai korban ketidakadiltas gerlakuan dari
majikan mereka di Arab Saudi digambarkan menjadorkpok marjinal yang
tidak dapat melakukan apa-apa karena sistem daak tiddanya MOU

perlindungan yang jelas bagi keselamatan nyawakaere

Treatment Recomendation

Pada berita ini, penyelesaian yang diusulkan &lempas adalah upaya
pemerintah untuk memperbaiki MOU dengan negarafmaegang menjadi tujuan
penempatan TKI, terutama negara-negara di Timugderyang belum memiliki
nota kesepahaman perlindungan.

MOU perlindungan TKI, menurutkompas menjadi syarat mutlak
penempatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8t t2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indodesiaar Negeri. Menurut
Analis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, masaraiorium dapat
dimanfaatkan untuk memperbaiki UU No. 39/ 2004dbut yang hanya memiliki
satu pasal tentang sanksi dan lebih berorientagisopenempatan.

Pemerintah, masih menurut Wahyu, dapat meratifikaavensi ILO 189
tentang Pekerja Domestik dan membahas Rancangaangitéhdang (RUU)
Pekerja Rumah Tangga (PRT) untuk memperkuat diggomeelindungi TKI
PRT. Kompasjuga memberikan rekomendasi pembentukan satgas(stugas)

khusus untuk menangani kasus TKI yang terancam mati
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(Kompas22/6/2011)

Define Problems DPR, organisasi nonpemerintah

(Pendefinisian masalah) pembela hak buruh migrant, Apjati
desak moratorium TKI

Diagnose causes Kesemrawutan penempatan dan

(Memperkirakan masalah atau sumbeerlindungan TKI

masalah

Make moral judgement TKI tertindas karena tidak dipenuhinya

(Membuat keputusan moral) hak mereka, adanya tindakan kekerasan

Treatment Recommendation Perbaikan MOU dengan negara tujuan

(Menekankan penyelesaian) penempatan, Pembentukan satgas
khusus penanganan TKI yang terangam
hukuman mati

Tabel 4.4.3 Framing Teks Berita 3: ‘Perlu Jeda Pemapatan TKI’

4.5 Temuan lain dalam Berita “Hukum Pancung TKI Ruyati”

Selain menemukan suara politisi perempuan, penuga menemukan
suara perempuan lainnya yang tidak berprofesi sgbaglitisi yang muncul
dalam pemberitaan kasus TKI Ruyati. Uniknya, peati@ari perempuan yang
bukan politisi mendapat porsi yang cukup besar dergernyataan yang dikutip
panjang.

Pada beritdnard news penulis menemukan suara Anis Hidayah, seorang
aktivis perempuan yang berkonsentrasi di bidandgyrehan. Anis Hidayah

menjabat sebagai Direktur Eksekutif Migrant Care.

Pada berita yang pertama kali muncul mengenaikekseRuyati yang

berjudul ‘Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman’ i®\Hidayah menyatakan,

eksekusi mati Ruyati menunjukkan pidato Presiddonbesesuai dengan
realitas. (20/6/2011)

Anis Hidayah juga tampil dalam berita lainnya demgadul ‘Indonesia

Desak Arab Saudi’ berkaitan dengan wacana moratofiil dan perlindungan
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TKIl. Pada berita ini, Anis Hidayah menyampaikan np@taannya kepada
pemerintah untuk tidak serampangan mempercepa¢pilasepakatan, terutama
terkait dengan MOU perlindungan TKI dengan pemahrirab Saudi.

“Jangan buru-buru. Negosiasinya harus berkualitd®emerintah juga
harus menjadikan Konvensi Organisasi Buruh Interoaal (ILO) 169
sebagai dasar MOU” (23/6/2011)

Tentu sebagai aktivis dan pembela hak buruh, staisHidayah sangat
dibutuhkan ketika terjadi kasus yang membelit TEpeti dalam kasus Ruyati.
Apalagi lembaga yang dipimpin oleh Anis Hidayahghdint Care, menjadi salah
satu LSM yang vokal menyuarakan hak-hak dan perigdn terhadap buruh
migrant. Pendapat dan pernyataan Anis dianggap kiewaruh-buruh migrant
yang tidak memiliki kuasa dan tanpa daya dalam imaegpi permasalahan yang

mereka alami.

Kapasitas Anis sebagai Direktur Eksekutif Migramtr€ tampaknya lebih
dianggapcapable oleh Kompasdalam memilih narasumber terkait kasus TKI
Ruyati. Selain porsi suara Anis Hidayah yang lemdimyak dalam kedua berita
tersebut, isi pernyataan Anis pun menyangkut pestdgp mengenai

permasalahan secara langsung.

Temuan lainnya yang ditemukan oleh penulis tertarigan berita kasus
TKI Ruyati adalah kemunculan suara politisi lakitigang juga mendapat tempat

di Kompas

Suara politisi laki-laki yang muncul diantaranyaakadh Wakil Ketua DPR
RI yang juga berasal dari Partai Golkar, Priyo BBdntoso. Dalam berita ‘Perlu

Jeda Penempatan TKI’, Priyo menyatakan

kami minta pemerintah melakukan moratorium pen@nnTKIl ke Timur
Tengah yang belum memiliki mekanisme perlindungarkuim dan
perjanjian dengan Indonesia. (22/6/2011)

Selain politisi laki-laki, pemberitaan kasus TKI yai memang
didominasi oleh suara laki-laki seperti suara Kepg@aNP2TKI Jumhur Hidayat,

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin mhela, Menteri Keuangan,
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Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa hingga Presidsusilo Bambang
Yudhoyono.

Secara umum, suara laki-laki seperti Menteri Luaeg®ti Marty
Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigraghddmin Iskandar serta
Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat melakukan pembelaanhadap pihak
pemerintah. Mereka menilai telah melakukan upay&smaal dalam kasus TKI
Ruyati. Bahkan meskipun salah satu TKI mendapatlelss mati, desakan
moratorium juga tidak begitu saja langsung dilakuka

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimiraigkar mengatakan

bahwa moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi meutikan waktu.

Pemerintah harus menoleransi TKI PRT lain yang esiksekerja tanpa
masalah di luar negeri. (22/6/2011)

Dominasi suara laki-laki dalam pemberitaan kasus RKyati memang
tidak serta merta diartikan bahwéompasbias gender dalam menyampaikan
beritanya dengan lebih memilih dan mendahulukamasnarasumber laki-laki
dibandingkan suara narasumber perempuan. Namura jagnjadi sebuah
pertanyaan besar jika dihubungkan dengan pemblkesempatan yang seimbang
terhadap narasumber perempuan terutama politishg®ran yang duduk di DPR

RI sebagai perwakilan dari perempuan Indonesia.

4.6 Latar Belakang Feminisme Narasumber

Penulis menyadari diperlukannya wawancara dengamasuaaber-
narasumber yang dapat memberi informasi sehubudgagan penelitian yang
dilakukan penulis sebagai bentuk konfirmasi. Penulielakukan wawancara
kepada kedua politisi perempuan yang namanya mudicdialam berita TKI
Ruyati, yaitu Rieke Diah Pitaloka (anggota DPR Rhisi 1X) dan Eva Kusuma
Sundari (anggota DPR RI Komisi Ill). Meskipun mékaijadwal yang padat,

kedua politisi asal Partai Demokrasi Indonesia lR&an (PDI-P) tersebut
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bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pandadaa perspektif mereka
mengenai keberadaan suara merek&ainpasdan keterkaitan antara politisi

perempuan secara umum dan media massa.

Selain politisi perempuan, penulis juga mewawagicasalah satu
wartawanKompasyang menulis teks berita mengenai TKI Ruyati, Véidserta
seorang wartawan senidfompas Maria Hartaningsih. Wawancara ini untuk
melihat frame wartawan sebagai penulis berita darygi informasi, serta untuk
melihat seberapa besar pengaruh kerangka Besapassebagai sebuah industri
terhadap sebuah berita yang ditulis. Penulis baphadengan melakukan
konfirmasi dan wawancara kepada wartawampas tesis ini menjadi cukup
berimbang dalam penyajiannya dan mampu memapaskda dan data yang ada
serta menguak persoalan dan masalah sesungguhngatg@adi sehubungan

dengan suara politisi perempuan di media cetak.

Kesempatan untuk mewawancara baik politisi pere@mpumaupun
wartawanKompasyang ada secara sinergi memberikan pandangan Ilghity
luas bagi penulis untuk melihat permasalahan peelidari berbagai sudut
pandang. Tidak hanya itu, penulis juga mendapaf&kta dan data yang lebih
komprehensif untuk melakukan analisis lebih jaulm d@endalam sehubungan
dengan tema penelitian penulis. Dengan melakukamnvaweara terhadap
narasumber-narasumber yang dapat memberikan in$orima penulis berharap
analisis yang dilakukan berbasis data sehingg& tdaya berisi kecenderungan

penulis secara pribadi untuk melakukan penilaianginghakiman.

Pengaruh Latar Belakang Feminisme pada Berita

Perempuan oleh sistem dan kultur patriarki telahjatk residu dan berada
di posisi terbawah dengan persoalan-persoalan yargerpa mereka. Wawasan
gender mengedepankan kesetaraan dan keadilan dragnuan untuk mendapat
tempat dan hak yang sama dengan laki-laki dalarbalgai bidang kehidupan.
Termasuk keadilan dalam penyajian sebuah teks.
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Sebuah berita yang ditulis oleh pekerja media atadawan, tidak hanya
menjadi suatu tulisan laporan informasi belaka majuga menyertakan unsur
framing terhadap berita tersebut. Proses seleksi yangdtedj dalam penulisan
teks berita tidak hanya dilakukan oleh editor, naneiah pula dilakukan oleh
wartawan itu sendiri ketika melakukan peliputan.mifi@an narasumber,
pernyataan narasumber hingga penempatan narasutaleem teks ternyata

mengandung arti.

Menurut wartawan Senior HKlompas Maria Hartaningsih, pada dasarnya
wartawan akan mengambil keputusan dan berlaku iseferegan apa yang

diketahuinya.

Kita cari narasumber dari apa yang ada dibelakapgli kita. Saya punya
pengetahuan feminisme, saya mau nulis tentang pel@mdan politik,
saya akan pilih Siti Zuhro. Tapi kan harus lihatasambernya. (Kalo) jenis
kelaminnya aja yang perempuan tapi mereka sent#inkB (wawancara
Selasa 22 Mei 2012)

Maria Hartaningsih adalah salah satu wartawan pawem yang banyak
menulis diKompasdengan gaya bahasa yang khas dan berwawasan .gdiadier
sadar benar bahwa unsur keperempuanan dalam dimmgaberi banyak
pengaruh terhadap ketertarikannya atas persoatanglan yang melibatkan
perempuan seperti prostitusi, perdagangan perempdam tenaga kerja
perempuan. Maria memiliki wawasan feminisme yangnbmerikannya kesadaran
untuk ikut andil menuliskan berita yang mewakiliasa para perempuan yang

berada dalam lingkaran sistem yang membuatnya wliekgeban.

Kesadaran akan sensitifitas terhadap persoalarmpesn tidak dimiliki
oleh semua wartawakompas Maria Hartaningsih hanya salah satu dari jumlah
wartawanKompasyang memiliki kepekaan atas isu feminisme. Olebabeitu
penulisan berita dan artikel yang dilakukan Marierdasarkan insting dan
keinginannya menyalurkan suara perempuan-perenteuamndas tersebut ke atas

sebuah media cetak sehingga dapat setidaknya lliketieh masyarakat luas.
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Sementara itu, wartawakompaslainnya yang menulis teks berita dalam
penelitian ini, Windoro, mengaku tidak memiliki datbelakang feminisme sama
sekali. Namun ia menyadari sebagai seorang wartdaams peka terhadap isu
yang sedang berkembang di masa kini, sehingga adart&rikan untuk
memahami feminisme. Windoro yang telah berkariasal 20 tahun dkompas

menuturkan,

Untuk wartawan secara umum, setiap isu menariki jgéat angkat kok.
Termasuk isu gender. (wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Melalui pertimbangan latar belakang pengetahuanpeaigalaman, banyak
wartawan sebagai peliput berita tidak memahami tsyzhndang feminisme
sehingga memengaruhi penulisan berita yang meedkekan, disadari atau tanpa
disadari. Kesadaran yang minim atas wacana femeiismemang tidak
sepenuhnya menjadi salah wartawan, karena tidakuasewartawan harus
melakukan liputan mengenai gender dan bersper§ppktempuan. Namun,
pengetahuan mengenai feminisme akan membantu veartawtuk memahami
dan memberikan kesempatan yang sama cukup dampadapada perempuan

sehingga berita yang disajikan tidak menjadi bexsdgr.

Masalah zero kesadaran feminisme ternyata tidalehherasal dari latar
belakang wartawan sebagai peliput berita, namua pagasumber yang menjadi
sumber penulisan berita. Dalam melakukan liputantdgeuntuk menjadikan
berita sebagai data dan fakta yang mengandung mafy wartawan
membutuhkan narasumber untuk memberikan pendagsia@n, komentar
maupun klarifikasi atas sebuah persoalan tertefigntunya dalam liputan,
wartawan melakukan proses memilih narasumber yapgt tuntuk berita yang
ingin ditulis, baik dari unsur keahlian, profesi upan kedekatan dengan

persoalan yang diberitakan.

Pemilihan narasumber yang ditentukan oleh wartawemyata juga
mengalami seleksi. Wartawan tidak hanya asal mitkwawancara terhadap
seorang narasumber, namun pula melihat kualitagpdanyataan narasumbernya

untuk memberikan pemberitaan yang akurat. Latarakaglg pengetahuan,
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pengalaman, data yang terpercaya dan kedekatanadnefaktor yang dapat
mendorong seorang wartawan untuk memilih narasumbebergantung pada

berita yang akan ditulisnya.

Maria Hartaningsih sebagai seorang wartawan semnyatakan,
pemilihan narasumber bergantung pula pada pengetamarasumber yang
tersedia. Maria mencontohkan, misalnya dalam kgsraberitaan mengenai

perempuan dan feminisme.

tidak semua perempuan memiliki pengetahuan mendgemanisme, justru
terkadang perempuan itu sendiri yang menyalahkam ygng terjadi
dengan perempuan lainnya. (wawancara Selasa 220482

Sementara Windoro sebagai penulis berita terkatuka KI Ruyati yang
berjudul ‘Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman’ d&® TKI Terancam Mati’,
berpendapat, pemilihan narasumber juga dipengamehi hubungan kedekatan
antara wartawan dan narasumbernya, termasuk pgigiempuan. Selain itu,

wartawan juga melihdtack recordnarasumber yang terkait.

Rieke, memang fokus pada problem TKI memang geda. emang
konsen di bidang itu. Konsistensinya besar. Tiagieatau ketemu saya
pasti ngomongnya TKI terus. (wawancara Jumat 152047)

Pada berita mengenai kasus “Hukum Pancung TKI Ruyahg menjadi
objek penelitian penulis, hanya ditemukan dua spaidisi perempuan sebagai
narasumber yang berpendapat dan memperjuangkaiakebegi Ruyati. Kedua
politisi perempuan yang muncul dalam berita ad&ggdke Diah Pitaloka dan Eva

Kusuma Sundari.

Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari berpendapat, kisitkes
narasumber yang dilakukan wartawan wajar sajadierfgpalagi tidak semua

anggota DPR RI memiliki data untuk berbicara.

Temen-temen (wartawan) itu kan nyari yang ngasiitebeba. News yah.
Bukan sekedar berita. Aku mau imbangi juga yalhesernya yang
dilapori Migrant Care soal Ruyati itu bukan cumaiaama Rieke aja.
Banyak. (wawancara Kamis 14 Juni 2012)
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Eva melihat banyak politisi perempuan yang enggampelajari kasus dan
tidak mau direpotkan dengan kasus-kasus sosial yengdi. Bagi Eva, itu

menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki komitmekesg@ untuk rakyat.

Kualitas narasumber dalam berbicara memang mepgtmbangan besar
bagi wartawan untuk melakukan wawancara, apalagikusebuah harian umum
sebesaKompas Rieke Diah Pitaloka berkomentar sama ketika dianpendapat

tentang sedikitnya politisi perempuan yang berlaicaengenai kasus TKI Ruyati.

Belum tentu medianya ngga ngangkat. Saya juga pediamedia.
Sebenarnya kredibilitas narsum diperhitungkan. Bukiaanya asal
statementterus diangkat. Orang ini cumstatementatau punya kerja
politik, itu diperhitungkan. (wawancara Kamis 1402012)

Rieke Diah Pitaloka dan Eva Kusuma Sundari merupataa politisi
perempuan yang sering muncul di media untuk memkaar kepentingan-
kepentingan kaum kecil maupun perempuan. Kepadalipekedua politisi ini
mengaku memiliki latar belakang feminisme di daldimmereka sehingga dalam

melakukan kerja politik mereka, pertimbangan fesnme juga diperhitungkan.

Eva Kusuma Sundari secara khusus mengikuti pefagiieader tahun 1991
di Lombok. Dampak dari pelatihan gender tersebuftahg membawa frame
berpikir Eva dalam melakukan analisis kasus-kasargyyberhubungan dengan

perempuan.

Policy (kebijakan) itu mengkonstruksi sistem kanamktalo kita mau
melihat, perempuan sekedar sebagai input. Sekeelacar efektivitas dan
efisiensi di ekonomi, karena pendekatan kita yaagg$i ekonominya
moneter, pada finance. Perempuan termasuk tkw giduge karena
perekonomian desa tidak mau dikembangkan. Perkd&aan. Konstitusi
kita ngga dipakek sebagai panduan, karena lebiledep-resep IMF yang
kalo kita lihat sangat jauh dengan konstitusi, atalga reses terhadap satu
kelompok perempuan yg termarjinal. (wawancara Kamiguni 2012)
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Rieke juga menilai kebijakan politik yang diambinylipengaruhi oleh
perspektif feminisme yang dimilikinya. Berbeda damgEva yang mengikuti
pelatihan untuk memperdalam keingintahuannya menggnder, Rieke menilai

keperempuanannya menjadi faktor yang membuatnya sgahder.

Sebenernya perspektif sebagai perempuan pasti ldayg disebut
perspektif gender. Pengalaman yang dialami sel@gampuan, yg tidak
dialami oleh laki-laki. Itu melatarbelakangi kepséim politik yang saya
ambil. (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Penulisan berita terutama terkait dengan permeamalatau kasus yang
berhubungan dengan perempuan mengalami konstraksokeh wartawan yang
menulis berita maupun oleh narasumber yang mesjaciber penulisan berita.
Pengetahuan mengenai kesadaran gender menjaditypdéeeangka berita. Selain
wawasan gender ini dipengaruhi oleh pewarta yanggarahkan tulisannya, juga

dipengaruhi oleh narasumber sebagai penentu ksiaditherita.

Suara perempuan..., Putria Perdana, FISIPUI, 201#niversitas Indonesia



107

BAB V

ANALISIS PENELITIAN

5.1 Bingkai Suara Politisi Perempuan dalam Kasus ‘dkum Pancung TKI

Ruyati’ di Kompas

Kehidupan kita sebagai manusia yang memasuki mabaldidak pernah
lepas dari terpaan komunikasi. Setiap hari, kitmdapatkan informasi baik dari
televisi, radio, internet maupun dari media cet@mformasi-informasi tersebut
berseliweran di sekitar kita dari waktu ke waktungin paparan yang berbeda-
beda, dengan cara penyampaian yang berbeda dandemgan agenda-agenda

yang berbeda.

Sebagai negara berkembang yang telah dimasukiegproemokrasi,
Indonesia memberikan pacuan kepada perekonomiaonyak tumbuh dan
berkembang. Hal ini tidak dapat dielakkan menjaddton penggerak bagi
keberlangsungan bangsa dan negara. Industri-industbuh, siklus perputaran
uang meningkat dan setiap orang semakin lama sarkatis dan merespon cepat
terhadap tekhnologi yang muncul untuk melengkapiukeéhan hidup mereka.
Tidak terkecuali dengan informasi. Informasi tumboénjadi produk yang sangat
“berharga” dan memiliki nilai yang tinggi. Pertunfilan media massa menjadi
semakin kuat dan besar memberikan lapangan pekemggi pemuda Indonesia
dan membuka kesempatan untuk menjadikan informabagai ladang

perdagangan.

Kompas sebagai salah satu media cetak tua yang telah niikdou
dirinya dapat bertahan lama dalam perkembangarapgag kepemimpinan di
Indonesia, juga telah tumbuh menjadi sebuah indbssar.Kompastidak lagi
hanya “gembel” bermodal niat untuk mendistribusikaformasi, namun telah
menjadi raksasa yang menguasai pasar dan meméluadsaan dan keluasan
jangkauan dalam produksiny@ompastelah tumbuh menjadi sebabhand yang

berhasil mengukuhkan dirinya sebagai harian umumgyadependen dan
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dipercaya banyak masyarakat Indonesia sebagai pangmia. Sebagai sebuah
industri, tentuKompasmemiliki kepentingan ekonomi untuk “laku” di pasara

dan mendapatkan keuntungan sebagai bonus modatljfaigarkan.

Konsep pemberitaan sebagai barang yang “laku” bé&minpas juga

dibenarkan oleh watawdtompasWindoro Adi. la mengungkapkan,

“Sebagai pekerja media massa, tentu orientasiitkitherita ini laku apa
ngga. Sehingga, itu yang menjadi salah satu fag@milihan berita.”
(wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Sementara ituKompasjuga sebagai sebuah media massa memiliki unsur
framing (pembingkaian) yang terjadi oleh karena proses yksidberita yang
panjang.Framing dimulai dari wartawan sebagai peliput yang melibatita
melalui perspektifnya, bagaimana wartawan ini naglikonstruksi realitas yang
ada di lapangan kemudian menuliskannya dalam setakahberita. Setelah itu,
bagian redaktur pun juga akan melakukan seleksi sg¢fiap berita yang ditulis
wartawannya sesuai dengan patron dan kerangka pedgang dianuKompas

sebagai sebuah ideologi.

Menurut Eriyanto, yang kita lakukan pertama kalialah melihat
bagaimana media mengkonstruksi realitas. Peristip@hami bukan sesuatu yang
taken for granted Sebaliknya, wartawan dan medialah yang secard akt

membentuk realitas.

Realitas tercipta dalam konsepsi wartawan. Berbaghiyang terjadi,
fakta, orang diabstraksikan menjadi peristiwva y&egnudian hadir di
hadapan khalayak. Jadi, dalam penelitfeeaming yang menjadi titik
persoalan adalah bagaimana realitas/ peristiwandtkaksi oleh media.
Lebih spesifik, bagaimana media membingkai persti@lam konstruksi
tertentu.(Eriyanto, 2002: 7)

Pada penelitian yang berjudul “Suara PerempuanetlidCetak, Analisis
Framing Suara Politisi Perempuan Sebagai Komunikasi Potithkam Kasus
“Hukum Pancung TKI Ruyati” dKkompas$ ini, penulis ingin melihat bagaimana

Kompas melakukan frame terhadap suara politisi perempuan. Peneliti telah
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menganalisis tiga buah teks berita yang berisiaspalitisi perempuan dengan
menggunakan analisis framing Robert N. Entman.

Frame yang dilakukan Kompas terhadap berita TKI Ruyati sendiri
memperlihatkan bahwKompasmembingkai Ruyati sebagai warga kelas bawah
yang menjadi korban, karena aktor penyebab mashlalalam tiga teks berita
bukanlah Ruyati yang melakukan pembunuhan melaipkamerintah yang dinilai
lalai dalam melakukan koordinasi internal sertaakidnampu memaksimalkan
langkah politik untuk mencegah eksekusi mati RuyR¢imerintah juga dianggap
Kompasmelalui framenyatidak dapat mengatasi kesemrawutan pengiriman dan
penempatan TKI serta tidak mampu mencegah adarakdikpmperekrutan TKI
secara ilegal.

Penilaian moral yang diberikaKkompas melalui frame bahwa Ruyati
sebagai TKI adalah penyumbang devisa yang besgg&iRp. 6,1 triliun pada
tahun 2010 hanya menjadi korban kekerasan karenagatami tindakan
kekerasan dari majikannya yang mendorongnya datailadua hingga Ruyati
patah kaki. Selain itu, pemerintah sebagai penyemasalah drame tidak
mampu memperjuangkan keadilan bagi Ruyati dan afiyd lainnya yang

tidak mendapat gaji yang penuh atau bahkan tidaéydrkan.

Kompasjuga merekomendasikan penyelesaian masalah RugatiT&l
secara umum dengan mengajukan nota protes ser&ukah moratorium untum
memebenahi persoalan TKI yang masih ruwet dan metmbeSatgas (satuan

tugas) Khusus Perlindungan TKI yang bermasalah.

Dalam tiga teks berita yang telah dianalisis olednybis tersebut,
ditemukan dua nama politisi perempuan yang bersieean kasus Ruyati. Nama
pertama adalah Rieke Diah Pitaloka, Anggota Kom{sDPR RI periode 2009-
2014. Rieke muncul sebanyak dua kali dalam duaeeerbeda namun dalam
satu hari penerbitan yang sama. Berita pertama ymtjudul ‘Pemerintah Tak
Dapat Hindari Hukuman’ sementara berita kedua bdetju23 TKI Terancam
Mati'.
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Pada teks berita berjudul ‘Pemerintah Tak Dapatlii Hukuman’ yang
ditempatkan pada halaman pertama dengan kolom vaa§ besar, Rieke

mendapatkan porsi kecil di paragraf kedua denghmégyang ditulisKkompas

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P, Riekeiah Pitaloka,
menilai, peristiwa ini semakin membuka kelemahaorémasi internal
pemerintah dan diplomasi internasional. (20/6/2011)

Penempatan pernyataan Rieke untuk membingkai bbeataya untuk
menegaskan penyebab permasalahan yang terjadibgagibat pada kematian
seorang warga negara karena mendapat hukuman paricdak ada penempatan
foto Rieke dalam berita tersebut, sehingga damam@ulkan bahwa keberadaan
Rieke sebagai politisi perempuan tidak diutamakalard teks berita ini. Rieke
hanya dianggap sebagai pelengkap berita mewakijg@a dewan untuk
memberikan pendapatnya terkait kasus eksekusi Reys¢but.

Kemunculan kedua Rieke terdapat pada judul bePigaTKI Terancam
Mati’ pada hari yang sama namun ditempatkan patiartzan 17, bagian ekonomi.
Rieke muncul pada paragraf akhir sebagai tambaheanpdmberitaan mengenai
ancaman hukuman mati terhadap 23 TKI lainnya dbAaudi. Dalam berita ini

Rieke mengatakan,
“Kami menunggu langkah politik Presiden,”(20/6/2p11

Pernyataan Rieke tersebut terkait dengan teks mandgngkah politik
yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dwang mampu
menyelamatkan satu nyawa TKI yang terancam padantdl®99.Frame atas
Rieke yang ditempatkan sebagai sosok yang bersefsmradengan pemerintah,
mewakili oposisi, seakan memberi peringatan kegad@siden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) untuk melakukan langkah politik gagama dengan yang
dilakukan oleh Presiden Gus Dur.

Pada berita kedua ini, kemunculan Rieke juga talkgan foto, sehingga
frameRieke tidak menjadi inti atau dipentingkan dalaanitia ini. Padahal, Rieke

dikenal sebagai aktivis pembela buruh sebelum bergadi DPR RI. Rieke juga
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berada di Komisi IX, di mana persoalan TKI menjadilayah kerjanya.

Semestinya kehadiran Rieke di berita ini mendapadifyang lebih besar karena
latar belakangnya yang pro keadilan terhadap bweitta apalagi ditunjang
posisinya di Komisis IX, yang artinya kasus Ruyawenjadi persoalan pokok

dalam daftar kerjanya.

Nama politisi perempuan lainnya yang muncul dalamlperitaan kasus
‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ adalah Eva Kusuma Sundanggota DPR RI
Komisi Ill. Eva Kusuma Sundari muncul dalam betg¢stanggal 22 Juni 2011
yang berjudul ‘Perlu Jeda Penempatan TKI'. Benmtannemang ditempatkan di
halaman deparKompas,namun hanya dimulai dengan pembuka saja. Berita

kemudian dilanjutkan di halaman 15 (bagian umummjana nama Eva muncul.

Eva, yang ditulis sebagai Wakil Ketua Tim KhususmBetau TKI,
ditempatkan di tengah-tengah teks berita, terkaigdn pernyataannya mengenai

permasalahan-permasalahan TKI di Timur Tengah rsepéawah ini,

“Gaji yang tak dibayarkan, pemutusan kerja, pelanehseksual,
pembunuhan, dan telantarnya TKI di Arab Saudi psdgera diatasi”
(22/6/2011)

Pernyataan singkat Eva berbeda jika dibandingkamgale pernyataan
Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, di halanyang sama, yang mendapat
porsi lebih besar dengan pernyataannya mengepailsan DPR dalam Rapat
ParipurnaFrameterhadap Eva ini memperlihatkan bahwa pernyataantieak
sama pentingnya dengan Priyo, namun memberikanmenguyang jelas atas
persoalan TKI yang terjadi. Meskipun Eva beradKanisi Ill, namun program-
program kerjanya yang banyak bersentuhan dengai lolan gender, menjadikan

dia narasumber yang dicari jika terkait dengan &a&ssus tersebut.

Penulisan Eva sebagai Wakil Ketua Tim Khusus PemoaiiK| tidak
membuat Eva mendapat porsi penulisan berita yanif leanyak. Padahal jika
melihat, posisi Eva dalam teks tersebut, yang taigkmbarkan sebagai Anggota

DPR RI Komisi lll, Eva sebenarnya dekat dengan sampersoalan karena ia
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berada dalam Tim Khusus yang artinya memiliki kedshn, kewenangan dan
data yang lebih valid dan akurat.

Frame yang terjadi pada suara Rieke dan Eva dalam tekigahterkait
kasus TKI RuyatiKompasijelas tidak melihat posisi kedua politisi perempuan
tersebut sebagai perempuan yang dapat memberigporraensitifitas yang lebih
besar jika dihubungkan dengan perempuan lainnyagselixorban, dalam hal ini

Ruyati.

Kompasmemang memandang Rieke dan Eva sebagai sisi yangjikne
orientasi terhadap perlindungan buruh, dengan bp&thyataan yang dikutip
Kompas mengenai kedua politisi perempuan ini adalah pp@ean mereka
mengenai rendahnya perlindungan TKI oleh pemerint@mun demikian, sesuai
dengan kebiasaan penulisan berita di mana narasumtsma biasanya
ditempatkan di awal ataupun di tengah dengan p@aekpada porsi, hal ini tidak

terjadi dengan Rieke dan Eva.

Menurut buku ‘Panduan Praktis Bagi Wartawan’ yaligrbitkan oleh
BBC World Service Trust, dalam penulisan beritaainpenting sebuah berita

berada pada paragfar awal,

Sedangkan sebuah berita harus berisi esensi ddta bl justru di
paragraf yang paling awal. Paragraf pertama yangatgenting ini biasa
disebut ‘lead’ atau ‘intro’. (Frauenrath dan Nub03: 32)

Hal ini juga dinyatakan oleh seorang wartawan SeHKiompas Irwan
Julianto. la mengungkapkan dalam penulisan berdakt ada aturan baku
mengenai penentuan urutan narasumber yang peritingad penulisan. Namun
telah menjadi kebiasaan dalam dunia jurnalismeasuemberprominent atau
utama ditempatkan di awal. Hal ini seperti kebiaspada pedoman penulisan
berita piramida terbalik.

Kedua penjelasan mengenai pemilihan penempatasumber dalam teks
berita tersebut memberikan bukti bahid@mpasmenframe suara Rieke dan Eva

sebagai politisi perempuan tidak penting. Padaldlk membicarakan persoalan
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yang menimpa perempuan, tidak ada yang lebih mgndgan memahami
persoalan tersebut selain perempuan itu sendiriurtga. Hal ini seperti
dinyatakan oleh Ani Widyani Soetjipto (SoetjiptoQdb: 60), walaupun sama-
sama peduli pada masalah-masalah ekonomi, perenmgkemn lebih berminat
pada masalaha upah, pensiun, kerja paruh waktuer@ara, laki-laki cenderung
tertarik pada masalah seperti isu pengangguratagdanya yang sejenis.

Apalagi Rieke dan Eva bukanlah perempuan biasaatpogisi. Mereka
adalah anggota DPR RI yang secara tidak langsungjadie representasi/
perwakilan dari perempuan Indonesia, di mana datamini, pandangan dan
perspektif mereka mengenai kasus Ruyati seharusngmjadi penting dan
diutamakan. Melihat fakta tersebut, dapat dikatakaperti pernyataan Azza
Karam (Karam dkk, 1999: 33) bahwa media massaetend meminimalkan
pengungkapan berbagai peristiwa dan organisasih@a@g kepentingan terhadap

perempuan.

Berita berperspektif gender memang belum menjdiiigo media massa,
hal ini menurut Billy Sarmono (Sarwono, 2004: 33kadenakan, kalangan
jurnalis pada umumnya sangat percaya bahwa bergamamng tidak perlu
diapresiasi secara jender. “berita adalah berifgékah itu ditampilkan oleh
jurnalis laki-laki atau perempuan. Bagi mereka ybaigh penting adalah standar
kesahihan atau keakuratan, keseimbangan, penyaigm penerapan etik yang
secara setara terhadap semua jurnalis tanpa hannpertimbangkan persoalan

jender di dalamnya.

Padahal, media memegang peranan penting dalam mnjaamggkan
berbagai isu. Tekanan dari media dapat menjadi dakuyang efektif. Parpol-
parpol dan para anggota parlemen tentu berkepamtingenjaga citra mereka di
mata media, dan oleh karena itu cenderung memhéwndan pada isu-isu
popular. Oleh sebab itu, dengan meminta bantuan iamddta dapat
mengendalikan tindakan para aktor politik (Soedjii2005: 157). Melalui berita
yang berperspektif perempuan, atau setidaknya nrékabekesempatan yang
besar kepada politisi perempuan untuk bersuara mgunamgkan keadilan atas
persoalan perempuan, media telah memberikan bany@ery besar bagi
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perempuan sebagai kekuatan yang mampu memunculkgrerempuan sebagai

ISU yang penting.

Framing yang dilakukan terhadap Rieke Diah Pitaloka dan Envguma
Sundari sebagai politisi perempuan dalam kasus RKiati oleh Kompas
memang masih belum menunjukkan keberpihakan yargbang kepada politisi
perempuan. Perempuan masih dianggap belum pengémgad penempatan
kutipan kalimat kedua politisi ini tidak pada ‘lédderita dan hanya menjadi
pelengkap dari berita itu sendiri. Pada dasarnyadisnmemang telah memiliki
opininya sendiri mengenai suatu berita, dan narbsurfdalam hal ini politisi
perempuan) digunakan untuk mempertegas dan hary#t oremberikan unsur
‘menjual’ dalam sebuah berita. Seperti yang dirkataoleh wartawatKompas
Windoro Adi,

“Jika ada dua narasumber. Yang satu laki-laki damgysatu perempuan,
kapabilitasnya sama nih. Sama-sama pinter, sama-sago, maka

wartawan pasti pilih yang perempuan. Karena leaiu Ibuat dijual. Gitu

loh.” (wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Pernyataan Windoro mempertegas bahWame terhadap politisi
perempuan selain hanya sebagai pelengkap dari fseieréa memiliki unsur
daya tarik “menjual” yang tinggi. Sehinggkpmpassebagai kaum kapitalis,
masih melihat posisi perempuan sebagai kelas bawaig digunakan untuk
melariskan dagangan mereka. Hal ini memperlihati&mandpoint politisi
perempuan yang diposisikan olglompassebagai kelas proletar yang berada di

bawah kepentingaompassebagai sebuah industri yang hanya memedulikan

keuntungan dan kepentingan kaum elit (kapitalig. daraktik ini menunjukkan

penindasan yang dilakukan insitité&@mpasterhadap politisi perempuan.

Pendekatan feminis dalam ekonomi media yaitu fokusnya pada penindasan wanita
oleh pria dan institusi-institusi yang ditanamkan oleh pria, termasuk praktik
komunikasi sehari-hari dan pesan-pesan yang disebarkan lewat media. (lbrahim,
2005: xxx)
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Kritik terhadap media juga diungkapkan oleh Milardt, 2005: 211), dia
memandang media sebagai pemimpin ‘dunia palfseydo-world) yang
menyajikan realitas eksternal dan pengalaman iakeserta penghancuran privasi
dengan cara menghancurkan “peluang untuk pertkapai yang masuk akal
dan tidak terburu-buru serta manusiawi”. Ketidakbbangan pandangafrgme
terhadap suara politisi perempuan yang dikonstrgksnpasdalam berita TKI
Ruyati ini menunjukkan bahwa kepentingilmmpas sebagai sebuah institusi
partriarki (kapitalis) hanya menganggap perempuanpkersoalan-persoalan yang

meliputinya sebagai kelas bawah.

Kompasmenilai persoalan perempuan seperti eksekusi Ti§laR yang
tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonessyaieperistiva yang “tidak
seksi” dibanding peristiva ekonomi. Padahal, Ruyagwakili ribuan TKI
hanyalah perempuan yang terjebak dalam sistem @eoekan kota yang tidak
memberi mereka pilihan untuk bekerja sebagai TKi pllga bahwa keberadaan
mereka sebagai TKI memberikan konstribusi besas perekonomian negara
melalui devisa. Perjuangan dan benefit yang dikasilTKI tidak membuat TKI
memiliki posisi penting untuk diperjuangkan secaegius. Begitu pula dengan
politisi perempuan yang meskipun memiliki kedudul@oiitik, ternyata belum
memenuhi kriteria sebagai nharasumber yang pentggdpersoalan perempuan.
Mereka hanya dikonstruksi sebagai perempuan pydag duduk di parlemen

untuk membuat dagang&ompadaku.

Standpoint Politisi Perempuan terhadap Ruyati sebagai Perempua yang
Dieksekusi Mati

Eksekusi mati terhadap TKI Ruyati yang terjadiggal 18 Juni 2011
menggemparkan Indonesia. Meskipun berita eksekusiaru diangkat ke media
cetak olelKompaspada tanggal 20 Juni 2011, respon keberatan datc&elaan
atas peristiwa tersebut tetap bergulir. Kasus Ruynjadi begitu besar dan
membuka mata karena melihat rentannya resiko aberadaan TKI terutama

perempuan yang mendominasi bidang pekerja rumajg&(PRT) yang bekerja
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di luar negeri. Tindak kekerasan dan peleceharuséksng terjadi pada mereka
hingga mengorbankan fisik mulai dari patah tulanopgpa luka dalam
memperlihatkan tidak adanya perlindungan atas fist#keka dari negara sebagai

buruh di luar negeri.

Kasus Ruyati akhirnya melahirkan keputusan moatorTKI selama 1
tahun yang dilakukan ke negara-negara tujuan depgsentase kekerasan yang
tinggi seperti Malaysia dan Arab Saudi. Moratoriumnsebagia bentuk dukungan
atas perbaikan proses penempatan dan pengirimanké&Kluar negeri yang
banyak mengalami permasalahan mulai dari agen-degal yang nakal hingga
berujung perdagangan manusia. Kasus Ruyati pummgkhmendesak pemerintah
untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus umekgurus pesoalan
kekerasan terhadap TKI di luar negeri. Meskipun &iujpanya satu contoh
korban dari keruwetan sistem dan kurangnya perngi@merintah dan negara
terhadap keselamatan warganya, tapi Ruyati mampodoneng pemerintah
melakukan sesuatu dan melahirkan kebijakan yanigfpseperti moratorium TKI
tersebut.

TKI sendiri menurut HUKompastanggal 20 Juni 2011 halaman 17,
menjadi penyumbang pendapatan negara non pajak \@egpr untuk

perekonomian negara Indonesia.

Sebagian besar pekerja rumah tangga itu perem@ranrgengirim devisa
sedikitnya 7,1 miliar dollar AS atau sekitar Rpl @iliun tahun 2010.
(20/6/2011)

Angka itu termasuk angka fantastis sebagai pendap@&rbesar kedua
setelah migas. Namun, ternyata angka Rp. 6,1rriidak mampu menjadikan
TKI sebagai target prioritas untuk mendapat pedimghn dan keselamatan kerja

yang tinggi yang dapat mendukung produksi kerjaeteer.

Pemberitaan Ruyati yang muncul pada tanggal 20 30bi dan mulai
hilang 1 Juli 2011 dengan meledaknya kasus KorWgsma Atlet dengan
tersangka M. Nazaruddin, menarik untuk ditelus@tika kasus yang menimpa
sebagian besar pekerja perempuan ini hanya menkamcwlua nama politisi
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perempuan. Dua politisi yang muncul, yaitu RiekatDiPitaloka dan Eva Kusuma
Sundari.

Rieke, ketika diwawancara pada hari Kamis, 14 2042 di ruang tamu
Komisi IX Gedung Nusantara | DPR RI, berpendapa&ukaRuyati hanya satu
dari banyaknya persoalan TKI yang membelit pemahinMenurut Rieke, buruh
hanya menjadi korban dari ketidakpedulian pememidin elit politik atas rakyat.
Sementara Eva Kusuma Sundari menyadari bahwa Kasuati menunjukkan
kelemahan dari sistem struktural yang akhirnya rodmgnkan perempuan.

"Dalam kasus Ruyati, kan pemerintah harusnya melgecara lebih
kongkret, tidak hanya kasus hukuman mati itu senditapi alasan
mengapa kasus itu dapat terjadi. Ruyati memang meuoil) namun
alasan mengapa dia membunuh, itu kan persoalannaslya. Itu
mengapa secara struktural, sistem kita memang dikaja perempuan
dalam posisi yang lemah.” (wawancara Kamis, 14 20a4P)

Ruyati sebagai figur perempuan yang melakukan pegen terhadap
kemiskinan, bergelut dengan keharusan untuk menpakerjaan dengan
pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya, akhirnymilinebekerja sebagai
PRT di Arab Saudi. Ruyati telah berangkat sebanygk kali sebagai TKI.
Selama dua kali keberangkatannya, Ruyati berhaghyekolahkan anak-
anaknya, berhasil memberi pasokan dana segar onamgtua dan keluarganya.
Dalam kasus Ruyati, dia hanya perempuan yang itekars dari sistem ekonomi
kapitalis Indonesia yang tidak perduli pada rakgatvah. Namun, meskipun
Ruyati melakukan perjuangan untuk memutar roda kpe@mian, akhirnya
Ruyati pun menjadi korban dari ketidakpedulianestspadanya.

Rieke, yang berlatar belakang aktivis buruh danakétan pembelaan
yang cukup serius terhadap buruh, berpendapat, gasarnya ajaran Kartini
dapat menjadi panduan kita untuk menilai dan médakiperjuangan yang lebih
kongkret. Emansipasi yang diusung Kartini adalahamsipasi rakyat. Yaitu
adanya kesetaraan antara manusia dengan manusigaldanpa ada yang boleh
menindas yang lainnya. Sebagai bagian dari manti&ibmenjadi tidak setara

posisinya karena perlakuan yang tidak baik danakad kekerasan yang mereka

Suara perempuan..., Putria Perdana, FISIPUI, 201#niversitas Indonesia



118

alami menjadikan mereka berada pada posisi yanlg febdah dari majikannya.

Terutama keterkaitan perempuan sebagai bagiam Hari

“Karena perempuan berada sebagai pihak yang rentargka sebagai
korban yang seharusnya kita perjuangkan (hak-h&kgka.” (wawancara
Kamis 14 Juni 2012)

Sementara Eva menilai, sistem dihasilkan oleh kkbi) negara sebagai
garis besar yang menentukan arah dan jalannya peatem. Dalam wawancara
yang dilakukan, Eva mengkritik posisi perempuangyfidak pernah dipikirkan
secara serius sebagai bagian dari pergerakan ekoyang seharusnya dapat

dilibatkan lebih besar dan luas.

“Policy (kebijakan) itu mengkonstruksi sistem kan mba.oKkita mau
melihat, (saat ini) perempuan sekedar sebagai .inpekedar mencari
efektivitas dan efisiensi di ekonomi, karena pemdi@k kita yang fungsi
ekonominya moneter, padimance Perempuan, termasuk TKW akhirnya
jd residu, karena perekonomian desa tidak mau dkegkan. Perkotaan
terus.” (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Bagi Eva, perempuan yang berangkat dari desa méwmtiguatau negara
lain untuk mencari pekerjaan adalah korban ketidekdyaan mereka atas
himpitan harga kebutuhan pangan yang tinggi, hiampaktualisasi sekolah bagi
anak-anak mereka, sementara di desa mereka tigelt deelakukan banyak hal
karena perekonomian desa yang tidak dikembangledatal, jika perekonomian
desa dikembangkan, perempuan yang mendominasi daideng tenaga kerja
PRT tidak harus mengambil resiko besar untuk bejada dari keluarga dan

tanpa perlindungan sama sekali.

Menurut Eva, sistem perekonomian yang cenderungitafiap ini
dikarenakan konstitusi negara tidak digunakan smbggnduan, dan lebih
memilih mengikuti resep-resep dan anjuran dari Iy#ng diakui Eva sangat jauh
dengan konstitusi. Akibat dari mengikuti cara-cdrduar konstitusi inilah yang
menyebabkan reses terhadap satu kelompok peremyaran termarjinalkan.

Keadaan ketidakadilan inilah yang kemudian mengemglken opini untuk
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melakukan perjuangan yang lebih besar atas hakshak perempuan sebagai
kelompok marjinal dan terbawah.

Sementara wartawan seniéompas,Windoro Adi yang telah bekerja di
Kompasselama 20 tahun menilai kasus Ruyati mencerminkesud<kasus yang
umum terjadi pada TKI bidang PRT. Oleh sebab latdakang pendidikan dan
kemampuan sosial mereka yang rendah, buta hukummdaah hanyut dengan
kebohongan tentang “pintu surga”, TKI yang didorsingerempuan ini terjebak
dalam perekrutan ilegal.

Mereka umumnya direkrut para pencari tenaga keg@rpngan yang
menjadi kepanjangan tangan sub-sub agen biro jE$aydng sebagian
besar berkantor di Jakarta Timur. Para pencarigenreerja ilegal ini
menyisir para calon TKI sampai pelosok desa. Merekaumnya
menawarkan dua iming-iming. Iming-iming upah yamggi, dan bekerja
di negeri yang dekat dengan “pintu surga”. (wawamckumat 15 Juni
2012)

Windoro berasumsi, para calon TKI mendapatkan coi@k yang
dilakukan ketika mereka dalam penampungan. Cudi gaag dilakukan adalah
menekankan ganjaran keselamatan dunia dan suay®aila calon TKI tersebut
bekerja di Timur Tengah. Namun mereka tidak mendagfarmasi mengenai
kultur negara Arab. Mereka juga tidak disertai pleén keterampilan dasar dan
khusus dalam melakukan kegiatan rumah tangga yasa llilakukan di negara
Arab. Calon TKI tersebut pada dasarnya tidak mengeengenai dokumen-
dokumen legal yang harus mereka siapkan. Mengesrdingungan hukum dan

cara mendapat perlindungan hukum.

Para calon tidak memiliki kemampuan meneliti damguoeeksi kontrak
kerja sebelum kontrak kerja ditandatangani. (wawemcumat 15 Juni
2012)

Ketidakmampuan dan ketidakmengertian calon TKI yamgumnya

berpendidikan rendah dan jauh dari informasi, hadmganodalkan percaya dan

niat beramal inilah yang menjadi celah pintu tdngd berbagai tindakan
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penipuan, kekerasan, pelecehan seksual hingga peimnu terhadap TKI yang
bekerja di luar negeri. Kelalaian pemerintah dataengawasi kegiatan-kegiatan
pengiriman dan penempatan TKI ilegal dan permaaalgang menyertai mereka
tidaklah wajar adanya. Selain pemerintah memiliégkdasaan dan keleluasaan
untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap d¢e swasta yang
bermasalah, TKI merupakan akibat ketidakberdayaamepintah menciptakan
tenaga kerja dan memutar roda perekonomian di padesehingga memberikan

peluang bagi lahirnya pilihan menjadi TKI.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berita Ruyatiodnpas frame yang
muncul adalah kecenderungan mendukung posisi Ripgiagai orang yang
berada di kelas bawah yang berjuang hingga tiggpkalode menjadi TKI untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan tarafupmga. Ruyati
digambarkan sebagai perempuan yang tidak berdayendadapatkan penindasan
dalam bentuk tidak dibayarkan sebagian uang gajlayamengalami patah kaki
karena didorong oleh majikannya dari lantai dua.

Dilihat dari sisi feminist standpoint dengan perspektif kritis
konstruktivisme yang menyatakan bahwa dalam hiesmial masyarakat, kaum
atas (elit) yang memiliki peran besar dalam memgden kehidupan
bermasyarakat. Dalam hal ini, Ruyati sebagai maggdrkelas bawah tidak
mampu berbuat apa-apa dan melakukan pembunuhak ketena tekanan dari
majikannya. Kepentingan Ruyati sebagai kaum proletduk mendapatkan gaji
dan perlakuan yang baik tidak diutamakan oleh pirtadr sebagai pemegang

kekuasaan (kaum elitis) yang didominasi oleh laki-|

Kasus Ruyati hanya puncak dari gunung es permasalBlkl yang terjadi
di Indonesia. Tidak hanya mengorbankan harta damwaypada akhirnya kasus
Ruyati juga mengorbankan harga diri bangsa yarendahkan dan disepelekan
oleh negara lain karena hanya dianggap sebagaiinpeog pembantu belaka
sehingga nilai nyawanya tidaklah sepadan. Paddhddungan yang dibangun
semestinya adalah hubungan yang saling membutublkan menguntungkan.
Perjuangan Ruyati yang melakukan pembunuhan unteknbrla kebebasan
dirinya yang ingin pulang mungkin hanya dilihat agai tindakan pidana dan
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kejam, namun patutkah kita menilai Ruyati sebagtorekejam ketika ada faktor-

faktor yang menjadi biang dari perbuatan yang dikak Ruyati?

Standpoint Politisi Perempuan Mengenai Peran dan Posisi Stragisnya

Politik tidak hanya menjadi masa gegap gempitagdtma tahun sekali
ketika pesta demokrasi dilaksanakan diseanteronksla. Politik menjadi efek
domino dari setiap pilihan dan keputusan yang dkes oleh langkah-langkah
politisi di parlemen. Ketertindasan yang dialamigmepuan mulai dari kekerasan
dalam rumah tangga, upah yang lebih rendah darldkk hingga aspek ekonomi
dan hukum yang tidak dapat mereka akses dengan hmuodenjadi buah
ketidakadilan yang perempuan alami.

Sarwono Kusumaatmadja di dalam buku Perempuan dalitikP
berpendapat, untuk dapat memperbaiki dan menguédiakadilan yang terjadi
ada baiknya kita memahami akses dan kontrol peramgarhadap jalannya
Pemilu dan peta perpolitikan di tanah air. Akses Kantrol adalah kesempatan,
jaminan sekaligus kemampuan perempuan dalam mekanudhak-hak dan

perannya dalam politik tidak terkecuali kesejalaarperempuan.

Karena kesejahteraan adalah hal perempuan menamardaat dari
keputusan yang diambil dan sebagaimana laki-la@temppuan pun berhak
menggunakan dan memperoleh hasil pengelolaan sdeyjzerhidup
seperti tanah, mineral, hutan, air, dan sebagaiRgalahal selama ini
penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam sefaltuskan oleh
laki-laki tanpa pernah terpikirkan ada hak-hak pgean di sana,
sementara keterlibatan dan keterwakilan perempuadsamd pengambilan
keputusan sangat minim dan boleh dibilang terpikggi

(Kusumaatmadja, 2007: 87)

Pandangan Sarwono tersebut memperlihatkan kebupdr@mpuan untuk
memasuki politik sebagai bagian dari perjuangamyakmelalui konstitusi yang
mana selama ini dinomorduakan dan tidak mendapai perhatian yang lebih
besar. Politik menjadi pintu dibukanya kesempatamuki menghasilkan
keputusan-keputusan politik yang mengikat dan noenjandasan bagi

kesejahteraan hidup perempuan Indonesia yang mendsimumlah populasi.
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Melalui kesempatan dan perjuangan, akhirnya terkpikéu lebar bagi politisi
perempuan untuk ikut mengubah wajah parlemen damguie@h arah dan warna

keputusan agar lebih ramah gender dengan kuotaya@odiberikan oleh negara.

Menurut Ani Widyani Soetjipto(Soetjipto, 2005: 43) masih banyak lagi
persoalan-persoalan kritis yang dihadapi di Ind@ngang juga punya implikasi
pada perempuan. Masalah dampak dari krisis ekonotanomi daerah, atau
persoalan-persoalan lain seperti amandemen UURd&alah sebagian saja
persoalan nasional yang sekarang diperbincangleaug, tentu punya dampak luas
bagi perempuan. Selain itu, dalam isu-isu yangngedianggap sebagaow
politics (meskipun istilah ini sebetulnya sangat bias jendmasalah-masalah
seperti PHK buruh perempuan, kekerasan, terhadagmpean atau masalah
persoalan perempuan yang erat dengan masalah agep®ti hak waris,
perceraian, poligami dan lainnya, masih merupakaih [gelik yang sulit tersentuh

atau masih sulit untuk mendorong ke arah perubahan.

Bagi Ani, Semua agenda tersebut adalah permasalgdnan sepatutnya
menjadi perhatian serius bagi perempuan anggotenpan di Indonesia. Di
samping itu, perempuan anggota parlemen masih fogapunyai persoalan-
persoalan sehubungan dengan keberadaan merekanidi plolitik, persoalan
institusional (afiliasi partai/ golongan/ platfonppartai) maupun kendala structural

(sistem politik) yang turut menghambat partisipasreka di bidang politik.

Sementara itu, mereka juga berpacu dengan tunyitag begitu besar
dari masyarakat terhadap percepatan kemajuan isineaempuan di
Indonesia. (Soetjipto, 2005: 43)

Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari yang duduk di ksomhl melihat
dirinya sebagai bagian dari kepentingan perempuafuad untuk mencapai
keadilan dalam ekonomi dan hukum. Eva menyadarwbaperempuan masih
menjadi kelas dua dalam prioritas persoalan yamgshdiselesaikan oleh negara

melalui konsentrasi merancang Undang-Undang.
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Ketika ditanya mengenai pandangannya terhadapipgsisebagai politisi
perempuan, Eva mengaku bahwa perannya sangat parpan Dia menilai,
seorang politisi harus datang ke DPR RI denganyasig kuat, sehingga tahu
akan melakukan apa ketika tiba di DPR RI. Menurw@,BEplatform yang
dianutnya berdasarkan partai adalah untuk mewaldlng cilik di mana isu
perempuan termasuk ke dalam wang cilik yang juga mendapat perhatiannya.
Namun, tentu selain platform, harus juga ada politof kinerja yang
memperlihatkan perkembangan dan konsistensi angimisan tersebut dalam

menyandang profesinya sebagai wakil rakyat.

“Sekarang aku merasahen there are minority probleraku yang dicari.
Itu kan artinya orang berpikir, kalo masalah mite®i Eva orangnya.
Masalah gender, Eva orangnya. Berarti portofoligklas, kerja-kerja
programku jelas, minimal aku nggabunlah, ngga cuma ada secara fisik
di DPR, sehingga kalo sokdbor, gender orang mencariku.” (wawancara
Kamis 14 Juni 2012)

Program kerja yang jelas, yang telah dilakukan ,Evaemang
membutuhkan proses panjang dan memakan tenagay wakt pikiran yang
besar. Tapi Eva yang saat diwawancara tampil andgagan paduan blazer biru
gelap dan rok sewarna mengungkapkan dia melakukamua program kerja
tersebut dengan ikhlas karena memang itulah peltery@m dan tugasnya sebagai
anggota DPR. Padahal, waktu dan masa-masa radaPRi seringkali hingga
pukul 1 atau 3 pagi. Menyita waktu istirahatnya daengurangi kualitas
waktunya dan keluarga, namun Eva merasa itu regikmy sepadan dengan
kepuasannya memperjuangkan program-program kerjgaypg salah satunya

untuk kepentingan perempuan.

Eva menyatakan, dalam menilai dan menganalisisiadetkasus atau
persoalan, dia berlandaskan pada kebutuhan dam bkd@na kasus tersebut
“seksi” atau tidak untuk diperjuangkan. Kebutuhamgy dimaksudkan Eva yaitu

karena memang pada kenyataannya terdapat persbdiyangan dan ada fakta
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pendukungnya yang didapatkan dari laporan medissanasaupun LSM yang
terkait dengan isu tersebut.

Begitu pula dengan politisi perempuan lainnyakRiBiah Pitaloka yang
menilai posisinya sebagai politisi sangat membagetak aktivis perburuhan yang
menjadi perhatiannya. Namun Rieke menuturkan utildk melupakan bahwa
politisi di DPR RI merupakan perpanjangan tangaekdsr, sementara fraksi
merupakan perpanjangan tangan partai politik. Giglbab itu, menurut Rieke,
setiap garis partai yang menjadi garis fraksi dijgan oleh poltisi sehingga
menyebabkan politisi tidak sepenuhnya otonom.

Hal inilah menurut Rieke yang dapat memengaruhij&ledn yang lebih
ramah gender di DPR RI.

“Persoalannya apakah kita bisa mendesaknya (keg@mtiperempuan).
Pertama, partainya sendiri harus pro perempuaniafnya bukannya agar
perspektif perempuan hanya ada di wajah politisepguan, tapi massif,
menjadi perspektif partai.” (wawancara Kamis 14i A@12)

Rieke mencontohkan, supaya pada Partai Demokrdsnésia Perjuangan
memiliki kebijakan yang berperspektif gender yakgramendorong garis partai
dan fraksi agar lebih memprioritaskan kepentinganrempuan, Rieke memulainya
dengan berbicara di forum RAKORNAS (Rapat Koordingasional) partainya,
mendesak partai melalui argumen dan bukti-bukti data yang terdapat di
lapangan untuk mendorong partai agar lebih conasoveggambil kebijakan yang

pro perempuan.

Meskipun kehadiran perempuan sebagai politisi BRDRI memberikan
angin segar bagi masa depan perempuan Indonesigati tidak semua politisi
perempuan memiliki kesadaran dan visi yang samagarm&n memperjuangkan
nasib dan keadilan bagi perempuan Indonesia. Paaifian ini, penulis hanya
menemukan dua suara politisi perempuan dalam pérdoerRuyati dikompas
Padahal dengan kebijakan kuota 30% yang telah nrdtahekesempatan yang
besar bagi perempuan untuk ikut bersanding di pemte perempuan-perempuan
yang menjabat sebagai politisi dapat menggunakamentum kasus Ruyati
untuk memberikan dukungan dan bertarung memperkamngsolusi bagi
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persoalan perempuan. Jika para perempuannyadalapieduli dan bersikap acuh
terhadap persoalan perempuan lainnya, bagaimananapalahan yang

mengukung perempuan akan terpecahkan?

Azza Karam memaparkan, kendati kehadiran satunpmran dapat
membuat perbedaan perubahan signifikan jangka parg&an semakin disadari
jilka ada jumlah perempuan yang cukup di parlemengydidorong untuk
menghadirkan perhatian perempuan. Perlunya misorp@rempuan yang
signifikan mempengaruhi perubahan politik dirujukhoilmuwan politik feminis
sebagai “massa yang kritis”. Menurut Drude Dhledsyatu tes untuk melihat
apakah massa perempuan yang kritis hadir adalagademelihat percepatan
pengembangan representasi perempuan lewat tindskak memperbaiki situasi
diri mereka sendiri dan bagi perempuan pada umumhfyalakan ini adalah

perilaku kritis dari pemberdayaan. (Karam dkk, 19520)

Anggota DPR RI, Eva Kusuma Sundari berpendapataktidgemua
perempuan mau ikut serta mencari solusi atas pefate perempuan. Bahkan
menurut Eva Kusuma Sundari, pengetahuan feminisiigspperempuan di DPR
RI minim.

“Kelaminnya aja mba yang vagina, kepalanya penarigrki). Mereka

sudah dijajah oleh kepentingan-kepentingan lakilglvawancara Kamis
14 Juni 2012)

Eva menuding para politisi perempuan yang tidak fp@xsuara memang
tidak memiliki visi dalam menjalani profesinya sgha anggota dewan yang
terhormat. Bahkan menurut Eva, sebagian besamdtiitisi perempuan tersebut

hanya menganggap posisi politisi sebagai gaya hidestyle mereka saja.

Eva secara terbuka mengaku kecewa terhadap temmam-tgesama politisi
perempuan yang ada di DPR RI, yang dia rasakak tidau bertindak untuk
memberikan harapan besar atas sampainya perempu@arldmen dengan

kekuasaan terbesar sebagai pembuat Undang-Undamy gkan memayungi
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setiap peraturan dan kebijakan di sektor-sektorragp@nal dalam industri,

perkantoran pemerintah maupun swasta.

“(Saat ini) Aku agak sinis dengan kuota perempuegak males. Karena
aku udah kampanye susah payah perjuangkan mereliss(perempuan),
mereka sampe sini, UUD PRT (Pekerja Rumah Tanggag¢hka tidak mau
tanda tangan. UUD Perlindungan TKI mereka ngga madadi
mengecewakan. Karena merdKastyle aja. Jadi politisi itu cuman untuk
gaya. Mereka ngga melakukan program yang pro perampjadi
perempuan ngga tertolong.” (wawancara Kamis 14 20bR)

Eva bahkan sangat kecewa kepada politisi-poliasigyberasal dari partai
berbasis Islam, yang ikut menolak kebijakan-kelsijagang pada dasarnya untuk
kepentingan perempuan seperti UUD PRT (Pekerja Rumangga) yang
didominasi oleh kaum perempuan dan UUD Perlindung&m yang masih
menjadi korban kekerasan hingga saat ini. Bagi Eparjuangan untuk
menggolkan kebijakan-kebijakan tersebutlah yangameimya dilakukan oleh
politisi perempuan sebagai pertanggungjawaban raeilas posisi mereka
sebagai perwakilan perempuan. Sayangnya menurui Eb#h banyak dari
politisi perempuan yang sampai ke Senayan hanyakumemenuhi kuota 30%

dan tidak memiliki kepedulian terhadap persoalaemp@uan.

Sama seperti Eva, Rieke juga merasa sedikit kelasmewdengan
perjuangan mencapai kuota 30% sementara politrengguannya tidak memiliki

kontribusi untuk kepentingan perempuan.

“Saya orang yg memperjuangkan kuota 30%. Namum tembta ini harus
diimbangi dengan kualitas. Tidak hanya persoalamntitas. Kalo partainya
menginstruksikan tidak mau, dia berani melawan riggaawancara
Kamis 14 Juni 2012

Rekruitmen para politisi perempuan inilah yang radngalah satu faktor
munculnya politisi perempuan yang tidak menyadamiap dan posisi mereka
yang sangat penting bagi kehidupan perempuan. Sefantva menilai, dari segi
kualitas masih lebih baik periode 2004 dibandingkzariode 2009. Dalam
pandangan Eva, dewasa ini partai tidak melakukékseindividu tiap politisi.

Padahal semestinya partai melakukaaningterhadap politisinya.
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Yang tidak kalah penting adalah peran partai polégrutama dalam proses
rekrutmen calon anggota legislatif yang juga benokn besar bagi
representasi perempuan. Bagi perempuan untuk itegalam parlemen
mereka harus melalui tiga rintangdPertama, mereka harus menseleksi
dirinya sendiri untuk pencalonaKedua, mereka perlu diseleksi sebagai
kandidat oleh partai daketiga mereka perlu diseleksi oleh pemilih.
(Soetjipto, 2005: 55)

Selain karena tidak adanya pengetahuan genderkesedaran gender
dalam diri politisi-politisi perempuan lainnya yamgggan bersuara, Eva juga
menduga faktor ketidaksiapan perempuan untuk hemjaisebagai salah satu

pendukung tidak vokalnya politisi perempuand di DRIR

“Aku melihatnya kesiapan untuk tarung. Punya nekiwgyy ngga untuk
kasih data. Banyak kok yang mau kasih data. Tdpiyau close yourself

ngga mau direpotkan, ya susah. Aku sendirian jusg kok bikin pasal di
DPR. Ini problemnya politisi perempuan itu petarusiigu ngga. Siap

punya konsep apa ngga. Mau kerja ngga.” (wawankarais 14 Juni
2012)

Faktor politisi perempuan yang tidak memiliki kéaean mengenai
feminisme dan keberanian untuk bertarung argumedabarkan data dengan
politisi laki-laki memang menjadi permasalahan bpglitisi perempuan yang
sudah berada di DPR RI. Selain, tentu dikarenalaitikpIndonesia memang
merupakan politik patriarki. Rieke mengaku sangdit snenembus kebijakan,
karena harus melakukan proses komunikasi hingga jatur yaitu, komunikasi
partai, komunikasi sesama anggota fraksi, komunkegzada anggota fraksi yang
lain, komunikasi kepada Ism, dan komunikasi kepaalia massa. Rieke juga

berpendapat bahwa peran menjadi politisi seharudingsapi dengan kerelaan.

“Kualitas harus ditingkatkan, bukan cuma teoritiapi kerelaan kita
menjalin komunikasi. Jadi kita ngga masuk dengamgda kosong.
Sehingga orang sulit mengintimidasi kita. Visinyaarus jelas.”
(wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Persoalan kualitas politisi perempuan ini jugaydiakan oleh wartawan
Kompas Windoro Adi. Windoro berpendapat, sebagian besaempuan politisi
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di parlemen masih sangat lemah memperjuangkan &lakkaumnya karena
sejumlah kendala. Kendala pertama, soal jam terbesmglala kedua soal kultur
yang menempatkan perempuan sebagai “pria berapiminb man)yang harus

tunduk pada pria, dan kendala ketiga soal isu agéfakini yang pada akhirnya

memengaruhi kebijakan politik yang dihasilkan gbettitisi perempuan,

“Tentang keputusan politik yang pro perjuangan pgngan, masih sangat
lemah. Selain karena menyangkut jumlah perempuditikpdi parlemen
yang masih sangat sedikit, mereka belum percayandinghadapi tiga
kendala seperti saya sebutkan tadi dan cenderubidp lemosional
ketimbang pria politisi yang sudah memiliki jamd&ng cukup untuk
bersandiwara di depan publik.” (wawancara Jumatuth 2012)

Pendapat Windoro juga ditegaskan oleh Siti MudaHidMiMenurutnya,
sejumlah penelitian menemukan kenyataan bahwa kern@ag dihadapi oleh
para politisi perempuan dalam tugas-tugas merekdiding politik adalah
sebagai berikut: (Mulia, 2008: 189)

Pertama, kendala individual dalam bentuk keterlbatgsendidikan dan
pengalaman. Sejak awal, politik selalu dicitrakehagyai dunia laki-laki. Citra ini
sedemikian kuat sehingga penampilan politik setalemiliki wajah dan gaya
hidup laki-laki. Perempuan yang memasuki arenaahlu mendapat pandangan
dan bahkan stigma negatif seperti perempuan ansbisarempuan tidak tahu diri,
perempuan tidak bermoral.

Kedua, kendala struktural. Anggapan perempuark tampu berpolitik,
karena perempuan tidak memiliki hak-hak politikessdr yang di miliki oleh laki-
laki. Tidak mendapat dukungan suami atau keludgeempuan kurang memiliki

rasa percaya diri karena tidak mendapat dukungarmadai politik.

Ketiga, kendala kultural. Umumnya, perempuan maditebani oleh
peran-peran tradisional. Perempuan selalu dilekatleamgan label pemikul beban
ganda, yakni beban domestik sebagai ibu atau iatat anak perempuan yang

harus mengurusi keluarganya dan beban publik sepaggurus parpol.
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Meskipun banyak kendala yang dihadapi oleh paliigiggperempuan, Ani
Widyani Soetjipto (Soetjipto, 2005: 59) melihat adeategi yang dapat digunakan
untuk memaksimalkan pengaruh perempuan dalam présgislatif, yaitu
mempelajari aturan, menggunakan aturan dan mengatoedin. Dengan strategi
tersebut, ada 4 perubahan yang bisa diamati, gkanppuan bisa membuat satu
perbedaan sebagai berikut:

1. Perubahan institusional/ procedural yang menghasilberaturan-
peraturan yang lebih ramah terhadap perempuan

2. Perubahan representasi perubahan representasistartindakan di
parlemen yang dirancang untuk menempatkan perengalam posisi
penting di parlemen dan menjamin keberadaan mereka
pemerintahan. Ini harus melibatkan pula perubaamadthm parpol
untuk menarik lebih banyak perempuan

3. Perubahan terhadap keluaran (output). Ini terutaeréihat dari
feminiasasi legislasi yang dihasilkan dan kebijakkmn, yaitu
bagaimana Undang-undang atau regulasi itu dapat peegaruhi
keinginan perempuamgénder sensitive)=kal 60

4. Perubahan diskursus melibatkan perubahan di dalam di luar
parlemen. Menjadikan berpolitik sebagai sikap yamgjar dan
membuat akses yang lebih besar bagi media dan kpkejpada
parlemen.(Soetjipto, 2005: 59)

Bagi Windoro, faktor yang membuat politisi perempuberkualitas
sehingga dapat berperan sebagai perwakilan perengpuaPR RI adalah basis
pendidikan yang bagus, dan pengalaman mereka mexkjads atau pengalaman

mereka berorganisasi, serta dukungan kuat pasayeyasten atau keluarganya.

Jika dilihat dari sisFeminist Standpointposisi politisi perempuan masih
berada dalam bayang-bayang politik patriarki yaitgkt mendukung mereka
bergerak. Pertama-tama, kebijakan partai yang nmsssilgat maskulin, sehingga
menomorduakan persoalan perempuan untuk dibaHaBRIiRI, hal ini berimbas
pada keputusan inidividu politisi perempuan yangngieut garis partai dan
fraksi. Kedua, ketidakberanian politisi perempuabagai kaum bawah dalam
urutan posisi di dalam partai untuk bertarung mejopagkan kebijakan-
kebijakan yang pro perempuan ketika hal tersebubwasn keputusan partai
sebagai penguasa (kaum elit) yang lebih memegdatys quomaskulinitas

mereka.
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Standpoint Politisi Perempuan Mengenai Hubungannya dengan Med Massa

Perempuan dan media massa mengalami hubungangpsisan. Studi-
studi media selama ini telah membuktikan bahwa &ediassa memiliki
kecenderungan untuk menjadikan perempuan sebagei dalam pemberitaan
dengan menonjolkan sisi feminitas mereka sematarsdpmah, tidak mandiri,
bergantung pada pria, tidak pintar dan hanya beatkad kecantikannya saja.
Padahal, dalam segi kehidupan, apalagi politik hedga yang masih patriarki dan
sistem Pemilu yang menurut Eva Kusuma Sundari mlasehgsek, pergelutan
perempuan untuk mendapatkan pengakuan dan temiatlbb perjuangan yang
mudabh.

Azza Karam berpendapat, media massa, termasukkasibgbublikasi
perempuan, tidak secara memadai menginformasikrdaa peran perempuan
dalam masyarakat; tidak juga mengangkat isu-isig ymankaitan dengan langkah-

langkah pemerintah untuk memperbaiki posisi peranp(Karam dkk, 1999: 33)

Demi mendapatkan pengakuan dan tempat dalam polipkya-upaya
perempuan melakukan pendekatan dengan media massagas bentuk
komunikasi politik mereka pun dilakukan. MenurutaEusuma Sundari, peran
media massa menurutnya sangat penting dalam ling&ganya sebagai politisi

perempuan.

“Aku kan butuh kerja-kerjaku diketahui publik. URtuakuntabilitas
(pertanggungjawaban). Dan untuk itu aku butuh medaena memang
core bisnigu bicara dan butuh media untuk mengkapitalisasl (h
tersebut). Dan aku uda pelajari polanya. Kalo akimkke detik, akan
diambil banyak media. Aku kirim ke antara juga reelbanyak.”
(wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Eva menilai, penguasaan media massa oleh lakrhgknang tidak dapat
ditampikkan, namun keterampilan sebagai politisepguan menjalin hubungan
yang baik dengan media massa akan memberikan tesrgandiri bagi politisi
perempuan untuk mendapat tempat dan kesempataitdrarlali media massa.
Menurut pengalaman Eva, keterampilan menjalin hghondengan hegemoni

media massa membutuhkan waktu dna proses yanghgaijaa bercerita, ketika
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pertama kali dia berada di DPR RI, dia belum meaiggtcara-cara berhubungan
dengan media massa, dia ditekan dan diperas olgjabdarian umum berlabel
“kuning”, yang melakukan praktik meminta uang asafiap berita yang mereka
tulis. Wartawan yang melakukan praktik ini biasamysebut dengan wartawan
bordeks.

Namun, setelah Eva belajar selama enam bulan untrgetahui cara-
cara yang benar, karena dia menolak untuk melakpkases suap-menyuap, Eva
pada akhirnya menemukan pola hubungan yang nyaragh dirinya dengan
media massa. Tidak lagi berfokus pada harian umamg ynelakukan pelecehan
profesi dengan memeras Eva untuk setiap pemberjang mereka lakukan,
namun belajar menulieleaseyang akan dikirim ke wartawan-wartawan media
massa lainnya, termasttompas,sebagai wartawan yang memiliki akuntabilitas
yang baik di mata publik. Menurut Eva, hal ini dié&aakan media itu sendiri
membutuhkan  politisi-politisi yang tidak ikut-ikuta melakukan praktik
membayar berita sebagai dukungan atas profesi weamtanereka yang tengah

mereka geluti.

Sejauh ini, Eva mengakui bahwa terdapat hambatdanmd menjalani
hubungan dengan media. Namun, bagi Eva poinnyaagoadla keterampilan
politisi perempuan tersebut untuk membangelation dengan media dan juga
kemampuan membuatews (berita) yang memiliki daya nilai yang tinggi. Eva
menilai, tidak adanya bimbingan dan pelatihan gartai politik kepada kadernya
dalam bentuk persiapan mereka berhubungan dengala meemang cukup
menjadi kendala bagi kesiapan politisi ketika terjlangsung di parlemen.
Namun, kepedulian terhadap politisi perempuan j@nmlengan melakukan
tutorial mengenai keterampilan berkomunikasi dengasdia, membawa Eva
untuk membantu politisi-politisi perempuan lainnyang tidak memiliki

pengetahuan jam terbang yang tinggi seperti pditis-laki lainnya.

Ya sisterhood toh. Aku kan butuh mereka juga urmgineriing politik.
sekarang mata PDIP kan terbuka. Ternyata yang Ielaifu perempuan-
perempuannya, aku, Rieke, Dewi. Sekarang, partirs&alo ngga ada
aku sama Rieke gimana? Dan lebih sehat juga kaen&atkeberadaan
kami) bukan karena Puan bukan karena ini itu. (weasa Kamis 14 Juni
2012)
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Penguasaan media massa, termasakipas oleh laki-laki menjadikan
politisi perempuan harus cekatan dan handal meraaipleran mereka sebagai
politisi dalam menjalin hubungan yang baik dan nii&mnikualitas dengan
wartawan. Termasuk pengorbanan kualitas waktu dekgarga dan kesediaan
aktifnya handphoneselama 24 jam, untuk dihubungi oleh wartawan. Hhal i
memang cenderung bertentangan dengan patron kiayéarg selama ini ada di
masyarakat, bahwa tidak baik bagi perempuan untukang malam dan
berhubungan dengan laki-laki lain pada malam H2emikiran patriarki inilah
yang biasanya menjadi batu halangan bagi poligeempuan dalam menjalankan
peran sebagai politisi karena adanya “aturan-aturadak tertulis yang
mengekang gerak perempuan, yang tidak terjadi a&ddaki.

Padahal, dominasi laki-laki dalam media mulai daosisi wartawan,
redaktur, pimpinan redaksi, hingga pimpinan padgkiat korporasi tidak dapat
ditampik, dan ruang gerak serta cara-cara kerjaartedgambar sebagai cara-cara
kerja laki-laki. Sehingga, ketika keberadaan miliperempuan membutuhkan
media untuk diakses oleh publik, mau tidak maurmperean harus mengikut cara-
cara laki-laki tersebut. Termasuk dengan melanggdron-patron “keharusan
cara perempuan” yang selama ini hidup di dalam aragat. Meskipun pada
akhirnya politisi perempuan pula yang mendapat sasvsial dengan cap sebagai

perempuan yang tidak tahu diri, melawan suami densebagainya.

Pada titik ini, jika dilihat dariFeminist Standpointkeberadaan politisi
perempuan dalam hubungannya dengan media massangdidaklah sejajar.
Politisi perempuan harus berusaha mengejar dardd@iesi dengan cara-cara
kerja laki-laki yang mendominasi media massa yamgumanya bekerja di
lapangan dan tidak memiliki batasan waktu dalamebeak (laki-laki tidak
dipermasalahkan jam kerjanya sementara perempumeierg mendapat patron
tidak boleh bekerja pada malam hari). Perjuangditigggperempuan inilah yang
tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai gpliberargumen untuk
mendukung kebijakan yang ramah gender, namun jugeush berjibaku
beradaptasi dan menentang patron budaya secara wmiuk mengikuti pola

kerja laki-laki termasuk akses terhadap media massa
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5.2 Pertimbangan PembingkaianSuara Politisi Perempuan dalam Kasus
‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ di Kompas

Penulisan berita pada media sebdsampasmemiliki sebuah kerangka
kerja (frame) besar. Kerangka kerja berfungsi unim&njadi patron dalam
produksi kerja karyawarKompas. Melalui kerangka kerja besar ini, arah
pemberitaan dan posiKiompasdalam sebuah kasus atau peristiwa akan terlihat.
Kerangka ini juga menjaga unsur-unsur produksi kuan kinerja keluar dari
ideologi yang dianutnya. Kerangka inilah yang akanelatarbelakangi
pembingkaian yang dilakukan oléfompasdalam penulisan beritanya. Hal ini
dimulai dari pemilihan narasumber yang dilakukareholwartawan yang

melakukan liputan di lapangan.

Dalam wawancara, wartaw&ompas,wWindoro Adi yang menungkapkan

faktor-faktor dan pertimbangan yang dilakukanny@amamemilih narasumber.

Pertimbangan saya, integritas, popularitas, tingkaterdasan, dan
kedekatan dengan narasumber. Selain itu, persatygumapinan redaksi
(asisten redaktur, redaktur, redaktur pelaksangpaapemimpin redaksi).

Di tempat saya bekerja, pimpinan bersikap konsérdah sangat berhati-
hati menyetujui narasumber yang akan dikutip. (wesasa Jumat 15 Juni
2012)

Menurut Windoro, persetujuan narasumber oleh piarpiyang memiliki
kuasa akhir atas penulisan berita memang berpemgaesar. Kecuali pada
wartawan-wartawan tertentu yang sudah menjadi to#bohKompas. Namun
jumlahnya sangat sedikit menurut Windoro. Windargg bercerita ada sebuah
budaya dKompas di mana narasumber yang “dipakai” pada awalngh eknior-
senior diKompas setelah beberapa kali nama narasumber tersebutdaam
pemberitaan, maka wartawan lainnya akan mengikutikumemakai narasumber
yang sama itu. Windoro berasumsi hal inilah yangqga&ibatkan nama-nama
politisi perempuan yang muncul dompashanya yang itu-itu saja.

Windoro juga menyatakan, ada keengganan menggunateasumber
baru, misalnya dalam hal ini politisi perempuanaselRieke Diah Pitaloka
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ataupun Eva Kusuma Sundari, karena dalam budaygpasada sistem pengujian
terlebih dahulu atas konsistensi narasumbernya. détamtrack recordnyadan
perkembangannya, narasumber telah dianggap kamsisteka narasumber

tersebut barulah akan digunakan sebagai naraswidigfompas

Windoro juga mengakui unsur kedekatan dengan namaesu menjadi
salah satu alasan pemilihan narasumber dalam panuderitanya. Contohnya, ia
berpendapat, bahwa hubungannya dengan Rieke Diaflolka sudah sangat
dekat. la memantau pergerakan Rieke sejak Riekéhmaanjadi aktivis, Rieke
juga dinilai Windoro memiliki konsistensi denganogram dan kepeduliannya
pada kasus-kasus buruh dan TKI. Sehingga, jikapatdkasus dan pemberitaan
mengenai buruh dan TKI, Windoro akan menghubungk®i

Di sisi lain, Rieke juga membenarkan bahwa huburgaiekatan dengan

wartawan yang membuatnya memiliki suara di medisasaa

Pertama kali ke sini (DPR RI), saya mencoba untuklakukan
pengorganisiran, berbicara dengan mereka darkedtiati. Alhamdulillah
baik. Jadi harus adaust Biar ke kita juga dibangun (hubungannya).
(wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Sama seperti Rieke, politisi Eva Kusuma Sundagajumenyadari
pentingnya menjalin hubungan dengan wartawan. Eveehita, bahwa sebelum
dia menemukan pola hubungan yang baik dan nyamagadewartawan, dia
menggali keterampilannya membuateaseterkait dengan suatu kasus ataupun
peristiwva. Menurut Eva, posisi dirinya sebagai aegrpejabat publik (politisi)

membuatnya membutuhkan media.

Aku melihat perlu juga hubungan politisi dan mepé&da level personal,
sampe adarust (percaya). Aku ikut 12 kelompok pewarta. Aku selalu
diundang. Hubungan dengan media erat. Hubunganku b&ngun
berdasarkan personal relationshipVaktu film Aung San Suu Kyi, tak
aku ajak mereka. 25 orang. (wawancara Kamis 14204R)

Hubungan kedekatan dengan wartawan memberikan &kpasia Rieke

dan Eva untuk melakukan proses berbicara di medizagai bagian dari
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akuntabilitas (pertanggung jawaban) mereka sehagdisi yang kerja-kerjanya
perlu diketahui publik.

Selain pemilihan narasumber oleh wartawan selag@ntuframe suatu
berita, Windoro juga menyatakan adanya pedoman autsglagai garis yang
menjadi landasan bagi wartawan untuk menulis bekanurut Windoro, basis

pembingkaianftaming di Kompasadalah humanisme transcendental”

Humanisme transendental adalah cara pandang terhadausia yang
memiliki religiusitas, martabat kemanusiaan, damifiki hak azasi yang
harus dilindungi dan dihormati. Agama, kultur, daadisi tidak boleh
sedikitpun memasung martabat dan hak azasi manuseainkan
memuliakannya. Narasumber pilihdfompasumumnya memiliki unsur
ini. Untuk menjaga landasan ini, Kompas bersikaplependen.
(wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Windoro menambahkan dalam hal pemilihan penemptgis berita di
Harian Umum, maupun penempatan narasumber dalas bekita tersebut,
bergantung pada kebijakan redaktur yang dikonfrodgitirapat para pimpinan
redaksi. Windoro mengatakan bahwa seluruh tuli$ato, dan karikatur yang
dimuat diKompas tidak boleh melanggar visi miKiompasyang tak lain adalah
humanisme transcendentaérsebut. Foto dan tulisan misalnya, tidak boleh
menggambarkan rinci mengenai kekejian manusia, atamunjukkan nafsu

manusia yang vulgar.

Melalui basis tersebut, menurut Windoro, akan tekse isu-isu yang
akan menjadi bahan pemberitaan. Namun, meskipunik@dam Windoro
memaparkan bahwa penting atau tidaknya satu kaditgig”, tergantung
keputusan rapat pimpinan redaksi dan bukan padtawan di lapangan seperti
dirinya. Windoro mengungkapkan bahwa terdapat Hanyariabel yang
mempengaruhi keputusan rapat redaksi.

Hal yang mempengaruhi di antaranya adalah pertiggsakeamanan dan
stabilitas bagi kelangsung&ompas Hal ini kemudian dbreakdownlagi
menyangkut kepentingan opini publik, politik, ekamo sosial, dan
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budayaKompas Setiap media massa memiliki pertimbangan sertipa i
sesuai cara pandang masing-masing. (wawancara l&ndani 2012)

Pertimbangan keamanan dan stabilitas bagi kebetgggn Kompas
tentu berhubungan dengan posiKiompas sebagai sebuah industri yang
membutuhkan situasi yang tenang dan stabil sehitigg mengganggu angka
produktivitas berita maupun mengganggu kinerja dashis Kompas lainnya
seperti percetakan dan penerbitan Gramedia. Hat@énnperkuat argumen penulis
bahwa sebagai sebuah media yang menyajikan inforf@aspastetaplah sebuah
industri yang harus memperhatikan dan mengedepadd@entingan-kepentingan

roda perekonomiannya agar selalu berputar dan tetgknjal.

Jacob Oetama, memberikan argumennya (Oetama, 200), tidak
mungkin lagi, hanya bidang redaksi yang dipacukankaga manajemen secara
umum, tata usaha, sirkulasi, periklanan, pemasaranarikan uang langganan,
semua itu merupakan upaya-upaya biasa di bidangsbiBerlaku pola-pola
hukum, keterampilan dan etika bisnis. Koran ad&amoditas idiil itu supaya
laku dijual, dituntut berlakunya visi dan keterakapibisnis dan manajemen. Ini
bukan langkah surut ataupun berlawanan dengan pamgtan tugas idiil pers.

Hal itu wajar. Bagian-bagian dari Koran sebagaaargm sosial.

Hamad menilai tindakaKompassebagai resiko masuknya unsur kapital

dalam produksi kerjanya.

Dengan masuknya unsur capital, media massa maumik harus
memikirkan pasar demi memperoleh keuntungan (rex)erbaik dari
penjualan maupun dari iklan. Tak terkecuali dalaenyajikan peristiwa
politik, karena pengaruh modal ini media massa &aih memperhatikan
kepuasan khalayak (pelanggan dan pengiklan) sepagar mereka dalam
mengkonsumsi berita-berita politik. (Hamad, 2004: 3

Faktor basis ekonomi tersebut juga secara tidagslamg memperlihatkan
frame Kompasyang lebih mengarah pada kapitalisme dan tidak pnienitaskan

kepentingan publik secara umum sebagai masyara&ag yfidak memiliki
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kekuasaan informasi. Hal ini dikarenak&ompastidak akan mengangkat isu-isu
yang akan membenturkannya pada masalah hukum ykag mengancam
pergerakannya sebagai sebuah industri meskipuerisebut merupakan isu yang

rentan dan mewakili kebenaran hakiki dari faktagyada dilapangan.

Menurut Roger Fidler (Fidler, 2003: 398), hal itkatenakan kepribadian
(ideologi) setiap media berbeda. Masing-masing ikabl memiliki suatu gaya
dan kepribadian yang unik yang oleh para pembaaagdap sebagai jaminan
kepercayaan dan keandalan. Sebagaimana disebut&tasdkonteks dalam nama
informasi itu disajikan merupakan petunjuk-petunpgating tentang hakikat dari

isinya.

Sama halnya dengan keberadaan politisi perempuamn digilih Kompas
Pada akhirnya jika muncul politisi perempuan yangrsbara lantang dan
menggugat kekuasaan pemerintah secara radikal, Inyasa untuk
memperjuangkan perlindungan dan keselamatan bagmpean-perempuan
Indonesia lainnya, dia tidak mungkin diangkat okkbmpaskarena pernyataan
dan sikapnya akan membuat po¥{simpassebagai sebuah industri mengalami
tekanan. Dalam hal ini, seperti pemahamBaminist Standpoint politisi
perempuan adalah kaum kelas rendah yang beradgavdihbhegemoni kekuasaan

elit Kompassebagai sebuah institusi besar yang menjunjungatispne.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan Penelitian

Penelitian yang berjudul ‘Suara Perempuan di MeQgtak Sebagai
Komunikasi Politik’ dengan melakukan analisis fragisuara politisi perempuan
pada kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ idlompas menghasilkan beberapa
kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

Frame politisi perempuan di dalanKompas sebagai figur yang tidak
terlalu dipentingkan, yang dibuktikan dengan peraiap narasumber politisi
perempuan yang tidak berada di ‘lead’ berita (paai@graph awal), dan dipilih
untuk membuat berita “laku” di pasaran. Selainteis berita tidak didukung
gambar foto politisi perempuan dalam berita “Huk@ancung TKI Ruyati”.
Perempuan belum dianggap sebagai isu utama dana hdiiput sebagai

pelengkap dalam pemberitaan.

PertimbanganKompas melakukan frame tersebut dipengaruhi oleh
berbagai faktor diantaranya tingkat penilaian Koéiias politisi perempuan oleh
wartawan, hubungan kedekatan wartawan dan pgeigmpuan, hasil keputusan
rapat redaksi, kepentingatompas untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan
industrinya. Latar belakang inilah yang pada akfarikut mengkonstruksi politisi

perempuan dkompas.

Frame yang dilakukanKompas terhadap politisi perempuan tersebut
sesuai dengan teofteminist Standpoint yang berpendapat perempuan seperti
dalam kelas ekonomi merupakan kelas bawah dalatensipatriarki. Hasil
analisis mengukuhkan perempuan sebagai kelas bgwalletar) yang berada di
bawah hegemoni kaum elit (penguasa), dalam haKampas sebagai sebuah
industri kapitalis yang tidak perduli pada kepegén kaum kelas bawah dan lebih
mementingkan kapitalisme dalam pengambilan kepotusa
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6.2 Rekomendasi Pendlitian

Permasalahan TKI yang didominasi oleh perempugmersepada kasus
TKI Ruyati membutuhkan partisipasi politisi pererapusebagai bagian dari
unsur perempuan. Partisipasi dan dukungan poljiesempuan dalam bentuk
kebijakan akan memberikan bantuan perlindungansdassi atas persoalan yang
muncul. Penulis memberikan rekomendasi yang terkagtdalam rekomendasi

akademis dan rekomendasi praktis.

6.2.1 Rekomendasi Akademis

Penelitian yang dilakukan penulis dapat menjadiiakajtambahan
mengenai wacana keterwakilan suara politisi perempli media massa. Selain
memperkaya kajian mengendrame politisi perempuan di media massa,
penelitian ini juga dapat menjadi literatur untukeliinat standpoint politisi

perempuan.

Selain itu, penulis juga merekomendasi kepada pengng tertarik
mengangkat tema politisi perempuan dan media mass& meneliti hubungan
diantara politisi perempuan dan wartawan agar nmatdaggambaran pola
hubungan yang tercipta diantara politisi perempdan media massa. Sehingga
penelitian mengenai keterwakilan suara politisepgouan di media massa dapat

terlihat dari pola hubungan ini.

6.2.2 Rekomendasi Praktis

Pada penelitian ini, penulis memberikan beberapannendasi praktis.
Pertama, penulis merekomendasikampas untuk mendukung percepatan gerak
politisi perempuan dengan memberikan kesempatanpdasi yang berimbang
kepada politisi perempuan dan isu perempuan dimdplemberitaannya. Sehingga

Kompas pada akhirnya melakukan perannya untuk memberikarasi publik
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kepada masyarakat, memberikan pemahaman baru gemtanana yang pro
gender.

Selain itu, penulis merekomendasikan politisi pgream untuk menjalin
hubungan yang baik dan erat dengan media massam dahl ini Kompas.
Mengingat salah satu pertimbangan pemilihan narbsuryang dilakukan oleh
wartawan adalah unsur kedekatan. Dengan menjabarigan yang erat, politisi
perempuan dapat menyuarakan aspirasi dan perjuaymérhadap permasalahan
perempuan seperti pada kasus TKI Ruyati ini sewakal.

Suara perempuan..., Putria Perdana, FISIPUI, 201#niversitas Indonesia
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LAMPIRAN

1. Kliping Berita Kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’

a) Kompas 20 Juni 2011 Hal 1

PERLINDUNGAN TKI

Pemerintah Tak Dapat
Hindari Hukuman

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak dapat menghindar-
kan seorang tenaga kerja Imdonesia, Ruwvati binti Satubino (54,
dari hukuman mati oleh pengadilan Arab Saudi, Sabto (186) pagi,
di Mekkah. Jatmhnya hukuman mate vang mengejuthan it hanya
berselang empat hari setelah Presicden Susilo Bambang Yadho-
yoeno berpidato di Konferensi Ke-100 Perburuhan Internasional
Organisasi Buruh Internasional (110) di Geneva, Swiss,

Dalam pidatonya, Presiden Yudheyono menekankan penting-
nya perlindungan terhacdap buruh migran, Analis kebijakan
Migrant Care, Wahyu Susilo, dan Dircktur Eksckutif Migrant
Care Anis HMidayah di Jakarta, Minggu (19/6), menyatakan,
chsekusi mati Ruyati ity menunjukkan pidate Presiden belum
sesuai realitas. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-F, Ricke
Digh Pilaloka, menilai, peristiwa ini semakin membuka Ke-
lemahan koordinasi intemal pemerintah dan diplomasi in-
ternasional.

Namun, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindung-
an Tenaga Kerja Indonesia Mohammad Jumhur Hidavat me-
minfa publik tidak mengaitkan peristiwa o dengan  pidato
Presiden dalam Konferensi Ke-100 Perburuhan Internasional
"Ttu urnsan pidana, bukan perselisiban bumb,” war Jumbur, Jurg
Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menuturkan, Presiden
Yudhoyono menyesalkan ekeckusi itu. "Pemerintah Tndonesia
tentu tidak bisa mencampurl proses hukum vang berlangsung di
negara lain,” kata Julian.

Presiden, menurut Juliam, sudah mene-
rimia lporan lengkap kasus Hu dan Mente-
n Luar Megen Marly Nalalegawa, Marly
menyatakan, Pemerintah Indenesia mem-
protes keras hukuman mati terhadap Fu-
yati yang dilakukan tanpa terdebih dulu
memberitahukan secara resmi kepada Per-
wakilan RI di Arab Saudi. "Kami sangat
terkejutl begitu mendengar eksekusi telah BACA JUGA HAL 17
dilakukan,” ujar Marty. Menurut dia, pe-
merintah telah mendampingi Ruyati bahkan sejak awal kasus ito
mumeul dan disidangkan pada Januari tahun lalo.

Ruyati, warga Sukatani, Kabupaten Belkasi, Jawa Barat, di-
dakwa membunuh istri pengguna jasanya, Omar Mohammeacd
Omar Hilwani, yang bermama Khoiriyah, 12 Januari 2000
Mahkamah Tamyiz (semacam pengadilan banding) mengesah-
kan hukaman mati (gishasi) pada 14 Rajab 1431 Hijriah yang
diperkuat oleh Mahkamah Agung, (fshosh merupakan salah satu
bentuk hukuman dalam Tslam vang berarti sanksi vang setimpal
dengan perbuatan bagi pelaku kejahatan.

Een Nuraini (35), anak kancung Ruyati, menjelaskan, tanggal
31 Desember 2010 ibunya menghubungi lewat telepon mengeluh,
setelah bekerja setahun empat bulan, ia baru mendapatkan
sembilan bulan gaji. Tujuh bulan gaji lainnya belum dibayar.
Setiap bulan Ruvati menerima gaji 800 real (Rp 1.829.235).
Thunya juga pernah bercerita, kakinva patah karena didorong dan
jatuh diari lantai dua oleh majikan perempuan.

(DWA/HAM/INK/ WIN WHY/ATO)
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23 TRKI Terancam Mati

Presiden Abdurrahman Wahid Dapat Menghindari Hukuman Mati

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 23 tenaga Kerja
Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah
tangga di Arab Saudi menghadapi ancaman
hukuman mati. Hukuman mati itu sebenarnya dapat
dihindarkan dengan langkah politik, seperti pernah
dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid,

Selain hukuman mati Ruyati,
kasus terakhir adalah Darse
binti Daud Tawar, TKI asal Ka-
bupaten Subang, Jawa Barat. Da-
lam kasus Darsem, pemerintah
lebih berkonsentrasi dalam pem-
bayaran diyal (uang darah) ke-
timbang melakukan advokasi lis
tigasi di peradilan atan diplomasi
secara maksimal. “Kami menun-
tut Presiden Susilo Bambang Yu-
dhoyono mencopot pejabat yang
bertanggung jawab atas kelalaian
melindungi TKI" ujar analis ke-
bijakan Migrant Care, Wahyu Su-
sile, eli Jukarta, Minggu (19/6).

Arab Saudi merupakan negara
tujuan penempatan TKI terbesar
kedua setelah Malaysia. Jumlah
TKI di Arab Saudi berjumlah
sedikitnya 15 juta orang. yang
sebagian besar pekerja rumah

tangga, Sebagian besar pekerja
rumah  tangga ilu perempuan
yang mengirim devisa sedikitnya
7.1 miliar dollar AS atau sekitar
Kp 61 triliun tahun 2010

Sekretaris Jenderal Tndonesi-
an Emplovment Agency Asso-
ciation Djamal Aziz menyebul-
kan, hukuman mati juga pernah
dialami Suli Kahanan Kadiran,
THKI aszal Malang, Jawa Timur,
tahun 1993, "Dengan kasus yang
menimpa Ruyati, jelas diplomasi
Pem tah Indonesia  dengan
Kerajaan Arab Saudi tidak ada
peningkatan dari tahun 19937
kata Djamal.

Darsem, yang terbukti mem-
bunuh pengguna jasanya pada
Desember 2007, lolos dari -
kumain mati setelal ahli waris
korban, Asim bin Sali Assegaf,

bersedia memaafkan perbuatan -
nya pada 7 Januari 2011 Ke-
putusan ini tercapai berkat pe-
ranan Lajnah Tslah (Komasi Jasa
Baik wntuk Perdamaian  dan
Pemberian Maaf) di Riyvadh de-
ngan vang diyal 2 juta real atau
sckitar Rp 4,7 miliar.

“Untuk kasus Darsem, peme-
rintah  masth  terus  berupaya
mencari solusi soal pembayaran
dr:}wf Bp 47 miliar itu, Kami
mencari dana dari anggaran ban-
tuan sosial, masvarakat, dan se-
mua pihak yang peduli dengan
TET Pemerintah tidak pernah
menganggarkan khusws vang un-
tuk divert seperti calam kasusing,”
ujar Kepala Badan Nasional Pe-
nempatan - dan Perlindungan
Tenmuga Kerja Indonesia Moham-
mial Jumhur Hidayat.

Langkah politik Gus Dur

Wahyu Susilo  menuturkan,
pairs TEI dapat selamat atau tee-
hindar dari hukuman mati apa-
bila ada langkah politik Peme-
rintah Tndonesia, seperti dilaku-
kan Presiden Abdurrahman Wa-
hid tahun 1999 "Katena per-
juangan politik Gus Dur (Ab-

durrahman Wahid) kala ito, pem-
bantu rumah tangga, Siti Zaenab,
bisa terhindar dari hukuman ma-
4," tutur Wahyu,

Koordinator Aliansi TEKI Su-
menep, Madura, Jawa Timur, Ro-
sinah, menilai, eksekusi mati ter-
hadap Ruyati dapat dihindari jika
pemerintah memiliki perjanjian
menyangkut perlindungan TKIL
"Banyak TEI yang menjalani hu-
kurnan di Arab Saadi, tetapi yang
diungkap oleh pemerintah hanya
sedikit,” kata Rosinah.

Padahal. tambah anggota Ko-
migi X DPR dari Fraksi PDI-P
Ricke Diah Pitaloka, setiap ada
TET yang menjalani proses hu-
kum di Arab Saudi. pemerintah
setempat pasti mengirim pem-
beritahuan kepada Perusahasn
Jusa TET (FATKT) yang menems-
patkan ke negara tersebut,

Bahkan, beberapa TKT di Arab
Saudi, termasuk yang akan men-
jalani hukuman, akhirnya bebas
karema PJTKI bersama peme-
rintah dan lembaga swadaya ma-
sparakat  mendekati  Kerajaan
Arab Sandi. “Kami menunggu
langkal politik Presiden,” kata
Rieke, (ETATAM/WIN)
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JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sebaiknya
menghentikan sementara penempatan tenaga kerj:
Indonesia ke Inzr negeri, terntama pekerja rmmah
tangga, untuk memutus matzs rantai persoalan.

flegara penempatan
Calon pengquns j2s2
anghubundgi dar membayar
aya penggunzan jasa
ena 35ing k2pada agen

knria asing
Agen pekerja azing

Perlu Jeda Penempatan TKI

Muhaimin Iskandar: Moratorium Butuh Waktu

2. Pra-penempatan

= PPTKIS mzkzhui sponsor merekrut dan menyeleksi calon THL
Blasznya mereks memberlkzn sejumlah uine kepada kelyarga
«alon T

= Calan TKI masuk ke penampungas uitub rerjalani peadidikay
dan pelatiien kerjadi Bakei Latiban Kerja Tenava Kaja Luar
Neaeri, Ustuk calon TKI mirrmsl 200 jam, sedanakar TK

Pemerintah harus memanfeatkan jeda penempatan
sementara untuk membenahi berbageai kesemra-

engzivarkan “jcb order”
and seravkan kepada
wrusahaan pelakzana
MeNpatan TEl swasta

berpengalaman minina 100 jam,
+ Pemeribszar kzsshatan dzn psikelogi calon TKI
* Pengursan dokumen

Desakan meretorium datang
dari DFR. orgenisas: nonpeme-
rintah pembela hak buruh mi-
gran. dan Asosis Perusahaan
Tenaga Kerja Tndonesio (Apjoti)
di Jakartz, Selasa [21/6). Publik
kecewn terpidana permbunuhan,
Tuyati binti Satubl (547, TKI asal
Kabupasen Bekasi, Jawa Barat,
dieksekusi mati di Arab Saudi
tanpa pemberitahuan.

eristiva seperti ini bukan
vang perfama Kali Arab Saudi
Juga pernah mergekschus moti

wuzan penempatzn dan perlindungan TKIL

taan Desar B dan keluarga kor-
ban (Kompas. 24 Juni 2000,

Tadonesia menempatkan sedi-
Kitrya 6 juta TK] yang menginm
devisa Z1miliar doller AS sekitar
Ko 64,6 triliun) pada 20100

(Bersemibuny ke hal 15 kol 4-77

e

Likat Liga Videa
“K2luarga Darsean Camas
dan Recdahar” ¢i vod kom-
pas.com/darszmoemas

FPTEIS).

ur Penempatan
wvan Deyisa

4, {gpulangan

= Repulingan TR tari negar g Wjusn
samEaitiba di tempal asal menjadi
targqung jawab PETEL Bi'a TKI maninggal
duniz, penakamnan, perubingan enazah,
MU b 3ya annya drRanggung
topessthrya nlah PPTL

= Eila terjad perang, bencana alam,
walkh pewyakic, 0an deporuas
peswaklan Rl dan ENPTEI bertanogLng
jawab staz penulargan TEL sampai ke

= ldentitas diri di pemarintahdacaah terpat a<al ealon T4
- Rekorrendesi paspor di Kementerian Tenzae Herja dan
Trarsmigrasi (Kmmenakerrans).
= Paspor di Kementerian Hkum dan HAM.
Hartu Tenaga Kerja Luzr Megeri (KTKLM) 41 3adon Masional
Penempatan dan Ferlindungan TRI(EN22TH).
» Vi kemoetens! untuk mandasatkan sertifikat kompetensi beria.
. d Perjanjian P Kerjadan
P jannjiom Kevja.
+ Pembekalan abhir pemberangkatan (PAF).
= Pembarangkatin ke nagara tujuas.

3. Penemgatan

» [ilacuian pamesinkah atac dacar padanjion tertulis dergzn
pemeidinzah atau Badan hubum negara tujusn czlon THL

& PETCS metalimiLe usiha 6 regars wjvan

LIAE K DERQQNNA PRISAITERGAT

Warni binti
2000 tuapa memoeri tabu Kedu

daerch asal.
BACA JUGA HAL 13, 18

= Pihak lain untub keperkirgan perusahasn sendir atas izin
Termulis 631 Menrakemrans.

SUmp Wirkang Fompes 420 Wk homar 3 Temn a0

HOHAN

Kompas 22 Juni 2011 Hal 15

Perlu Jeda Penempatan TKI

(Sambungan dari halaman 1)

Malaysia dan Arab Saudi men-
jadi negara tujuan utama sejak
lama dengan sebagian besar TKI
menjadi pekerja rumah tangga,
buruh perkebunan, buruh kon-
struksi, dan sopir. Sedikitnya 2,2
Juta TET berada di Malaysia dan
1.5 juta orang bekerja di Arab
Saudi.

Rapat paripurna DPR yang di-
pimpin Wakil Ketua DPR Priyo
Budi Santoso mendesak perne-
rintah menghentikan sementara
penempatan TKT ke Timur Te-
ngah, terutama negara-negara
vang belum punya nota kesepa-
haman (MOU} perlindunga

Desakan moratorium m
satu dart lima rekomendasi kepu-
tusan Rapat Paripurna DPR."Ka-
mi minta pemerintah melakukan
moratorium pengiriman TET ke
Timur Tengah yang belum me-
miliki mekanisme perlindungan
hukum dan perjanjian dengan
Indonesia,” kata Priyo.

Moratorium bisa dicabut sete-
lah pemerintah membenahi se-
mua proses perekrutan, pelatih-
an, uji kompetensi dan uji kese-
hatan, serta memperkuat prog-
ram perlindungan di negara pe-
nempatan. MOU  perlindungan
TKI jadi syarat mutlak penem-
patan, sesuai dengan amanat Un-
dang-Undang Nomor 39 Tahun

2004 tentang Pemempatan dan
FPerdindungan Tenaga Kerja Tn-
donesia di Luar Negeri,

Satgas khusus

DPRE mendesak  pemerintah
membientuk satuan tugas (satgas)
khusus penanganan TKID yang
terancam hukuman mati, teruta-
ma di Malaysia dan Arab Saudi,
Dari data Kementerian Luar Ne-
deri, sepanjang 1999-
2011 ada 303 TKI di
luar negeri yang ter-

ancam hukuman
mati. Sebanyak 216
TKI di antaranya

masih disidang.
Wakil Ketua Tim
Khusus  Pemantan
TKI Eva Kusuma
Sundari  memapar-
kan  permasalahan
TEI di Timur Tengah yang harus
diatasi pemerintah. "Gaji vang
tak dibayarkan, pemutusan kerja,
pelecehan seksual, pembunuhan,
dan telantarnya TKI di Arab Sau-

di perlu segera diatasi,” wjarnya.
Sekretaris  Jenderal  Apjati

Rusdi Basalamah mengungkap-
kan, tiga asosiasi pelaksana pe-
nempatan TKT swasta, 10 hari
lalu, melaporkan kesemrawutan
penempatan TKT kepada Presi=
den Susilo Bambang Yudhoyono.
“Bagaimana mungkin calon TKI
bisa berangkat sebelom menan-

datangani perjanjian kerja de-
ngan majikan. Moratorium em-
pat bulan cukup untuk membe-
nahi semua masalah dan kembali
menempatkan TR dengan posisi
tawar lebih tinggl,” ujarnya.

Pemerintah juga tak pemnah
serius  memberanias  sponsor
yang mencari calon TET ke pe-
losok desa demi imbalan sampai
Tty 8 juta per arang. Perdagangan
sertifikat  kompetensi
kerja asli tetapi palsu
karena calon TKT tak
sepenuhnya ikut prog-
ram pelatihan mini-
i 200 jam juga ki-
an menambah  keru-
wetan soal TKL

Kondisi ini memicu
ckonomi biaya tingg
sehingda  biaya  pe-
nempatan yang akan
dicieil TKI paling cepat dari gaji
wh tujuh bulan bekerja pun
mbenghak,

Wahyu Swsile, analis kebijakan
Migrant Care, organisasi non-
pemerintah yang aktif membela
hak buruh migran, juga mende-
sak  moratorium  penempatan
TEI ke luar negeri. Menurut dia,
moratorium selama setahun me-
rupakan jalan terbaik untuk
membenahi persoalan TKI, baik
di dalam maupun di luar negeri.

Pemerintah bisa memanfaat-
kan waktu ini untuk merevisi UU

No 82004 yang hanya punya
saty pasal tentang sanksi dan
lebih berorientasi bisnis penem-
patan tersebut, Pemerintah juga
bisa meratifikasi Konvensi ILD
189 tentang Pekerja Domestik
dan  membahas RUU  Pekerja
Rumah Tangga (PRT) untuk
memperkuat  diplomasi  melin-
dungi TKI PRT.

Butuh waktu

Di Tegal, Jawa Tengah, Mente-
ri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Muhaimin  Tskandar mengata-
kan, moratorium  penempatan
TKI ke Arab Saudi butuh waktu,
Pemerintah harus menoleransi
TKI PRT lain yang sukses bekerja
tanpa masalah di luar negeri

Dari 1,5 juta TKI di Arab Saudi,
lebih dari 500000 orang sukses,
Saat ini pemerintah kedua negara
jugn sudah sepakat menyusun
MOU perlindungan TKI di Arab
Saudi.

Eemlu juga telah memanggil
Duta Besar Araly Saudi untuk
Indonesia - Abdurrahman  Mo-
hammad Amen Al Khayat untuk
menyampaikan protes keras. Al
Khayat diterima Direktur Timur
Tengah Kemlu Ronny Prasetyo
Yuliantoro karena Menlu tengah
rapat denmgar pendapat dengan
Komisi T DPR.

(HAM/DWANTA/TAM/
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2. Transkrip Hasil Wawancara

Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari
Apakah ibu memiliki pengetahuan feminisme?

Oh iya, aku ikut pelatihan kok. 91 kayaknya mbabehem di partai. Aku masih dosen kok. Ya,

anu sih. Sebagai.. sebetulnya sambil jalan krngkeém tahu. aku di buruh dulu, nganu kasus
marsinah. Lalu oh ini kan isu gender. Aku ikut pigkan di Lombok. Sejak itu aku paham ohh

framenya sangat jelas tentang feminisme, itu kearugang membuat aku masuk advokasi, dan
itu yg aku bawa ke penelitian pada saat di pusali stanita. Aku kan kuliahnya ekonomi. Gender

economik lah.

Policy itu mengkonstruksi sistem kan mba. Kalo kitau melihat, perempuan sekedar sebagai
input. sekedar mencari efektivitas dan efisiensekbnomi, karena pendekatan kita yang fungsi
ekonominya moneter, pada finance. perempuan teknkeaujd residu, karena perekonomian desa
tidak mau dikembangkan. Perkotaan terus. Konstkitgingga dipakek sebagai panduan, karena
lebih ke resep2 imf yang kalo kita lihat sangathjalengan konstitusi, akibatnya reses terhadap
satu kelompok perempuan yg termarjinal.

Bagaimana ibu melihat peran dan posisi ibu sebggditisi perempuan?

Ini kan platform. Masing2 politisi harus punya [ftat. Platformku wong cilik, yah isu
perempuan termasuk isu wong cilik yang aku perhatik api politisi kalo ngga punya portofolio,
ya ngga jelas apa yang mau dilakukan. Ngga ada visi

Sekarang aku merasa, when there are minority probéku yang dicari. Itu kan artinya org
berpikir, kalo masalah minoritas Eva orangnya. N&sagender, Eva orangnya. Berarti
portofolioku jelas, kerja-kerja programku jelas,nimal aku ngga asbun lah, ngga Cuma ada
secara fisik did pr, sehingga kalo soal labor, gemdang mencariku.

Aku basisnya kebutuhan bukan seksi ato ngga. Kehatkarena ada persoalan real dan ada
faktanya. Itu menjadi isu politik. basis nya readitdan kebuuthan. Memang ada persoalan, kayak
perdagangan perempuan dan tki aku bisa masukniParigannya merespon kebutuhan.

Bagaimana hubungan ibu dengan media massa?

Aku butuh media massa, karena tugasku kan bicaa. icaraku ngga terdesiminasi ya percuma.
Dan mereka juga butuh berita. Pola hubungannyahspdda membutuhkan. Aku ngga pernah
bayar. Kalo kamu perhatiin, beritaku banyak. Karé&agerampilan bikin release. Aku struggle

pada posisi aku ngga punya duit, aku ngga mau ba¥ar latihan sendiri bikin release krn kan

ngga dilatih sama partai. Cukup diterima publikreken yang kuangkat tentang kebutuhan dari
masyarakat tadi. Kombinasi antara advokasi debgalbagai model mulai dari statement sampai
lapangan dan lobi dan seterusnya.

Aku ikut 12 kelompok pewarta. Aku selalu diundahigtbungan dengan media erat. Hubunganku
tak bangun berdasarkan personal relationship. Wiktuaung san suu kyi, tak aku ajak mereka.
25 orang. Aku kan butuh kerja2ku diketahui publikituk akuntabilitas. Dan untuk itu aku butuh

media. Karena memang core bisnisku bicara dan bumedia untuk mengkapitalisasi. Dan aku

uda pelajari polanya. Kalo aku kirim ke detik, aldiambil banyak media. Aku kirim ke antara

juga nyebar banyak.

Media berbasis industri/ ekonomi. Hegemoni medtzihlke laki-laki daripada ke perempuan.
Pandangan ibu?

Untuk isu-isu perempuan aku yang setor. pidatonggawati ttg kartini aja naek kok. Kan aku yg
tulis. Itu kan programnya di probolinggo. Itu kaetérampilan. Aku ngga mau yang poin-poin,
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aku mau sesuai dengan kebutuhanku. Intinya akueicttyy dan directly. Kalo ada yg salah
langsung dikoreksi. Karena memang salah. Terutatira

Apakah ibu memiliki hambatan dengan media massa?

Lebih ke keterampilan kita membangun relation, keymaan kita membuat news. Aku kan
ngasisteni politisi2 di awal. Dewi, puti. Ada tuedr Waktu tere keluar aku menyesal, krn di
demokrat ngga ada yg berendah hati untuk tutd¢elb aku siapa yang nanya, tak jawab.
Prinsipku kan satu akuntabilitas dan transpardyesn itu membutuhkan media. Supaya mendidik
juga, supaya masyarakat tidak terjebak korupsi.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka

Apakah ibu memiliki pengetahuan feminisme?

Sebenernya perspektif sebagai perempuan pastitaday disebut perspektif gender. Pengalaman
yang dialami sebagai perempuan, yg tidak dialamin ddki-laki. Itu melatarbelakangi keputusan
politik yang saya ambil.

Sebenernya saya lebih ke arah kartini yg menjaghiiasi saya. Emansipasinya adalah rakyat.
Kesetaraan antara manusia dengan manusia lainmgapé¢empuan berada sebagai pihak yang
rentan, mereka sebagai korban kita memperjuanglesiaka.

Bagaimana ibu melihat peran dan posisi ibu sebggditisi perempuan?

Pada tataran politik tidak bisa kita mendikotomikaki2 dan perempuan, tapi eksesnya lebih
banyak kepada perempuan iyah.

Orang kadang lupa, politisi di dpr itu perpanjandangan fraksi. Fraksi perpanjangan tangan
partai. Jadi, setiap garis partai, garis fraksildijkan oleh politisi. Kita ngga otonomi.

Supaya ada kebijakan berperspektif gender, yangrald garis partai dan fraksinya. Saya
berbicara di forum, rakornas untuk partai lebihdamg mengambil kebijakan perempuan.

Persoalannya apakah kita bisa mendesaknya. Pertmrmajnya sendiri harus pro perempuan.
Tujuannya bukannya agar perspektif perempuan hailga di wajah politisi perempuan, tapi
massif, menjadi perspektif partai.

Ketika berbicara ttg perempuan, tidak bisa larii danteks ini perjuangan sebagai hak azasi
manusia dan pemenuhan dasar perempuan sebagai bagiaak azasi manusia.

Bagaimana hubungan ibu dengan media massa?

Penting sekali. Di era politik saat ini saya kepalagi politisi ngga bisa menemui rakyat satu-satu
Apalagi dpr. Parle kan bicara. Kalo ngga ada medga bisa kita fight.

Belum tentu medianya ngga ngangkat. Sebenarnyabkies narsum diperhitungkan. Bukan
hanya asal statement diangkat. Org ini Cuma statenaau punya kerja politik, itu
diperhitungkan. Saya belum pernah punya masalah sadia.

Pertama kali ke sini, saya mencoba utk melakukarggrganisiran, berbicara dgn mereka dari
hati-ke hati. Alhamdulillah baik. Jd harus ada trésar ke kita jg dibangun.
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Wartawan Kompas Windoro Adi
Bagaimana pandangan bapak mengenai kasusTKI Ruyati?

Kasus Ruyati mencerminkan kasus-kasus yang umuadigrada pada TKI pembantu rumah
tangga di negara-negara Timur Tengah. Latar betpkendidikan dan kemampuan sosial mereka
rendah, buta hukum, dan mudah hanyut dengan kebehotentang “pintu surga”. Mereka
umumnya direkrut para pencari tenaga kerja peramaygng menjadi kpanjangan tangan sub-sub
agen biro jasa TKI yang sebagian besar berkantayakiarta Timur. Para pencari tenaga kerja
ilegal ini menyisir para calon TKI sampai pelosasd.

Hampir seluruh “korban” tidak mendapat informasngdengkap mengenai hak dan kewajiban
mereka. Mengenai bekal ketrampilan minimal yangusamnereka miliki. Mengenai dokumen-
dokumen legal yang harus mereka siapkan. Mengesrdingungan hukum dan cara mendapat
perlindungan hukum. Para calon tidak memiliki kerpaan meneliti dan mengoreksi kontrak
kerja sebelum kontrak kerja ditandatangani.

Pandangan mengenai politisi perempuan?

Sebagian besar perempuan politisi di parlemen msaitgat lemah memperjuangkan hak-hak
kaumnya karena sejumlah kendala. Kendala pertamahjam terbang, kendala kedua soal kultur
yang menempatkan perempuan sebagai “pria berafwarhb manyang harus tunduk pada pria,
dan kendala ketiga soal isu agama.

Tentang keputusan politik yang pro perjuangan pptem, masih sangat lemah. Selain karena
menyangkut jumlah perempuan politik di parlemengyanasih sangat sedikit, mereka belum
percaya diri menghadapi tiga kendala seperti sapatkan tadi dan cenderung lebih emosional
ketimbang pria politisi yang sudah memiliki jamkang cukup untuk bersandiwara di depan
publik.

Apa saja pertimbangan memilih narasumber?

Pertimbangan saya, integritas, popularitas, tingkaterdasan, dan kedekatan dengan narasumber.
Selain itu, persetujuan pimpinan redaksi (asistdektur, redaktur, redaktur pelaksana sampai
pemimpin redaksi). Di tempat saya bekerja, pimpibarsikap konservatif dan sangat berhati-hati
menyetujui narasumber yang akan dikutip.

Basis pembingkaiatframing) di Harian Kompas jelashumanisme transendentalHumanisme
transendental adalah cara pandang terhadap mawgasig@ memiliki religiusitas, martabat
kemanusiaan, dan memiliki hak azasi yang haruadiitigi dan dihormati. Agama, kultur, dan
tradisi tidak boleh sedikitpun memasung martabah dak azasi manusia, melainkan
memuliakannya. Narasumber pilihdfompas umumnya memiliki unsur ini. Untuk menjaga
landasan iniKompashersikap independen.

Penting atau tidaknya satu kasus “ditiup”, tergagtieputusan rapat pimpinan redaksi. Bukan
pada reporter di lapangan seperti saya. Ada bawgaabel yang mempengaruhi keputusan rapat
redaksi. Hal yang mempengaruhi di antaranya adaatimbangan keamanan dan stabilitas bagi
kelangsungaiKompas Hal ini kemudian dbreakdownlagi menyangkut kepentingan opini publik,
politik, ekonomi, sosial, dan buday@mpas Setiap media massa memiliki pertimbangan serupa
itu sesuai cara pandang masing-masing.

Soal pemilihan penempatan tergantung kebijakan ktedayang dikonfrontir di rapat para
pimpinan redaksi. Pendeknya, seluruh tulisan, fdém karikatur yang dimuat #iompas tidak
boleh melanggar visi mislompasyang tak lain adalah humanisme transendental Fado dan
tulisan misalnya, tidak boleh menggambarkan rincengenai kekejian manusia, atau
menunjukkan nafsu manusia yang vulgar.
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